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TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahKabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas DaerahKabupaten Bengkulu Selatan.Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam LingkunganDaerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1091).2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang PembentukanPropinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2828).3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89).6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPerangkat Daerah.7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 7).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah.3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.7. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas yangmerupakan bagian dari Dinas.
BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Paragraf 1

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Pasal 2Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantuBupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang pendidikan, pemuda danolahraga.
Pasal 3Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kepala DinasPendidikan, Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga.b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang pendidikan pemuda danolahraga.c. Pembinaan teknis di bidang pendidikan pemuda dan olahraga.d. Penyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksana Teknis.e. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pengendalian di bidang pendidikan pemudadan olahraga.
Pasal 4Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda DanOlahraga mempunyai tugas sebagai berikut :1. Merumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga.2. Menyelenggarakan perizinan dan pelayanan umum dibidang pendidikan, pemuda danolahraga.



3. Menyelenggaraan pembinaan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.4. Menyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.5. Menyelenggarakan Pembinaan teknis dan pengendalian dibidang pendidikan pemudadan olahraga.
Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 5Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian,perencanaan dan pelaporan program dan keuangan serta melaksanakan kegiatan lainyang diberikan oleh atasan langsung.
Pasal 6Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Sekretarismempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
b. Penyusunan perencanaan dan laporan kegiatan.
c. Pelaksanaan administrasi keuangan.

Pasal 7Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas sebagaiberikut :1. Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.2. Menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan.3. Melaksanakan administrasi keuangan.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.
Paragraf 2.1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 8Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungandengan bagian umum dan kepegawaian serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikanoleh atasan langsung.
Pasal 9Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Sub BagianUmum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pengurusan surat menyurat termasuk pengarsipan.b. Penginventarisan, pendayagunaan dan penghapusan barang.c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler.d. Pelaksanaan kegiatan kehumasan.e. Pelaksanaan sosialisasi dan menyebarluaskan produk hukum, pengumpulan data,mengentri, mengelola, menyajikan, menganalisa dan mengarsipkan data sertamenyusun profil kepegawaian, penyusunan informasi KGB, kenaikan pangkat,penghargaan dan kebutuhan pegawai.f. Pelaku tata usaha kepegawaian.



Pasal 10Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menerima, mengagendakan, memberikan penomoran dan pengarsipan surat keluardan surat masuk.2. Mengirim dan mendistribusikan surat keluar.3. Menerima, membukukan dan mengeluarkan barang, baik yang bersumber dari APBN,APBD maupun Bantuan Luar Negeri.4. Mengurus barang inventaris meliputi mencatat kedalam buku inventaris, pembuatanKIR ruangan, penomoran barang dan pembuatan laporan keadaan barang inventarissetiap enam bulan sekali serta menilai dan mengusulkan barang inventaris yanglayak untuk dihapuskan.5. Menerima barang yang akan masuk dan yang akan keluar serta penyimpanan barang.6. Mengelola kebutuhan air, listrik, telpon.7. Melakukan perawatan kendaraan operasional, perlengkapan dan bangunan.8. Menyiapkan perlengkapan dalam rangka peringatan hari-hari besar Nasional.9. Menyiapkan perlengkapan apel pagi dan apel siang.10. Melayani setiap tamu dalam rangka kedinasan.11. Mendokumentasikan acara-acara penting.12. Melakukan koordinasi dengan media.13. Melaksanakan sosialisasi dan menyebarluaskan produk hukum.14. Mengumpulkan data, mengentri, mengelola, menyajikan, menganalisa danmengarsipkan data serta menyusun profil kepegawaian.15. Menyusun informasi KGB, kenaikan pangkat, penghargaan dan lain-lain.16. Menyusun perencanaan SDM.17. Membuat dan menyusun usulan kegiatan.18. Mengusulkan Formasi CPNS.19. Mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.20. Mengelola KARPEG, KARIS dan KARSU.21. Meneruskan usulan kenaikan pangkat.22. Meneruskan usulan KGB serta usul pensiun PNS.23. Meneruskan usul pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional.24. Mengusulkan penghargaan pegawai.25. Merekomendasikan pemberian sanksi disiplin PNS.26. Mengurus izin cuti CPNS dan PNS.27. Mengurus SK penempatan dan mutasi kepegawaian.28. Melakukan pembinaan kepegawaian.29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.
Paragraf 2.2

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 11Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungandengan perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikanoleh atasan langsung.



Pasal 12Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Sub BagianPerencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perencanaan program.b. Pelaku evaluasi program.
Pasal 13Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana kegiatan/penyusunan perencanaan dan program tahunan .2. Membuat tata cara kerja dengan cara mempelajari pedoman kerja, peraturan/ketentuan/referensi terkait dan menelaah kegiatan pejabat struktural/fungsional.3. Menyusun rencana kegiatan, pencatatan dan pelaporan pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasi.4. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan/layanan penyusunan perencanaan danprogram.5. Melaksanakan manajemen penyusunan program.6. Menghimpun dan menyusun rancangan awal perencanaan kegiatan dan program.7. Menyusun dan mengkoordinasi awal rencana anggaran.8. Melaksanakan kegiatan  penyusunan perencanaan dan program pendidikan pemudadan olahraga.9. Membuat laporan berkala dan mempelajari, mengelola dan menganalisa laporan hasilpelaksanaan kegiatan penyusunan program.10. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasi,pencatatan dan pelaporan.11. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasilpelaksanaan program.12. Melaksanakan manajemen pemantauan/evaluasi, pengendalian dan pelaporandengan cara mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan penyusunan pemantauan/evaluasi, pengendalian dan pelaporan program.13. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan pemantauan/evaluasi, pengendaliandan pelaporan.14. Menyusun rancangan awal laporan kegiatan dan program, dengan cara mempelajarireferensi terkait, anggaran, kegiatan dan program, serta menelaah laporan kegiatan/program  yang disusun oleh unit kerja.15. Membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengelola dan menganalisishasil  pelaksanaan kegiatan penyusunan pemantauan/evaluasi, pengendalian danpelaporan.16. Menyusun rencana kegiatan/program penyajian data dan informasi profil pendidikan17. Melaksanakan koordinasi kegiatan, manajemen data dan informasi, sertapengembangan sistem informasi.18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranPelaksanaan tugas.

Paragraf 2.3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 14Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan keuangandan melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.



Pasal 15Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Sub BagianKeuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan.b. Pelaksanaan pelayanan pembiayaan.c. Penyusunan rencana, alur dan metode kerja tahunan.d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran, perbendaharaandan akuntansi.e. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran rutin dan anggaranpembangunan.f. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perbendaharaan dan akuntansi.
Pasal 16Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Keuangan mempunyai tugassebagai berikut :1. Melayani urusan belanja pegawai :a. Membayarkan gaji bulanan.b. Melayani pengurusan perubahan gaji.c. Melayani pengurusan rapel kekurangan gaji.d. Melayani pengurusan penghentian dan pengaktifan pembayaran gaji.2. Melayani penerbitan perincian gaji.3. Menerbitkan persetujuan pemotongan gaji oleh bendaharawan.4. Menerbitkan surat pernyataan memberi peluang peminjaman uang kepada pihakketiga.5. Melayani urusan lainnya dalam urusan tata usaha keuangan.6. Melakukan pembiayaan pembelanjaan atas pengadaan alat inventaris kantor atasmonitoring dan usul sub bagian umum.7. Melakukan pembiayaan pemeliharaan gedung dan perlengkapannya.8. Melakukan pembiayaan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas.9. Melakukan pembiayaan pendidikan dan pelatihan.10. Melakukan pembiayaan lain yang berkaitan dengan operasional kedinasan.11. Menyusunan rencana, alur dan metode kerja tahunan.12. Melaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusuan anggaran, perbendaharaandan akuntansi.13. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran rutin dananggaran pembangunan.14. Melaksanakan monitoring penggunaan anggaran.15. Melakukan monitoring pendapatan.16. Monitoring penyelesaian LHP bidang keuangan.17. Melakukan pembinaan dan pengendalian lain dalam lingkup penyelenggaraanperbendaharaan dan keuangan negara.18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranPelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 17Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga di bidang tenaga teknis, kurikulum dan kesiswaan,sarana dan prasarana pendidikan dasar serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikanoleh atasan.



Pasal 18Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 BidangPendidikan Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pengelolaan tenaga teknis pendidikan dasarb. Pelaksanaan kurikulum dan kesiswaan pendidikan dasar.c. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar
Pasal 19Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pendidikan Dasar mempunyaitugas sebagai berikut :1. Mengkoordinir pengelolaan tenaga teknis pendidikan dasar.2. Mengkoordinir pelaksanaan kurikulum dan kesiswaan pendidikan dasar.3. Mengkoordinir sarana dan prasarana pendidikan dasar4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 3.1
Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar

Pasal 20Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungandengan tenaga teknis pendidikan dasar serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikanoleh atasan langsung.
Pasal 21Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Seksi TenagaTeknis Pendidikan Dasar mempunyai fungsi pengelolaan tenaga teknis pendidikan dasar.
Pasal 22Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasarmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi.2. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data serta melakukan pemetaankebutuhan  guru dan tenaga administrasi pada SD, SDLB, SMP dan SMPLB setiaptahun.3. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan, penempatan, distribusi, mutasidan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SD, SDLB, SMP danSMPLB dan diteruskan ke Subbag Umum dan Kepegawaian.4. Mempersiapkan rencana peningkatan mutu, profesionalisme tenaga pendidik dankependidikan yang ada di SD, SDLB, SMP dan SMPLB melalui pendidikan danpelatihan, workshop, seminar dan pertemuan ilmiah lainnya baik yangdiselenggarakan sendiri maupun oleh dinas instansi lain.5. Mempersiapkan bahan usul pengangkatan calon Kepala Sekolah SD, SDLB, SMP danSMPLB guna diteruskan ke Subbag Umum dan Kepegawaian.6. Menginformasikan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan lembaga SD, SDLB, SMPdan SMPLB.7. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis tentang pelaksanaan penerimaansiswa baru, kurikulum, ujian nasional, ujian  sekolah  pada SD, SDLB, SMP dan SMPLB.



8. Mempersiapkan bahan rekomendasi partisipasi masyarakat, perubahan akreditasidan pemberian bantuan pada SD, SDLB, SMP dan SMPLB.9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengangkatan guru dan kepala SD, SDLB,SMP dan SMPLB.10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan tugas sepanjangdiperlukan.11. Menyusun laporan seksi tenaga teknis.12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.
Paragraf 3.2

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar
Pasal 23Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yangberhubungan dengan kurikulum dan kesiswaan pendidikan dasar serta melaksanakankegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
Pasal 24Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 SeksiKurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi pelaksanaan kurikulumdan kesiswaan pendidikan dasar.
Pasal 25Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Kurikulum dan KesiswaanPendidikan Dasar mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi.b. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan pada SD,SDLB, SMP dan SMPLB.c. Memepersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasisiswa pada SD, SDLB, SMP dan SMPLB.d. Mendata siswa per jenis kelamin, rombel, umur dan agama pada SD, SDLB, SMP danSMPLB.e. Mengumpulkan dan mengolah data serta mengevaluasi tentang pelaksanaankurikulum tingkat satuan pendidikan pada SD, SDLB, SMP dan SMPLB.f. Memepersiapkan usul tentang penyempurnaan kurikulum satuan pendidikan daninovasi pembelajaran di SD, SDLB, SMP dan SMPLB.g. Melaksanakan kegiatan kesiswaan untuk siswa SD, SDLB, SMP dan SMPLB.h. Merencanakan diklat tentang kurikulum bagi kepala sekolah dan guru SD, SDLB, SMPdan SMPLB.i. Menganalisis dan menilai buku pelajaran, buku pegangan guru dan bukuperpustakaan.j. Menyususn petunjuk pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah pada SD, SDLB, SMP danSMPLB.k. Menyususn petunjuk pelaksanaan bimbingan belajar dan penyuluhan pada SD, SDLB,SMP dan SMPLB.l. Mendata calon peserta, melaksanakan serta mengevaluasi Ujian  Sekolah dan ujiannasional pada SD, SDLB, SMP dan SMPLB.m. Mengevaluasi hasil kegiatan belajar mengajar pada SD, SDLB, SMP dan SMPLB.n. Merencanakan penilaian kinerja kepala SD, SDLB, SMP dan SMPLB.o. Mengkoordinasikan kegiatan kesiswaan pada bidang terkait.



p. Menyusun laporan seksi.q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.
Paragraf 3.3

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
Pasal 26Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungandengan sarana dan prasarana pendidikan dasar serta melaksanakan kegiatan lain yangdiberikan oleh atasan langsung.
Pasal 27Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Seksi Saranadan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai fungsi pengelolaan sarana dan prasaranapendidikan dasar.
Pasal 28Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Sarana dan Prasarana PendidikanDasar mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana program kerja tahunan seksi.2. Membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan serta pengadaan danpendistribusiannya kepada SD, SDLB, SMP dan SMPLB.3. Mempersiapkan dan menyebarluaskan petunjuk dan bahan bimbingan penggunaandan pemeliharaan sarana pendidikan pada SD, SDLB, SMP dan SMPLB.4. Mempersiapkan bahan penilaian kuantitas dan kualitas sarana pendidikan pada SD,SDLB, SMP dan SMPLB.5. Mengumpulkan dan menginventaris serta mengolah data sarana pendidikan pada SD,SDLB, SMP dan SMPLB.6. Mempersiapkan bahan usul rehabilitasi dan pembangunan gedung SD, SDLB, SMPdan SMPLB.7. Mempersiapkan rencana penetapan lokasi pembangunan unit sekolah baru SD, SDLB,SMP dan SMPLB.8. Melaksanakan Inventarisasi dan menyusun data kebutuhan pengadaan perlengkapansekolah SD,SDLB,SMP dan SMPLB.9. Melakukan monitoring sarana pendidikan pada SD, SDLB, SMP dan SMPLB.10. Menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengurus perpustakaan padaSD, SDLB, SMP dan SMPLB.11. Membuat laporan seksi.12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 4
Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 29Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga dibidang tenaga teknis, kurikulum dan kesiswaan,sarana dan prasarana SMA dan SMK serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikanoleh atasan.



Pasal 30Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 BidangPendidikan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pengelolaan tenaga teknis pendidikan menengah.b. Pelaksanaan kurikulum dan kesiswaan pendidikan menengah.c. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah.
Pasal 31Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pendidikan Menengahmempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengkoordinir tenaga teknis pendidikan menengah.2. Mengkoordinir pelaksanaan kurikulum dan kesiswaan pendidikan menengah.3. Mengkoordinir pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 4.1
Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah

Pasal 32Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungandengan tenaga teknis pendidikan menengah serta melaksanakan kegiatan lain yangdiberikan oleh atasan langsung.
Pasal 33Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Seksi TenagaTeknis Pendidikan Menengah mempunyai fungsi pengelolaan tenaga teknis pendidikanmenengah.
Pasal 34Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Tenaga Teknis PendidikanMenengah mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi.b. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data serta membuat pemetaan kebutuhanpendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK.c. Mempersiapkan rencana kebutuhan dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikanserta  kepala sekolah untuk diteruskan ke Subbag Kepegawaian.d. Mempersiapkan rencana dan program peningkatan mutu, profesionalisme tenagapendidik dan kependidikan di SMA dan SMK melalui pendidikan dan pelatihan,wokshop, seminar serta pertemuan ilmiah lainnya baik yang diselenggaran sendirimaupun oleh dinas instansi lain.e. Mempersiapkan bahan usul pengangkatan calon kepala sekolah guna diteruskan keSubbag Kepegawaian.f. Menyebarluaskan dan membimbing penggunaan dan petunjuk pelaksanaanpenyelenggaraaan SMA dan SMK meliputi tenaga pendidik dan kependidikan.g. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru(PSB) pada SMA dan SMK.h. Mengkoordinasikan Ujian Nasional/Ujian Sekolah, pelaksanaan kurikulum SMA danSMK.



i. Mempersiapkan bahan usul partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.j. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemberian izin, perubahan akredetasi danpemberian bantuan pada SMA dan SMK swasta.k. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan tugas sepanjangdiperlukan.l. Menyusun dan membuat laporan seksi.m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.
Paragraf 4.2

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah
Pasal 35Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yangberhubungan dengan kurikulum dan kesiswaan  pendidikan menengah sertamelaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
Pasal 36Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 SeksiKurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah mempunyai fungsi pelaksanaankurikulum dan kesiswaan pendidikan menangah.
Pasal 37Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Kurikulum dan KesiswaanPendidikan Menengah mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi.b. Menyusun program pendidikan SMA dan SMK.c. Mempersiapkan pelaksanaan ulangan, semesteran dan Ujian Nasional/Ujian Sekolah.d. Melakukan bimbingan evaluasi pelaksanaan kurikulum SMA dan SMK.e. Mengevaluasi hasil KBM sekolah  (daya serap dan target kurikulum).f. Mengkoordinasikan sistim penilaian teknik evaluasi KBM serta tindaklanjut.g. Merencanakan dan melaksanakan diklat guru mata pelajaran/ pengawas sekolah.h. Memantau dan memonitor pelaksanaan kurikulum SMA dan SMK.i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan siswa baru SMA dan SMK.j. Merencanakan penilaian kinerja kepala SMA dan SMK.k. Melaksanakan kegiatan kesiswaan SMA dan SMK (siswa teladan, lomba bidang study,OSIS, paskibra, OSN, O2SN dan kegiatan siswa lainya).l. Memonitor dan mengkoordinasikan kegiatan siswa SMA dan SMK.m. Membentuk tim rekayasa kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah.n. Menyusun dan membuat laporan seksi.o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 4.3
Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah

Pasal 38Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yangberhubungan dengan sarana dan prasarana pendidikan menengah serta melaksanakankegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.



Pasal 39Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Seksi Saranadan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai fungsi pengelolaan sarana danprasarana pendidikan menengah.
Pasal 40Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Sarana dan Prasarana PendidikanMenengah mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana program kerja tahunan seksi.b. Membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan serta pengadaan danpendistribusiannya pada SMA dan SMK.c. Mempersiapkan dan menyebarluaskan petunjuk dan bahan bimbingan penggunaandan pemeliharan sarana pendidikan SMA dan SMK.d. Mempersiapkan bahan penilaian kwantitas dan kwalitas sarana pendidikan SMA danSMK.e. Mengumpulkan dan menginventaris serta mengelola data sarana pendidikan SMAdan SMK.f. Mempersiapkan bahan usul rehabilitasi dan pembangunan gedung SMA dan SMK.g. Mempersiapkan rencana penempatan lokasi pembangunan unit sekolah baru.h. Memantau dan memonitor sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK.i. Menyusun dan membuat laporan seksi.j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 5
Bidang Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 41Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok Melaksanakan tugas DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga dibidang pendidikan masyarakat, kursus dankelembagaan, kesetaraan dan pendidikan anak usia dini serta melaksanakan kegiatanlain yang diberikan oleh atasan langsung.
Pasal 42Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 BidangPendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksanaan pendidikan masyarakat, kursus dan kelembagaan.b. Pelaksanaan kegiatan kesetaraan.c. Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini.
Pasal 43Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pendidikan Luar Sekolahmempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengkoordinir pelaksanaan pendidikan masyarakat , kursus dan kelembagaan.2. Mengkoordinir kegiatan kesetaraan.3. Mengkoordinir pelaksanaan pendidikan anak usia dini.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.



Paragraf 5.1
Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan

Pasal 44Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yangberhubungan dengan pendidikan masyarakat, kursus dan kelembagaan  sertamelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 45Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 SeksiPendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan mempunyai fungsi pelaksanaanpendidikan masyarakat, kursus dan kelembagaan.
Pasal 46Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursusdan Kelembagaan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi.2. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikanmasyarakat.3. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan masyarakat dengan mitra kerja terkait.4. Melaksanakan bimbingan dan supervisi terhadap kegiatan pendidikan masyarakat.5. Menginventarisasi kelembagaan.6. Memelihara dan meningkatkan kerjasama antar lembaga pendidikan masyarakat.7. Melakukan pembinaan terhadap Penilik Pendidikan Masyarakat.8. Melakukan pembinaan terhadap PKBM, kursus dan pamong magang.9. Memberikan perizinan terhadap PKBM, kursus dan pamong magang.10. Membuat laporan tahunan seksi.11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 5.2
Seksi Kesetaraan

Pasal 47Seksi Kesetaraan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasiserta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan kesetaraan  sertamelaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
Pasal 48Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 SeksiKesetaraan mempunyai fungsi pelaksanaan  kegiatan kesetaraan.
Pasal 49Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Kesetaraan mempunyai tugassebagai berikut :1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi.2. Melaksanakan pendataan anak putus sekolah setara SD, SMP dan SMA.3. Menyusun dan mendata kelompok belajar paket A, B, C.4. Melakukan pembinaan terhadap kelompok belajar paket A, B, C dan program butaaksara.



5. Melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidik/tutor program paket.6. Menyusun dan melaksanakan pelatihan tutor paket A, B dan C.7. Melaksanakan ujian kesetaraan Paket A, B dan C.8. Mengkoordinasikan kegiatan terhadap instansi terkait.9. Menyusun laporan tahunan seksi.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.
Paragraf 5.3

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 50Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan denganpendidikan anak usia dini serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 51Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 SeksiPendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi pelaksanaan pendidikan anak usia dini.
Pasal 52Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pendidikan Anak Usia Dinimempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi PAUD.2. Mengkoordinasikan kegiatan TK dan PAUD  terkait.3. Melaksanakan bimbingan supervisi terhadap kegiatan TK dan PAUD.4. Merencanakan penyelenggaraan kegiatan lembaga TK dan PAUD.5. Melaksanakan inventarisasi lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan TK danPAUD.6. Memelihara dan meningkatkan kerjasama antar lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.7. Melaksanakan pembinaan terhadap Penilik TK dan PAUD dan petugas lapangan yangmembantu kegiatan TK dan PAUD.8. Mengumpulkan dan mengolah data tentang TK dan PAUD.9. Merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga pendidik dankependidikan TK dan PAUD.10. Mengelola pengadaan dan memelihara sarana dan prasarana lembaga TK dan PAUD.11. Memonitor dan mengendalikan kegiatan lembaga TK dan PAUD.12. Melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan TK dan PAUD.13. Memberikan perizinan terhadap penyelenggaraan lembaga TK dan PAUD.14. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengembangkan PAUDholistik.15. Menyusun laporan tahunan seksi.16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 6
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 53Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga di bidang pemuda dan olahraga , olahraga prestasi danpemberdayaan produktifitas kelembagaan pemuda, olahraga dan kemasyarakatan sertamelaksanakan kegiatan yang diberikan oleh atasan langsung.



Pasal 54Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Bidang Pemudadan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.b. Pelaksanaan pemberdayaan produktifitas dan kelembagaan pemuda.c. Penyelenggaraan kegiatan  olahraga dan kemasyarakatan.
Pasal 55Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pemuda dan Olahragamempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengkoordinir kegiatan olahraga prestasi.2. Mengkoordinir pemberdayaan produktifitas kelembagaan pemuda.3. Mengkoordinir kegiatan olahraga dan kemasyarakatan.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 6.1
Seksi Olahraga Prestasi

Pasal 56Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan olahragaprestasi serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
Pasal 57Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Seksi OlahragaPrestasi mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.
Pasal 58Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Olahraga Prestasi mempunyaitugas sebagai berikut :1. Menyusun dan merencanakan program kerja tahunan seksi.2. Menyusun dan melaksanakan olimpiade olahraga siswa nasional tingkat SD, SMP danSMA dari tingkat daerah sampai ke tingkat nasional.3. Menyusun dan melaksanakan tugas BAPOPSI ditingkat Kabupaten Bengkulu Selatan.4. Mendata sarana dan prasarana olahraga sekolah.5. Mendata klub olahraga sekolah.6. Melaksanakan pekan olahraga pelajar didaerah.7. Menginventarisasi atlet pelajar.8. Menyusun rencana tahunan bantuan sarana dan prasarana sekolah.9. Menginventarisasi pengcab olahraga.10. Melaksanakan pelatihan olahraga.11. Melaksanakan pembinaan terhadap klub olahraga.12. Membuat satuan prioritas cabang olahraga unggulan.13. Membuat pusat pelatihan pelajar daerah (PPLPD).14. Menyusun rencana kalender siklus pertandingan dan perlombaan masing-masingcabang olahraga.15. Menyususn usulan sarana prasarana kepada kementrian pemuda dan olahraga.16. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan  dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.



Paragraf 6.2
Seksi Pemberdayaan, Produktifitas dan Kelembagan Pemuda

Pasal 59Seksi Pemberdayaan, Produktifitas dan Kelembagan Pemuda mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yangberhubungan dengan pemberdayaan produktifitas dan kelembagaan pemuda sertamelaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
Pasal 60Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 SeksiPemberdayaan, Produktifitas dan Kelembagan Pemuda mempunyai fungsi pelaksanaanpemberdayaan produktifitas dan kelembagaan pemuda.
Pasal 61Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pemberdayaan, Produktifitas danKelembagan Pemuda mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana kerja tahunan seksi.2. Melaksanakan kegiatan sarasehan, diskusi dan ceramah3. Menyusun pembentukan dan pengembangan sentra pemuda.4. Membuat rencana pembinaan dan ormas pemuda.5. Melaksanakan pemilihan pemuda pelopor.6. Melaksanakan seleksi dan pengiriman peserta program pertukaran pemudaIndonesia keluar negeri.7. Melaksanakan seleksi dan pengiriman peserta program pertukaran pemuda keASEAN.8. Melaksanakan seleksi dan pengiriman peserta program pertukaran pemuda antarpropinsi (Bakti Pemuda Antar Propinsi).9. Mempersiapkan pengiriman pelatihan pembinaan pemuda.10. Mempersiapkan kelompok usaha pemuda produktif.11. Melaksanakan pendataan kelompok wirausaha pemuda.12. Mempersiapkan bahan-bahan dan program kepemudaan.13. Mempersiapkan dan melaksanakan seleksi Paskibraka tingkat daerah, kabupaten,propinsi dan nasional.14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 6.3
Seksi Olahraga dan Kemasyarakatan

Pasal 62Seksi Olahraga dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungandengan olahraga dan kemasyarakatan serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikanoleh atasan langsung.
Pasal 63Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 Seksi Olahragadan Kemasyarakatan mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan olahraga dankemasyarakatan.



Pasal 64Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Olahraga dan Kemasyarakatanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana kerja tahunan seksi.2. Menyusun rencana kegiatan seminar dan sarasehan masalah olahraga.3. Menyusun dan merencanakan cabang olahraga tradisional.4. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan lomba olahraga rekreasi.5. Menyusun dan merencanakan usulan sarana dan prasarana olahraga masyarakat.6. Menyusun dan merencanakan pelatihan tentang industri olahraga.7. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kelompok-kelompok industri olahraga.8. Mendata dan membina klub-klub olahraga masyarakat.9. Melaksanakan pertandingan dan perlombaan antar desa, kelurahan, kecamatan dandinas instansi.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.
Bagian Kedua

Dinas Kesehatan
Paragraf 1

Kepala Dinas Kesehatan
Pasal 65Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalammelaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang kesehatan.
Pasal 66Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 Kepala DinasKesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan.c. Pembinaan teknis dan pengendalian di bidang kesehatan.d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.e. Pelaksanaan ketatausahaan.f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 67Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Kesehatan mempunyaitugas sebagai berikut :1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan.2. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan.3. Melakukan pembinaan teknis dan pengendalian di bidang kesehatan.4. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas.5. Melaksanakan ketatausahaan.6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 68Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaianperencanaan program dan keuangan serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikanoleh atasan langsung.



Pasal 69Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 Sekretarismempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.b. Penyusun perencanaan kegiatan.c. Pelaksanaan administrasi keuangan.
Pasal 70Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas sebagaiberikut :1. Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.2. Menyusun perencanaan kegiatan.3. Melaksanakan administrasi keuangan.

Paragraf 2.1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 71Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungandengan bagian umum dan kepegawaian serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikanoleh atasan langsung.
Pasal 72Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Sub BagianUmum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pengurus surat menyurat termasuk pengarsipan, penginventarisan, pendayagunaandan penghapusan barang.b. Pengurusan urusan rumah tangga dan protokoler, pelaksanaan kegiatan kehumasan.c. Pelaksanaan sosialisasi dan menyebarluaskan produk hukum kesehatan.d. Mengumpulkan, mengentri data, menganalisa data dan mengarsipkan data sertamenyusun buku profil kepegawaian.e. Penyusun informasi KGB, kenaikan pangkat, penghargaan dan lain-lain.f. Penyusun rencana kegiatan, pelaporan dan rekrutmen pegawai.g. Pelaksanaan tata usaha kegiatan kepegawaian.
Pasal 73Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menerima, mengagendakan, memberikan penomoran dan pengarsipan surat keluardan surat masuk.2. Mengirim dan mendistribusikan surat keluar.3. Meneruskan surat-surat keputusan, surat edaran dan lain-lain ke UPT.4. Menerima, membukukan dan mengeluarkan setiap barang yang keluar, baik itubersumber dari APBN, APBD maupun Bantuan Luar Negeri.5. Mengurus barang inventaris, mencatat kedalam buku inventaris, pembuatan KIRruangan, penomoran barang dan pembuatan laporan keadaan barang inventarissetiap enam bulan sekali serta menilai dan mengusulkan barang inventaris yanglayak untuk dihapuskan.6. Mengurus barang masuk dan barang yang keluar serta menyiapkan gudang.7. Mengelola kebutuhan air, listrik, telpon Dinas Kesehatan.



8. Melakukan perawatan kendaraan operasional Kepala Dinas.9. Menyiapkan perlengkapan dalam rangka peringatan hari-hari besar Nasional.10. Menyiapkan perlengkapan apel pagi dan apel siang pada Dinas Kesehatan.11. Melayani setiap tamu Dinas.12. Mendokumentasikan acara-acara penting.13. Melakukan koordinasi dengan media cetak dan media elektronik.14. Melaksanakan sosialisasi dan menyebarluaskan produk hukum kesehatan.15. Mengumpulkan, mengentri data, mengelola data, menyajikan, menganalisa data danmengarsipkan data serta menyusun buku profil kepegawaian.16. Menyusun informasi KGB, kenaikan pangkat, penghargaan dan lain-lain.17. Menyusun perencanaan SDM Kesehatan.18. Membuat dan menyusun usulan kegiatan.19. Mengusulkan Formasi CPNS tenaga kesehatan.20. Mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.21. Mengelola KARPEG, KARIS dan KARSU.22. Meneruskan kenaikan pangkat (struktural dan fungsional).23. Meneruskan Usul KGB serta usul pensiun PNS.24. Meneruskan usul pengangkatan dan pemberhentian SK Jabatan Fungsional.25. Mengusulkan penghargaan satya lencana 10, 20,30 tahun.26. Merekomendasikan pemberian sanksi disiplin PNS.27. Memberikan izin Cuti CPNS dan PNS.28. Membuat SK Mutasi Kepegawaian.29. Melakukan Pembina Kepegawaian ke UPT.30. Melakukan pemantauan dr/drg dan Bidan PTT ke UPT.31. Meneruskan usulan SK pemberhentian dan selesai masa bakti  dr/drg dan Bidan PTT.32. Mengkoordinir Pra Tugas dr/drg PTT.33. Memproses penempatan dr/drg dan Bidan PTT sesuai kebutuhan.34. Meneruskan usul perpanjangan dr/drg dan Bidan PTT ke Dinas Kesehatan Propinsi.35. Memproses penempatan perpanjangan dr/drg dan Bidan PTT sesuai kebutuhan Kab.Bengkulu Selatan.36. Mengurus SPPD dr/drg PTT.37. Mengurus SPMT dr/drg dan Bidan PTT.38. Meneruskan usulan pengangkat PTT Akbid/Akper ke Dinas Kesehatan Propinsi.
Paragraf 2.2

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 74Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungandan evaluasi serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
Pasal 75Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 Sub BagianPerencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perencana Program Kesehatanb. Pelaku evaluasi program kesehatan
Pasal 76Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana kegiatan/perorangan layanan penyusun perencana dan programkesehatan berdasarkan pedoman kerja Dinas Kesehatan.



2. Membuat tata cara kerja dengan cara mempelajari pedoman kerja Dinas kesehatanKabupaten Bengkulu Selatan, peraturan/ketentuan/referensi terkait dan menelaahkegiatan pejabat struktural/fungsional.3. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasipencatatan dan pelaporan dilingkungan Subbag Perencanaan Kesehatan4. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan layanan penyusunan perencanaan danprogram kesehatan.5. Melaksanakan manajemen penyusunan program.6. Menyusun rancangan awal program kesehatan (pembangunan kesehatan jangkapendek, menengah dan panjang) wilayah kabupaten dengan cara mempelajarirefrensi terkait, menelaah data dan informasi situasi kesehatan di wilayahKabupaten, hasil pelaksanaan program kesehatan tahun sebelumnya serta proyeksikegiatan yang akan datang.7. Menyusun rancangan awal juklak penyusunan perencanaan dan program kesehatantermasuk UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.8. Menyusun dan mengkoordinasi awal rencana anggaran baik bersumber dari APBN,APBD, BLN, dan sumber-sumber lain sampai terealisasi dengan adanya Dokumenanggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.9. Melaksanakan kegiatan layanan penyusunan perencanaan dan program kesehatan.10. Membuat laporan berkala dan mempelajari, mengelola dan menganalisa laporan hasilpelaksanaan kegiatan penyusunan program.11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranPelaksanaan tugas.12. Menyusun rencana kegiatan/program penyusunan evaluasi dan pelaporanberdasarkan pedoman kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu dan Juklak KerjaBidang Bina Program Kesehatan, dengan cara mempelajari buku petunjukperencanaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hasil kegiatanperogram tahun sebelumnya dan usulan kegiatan pejabat struktural/fungsionaldilingkungan Bidang Bina Program Kesehatan.13. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasipencatatan dan pelaporan dengan cara mempelajari hasil pelaksanaan Kegiatan yangterkait dan prioritas masalah dalam rangka penggerakan pelaksanaan danpengendalian kegiatan penyusunan pemantauan/evaluasi pengendalian danpelaporan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.14. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasilpelaksanaan program kesehatan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan caramengatur alokasi sumber daya.15. Melaksanakan manajemen pemantauan/evaluasi, pengendalian dan pelaporandengan cara mengkoordinir dan membina/mengendalikan kegiatan penyusunanpemantauan/evaluasi, pengendalian dan pelaporan program dilingkungan DinasKesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Sesuai Juklak/Juknis, Skala Prioritas, azastepat waktu dan tepat guna.16. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan pemantauan/evaluasi, pengendaliandan pelaporan dengan cara mempelajari Juklak/Juknis skala prioritas azas tepatwaktu dan tepat guna.17. Melaksanakan Koordinasi kegiatan penyusunan pemantauan evaluasi, pengendaliandan pelaporan pada seluruh satuan organisasi di wilayah Kabupaten BengkuluSelatan dengan cara menyelenggarakan pertemuan-pertemuan koordinasi.18. Menyusun rancangan awal laporan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten BengkuluSelatan, dengan cara mempelajari refrensi terkait, anggaran dan program, sertamenelaah laporan kegiatan/program  yang disusun oleh unit kerja dilingkunganDinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.19. Menyusun rancangan awal laporan Program Kesehatan dan situasi kesehatanmasyarakat Kabupaten serta Umpan Balik laporan dari unit terkait.



20. Membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, menge-lola dan menganalisishasil  pelaksana kegiatan penyusunan pemantauan/evaluasi, pengendalian danpelaporan.21. Menyusun rencana kegiatan/program layanan penyajian data dan informasiKesehatan berdasarkan pedoman-pedoman kerja Dinas Kesehatan kabupatenBengkulu  Selatan dan juklak kerja Bidang Bina Kesehatan.22. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan bimbingan/rapatkoordinasi/pencatatan dan pelaporan dilingkungan sub bidang evaluasi daninformasi Kesehatan dengan cara mempelajari hasil pelaksanaan  kegiatan yangterkait dan Prioritas masalah dalam rangka penggerakan pelaksanaan danpengendalian kegiatan layanan penyajian data dan informasi kesehatan.23. Menyusun rencana kegiatan/program layanan penyajian dan data informasiKesehatan dengan cara mengatur alokasi sumber daya.24. Melaksanakan manajemen data dan informasi kesehatan dengan cara mengkoordinirdan membina/mengendalikan kegiatan layanan penyajian data dan informasikesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kab. BS, Sesuai juklak/juknis sekala,prioritas, azas tepat waktu dan tepat guna.25. Melaksanakan koordinasi kegiatan layanan penyajian data dan informasi kesehatandengan cara mempelajari juklak/juknis, sesuai sekala prioritas, azas tepat waktu dantepat guna.26. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan sistem informasi kesehatan diwilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara menyelenggarakan rapat-rapatkoordinasi, membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah danmenganalisis hasil pelaksana kegiatan penyajian data dan informasi sertamelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.
Paragraf 2.3

Sub Bagian Keuangan
Pasal 77Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan keuangandan melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
Pasal 78Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 Sub BagianKeuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan.b. Pelaku pelayanan pembiayaan.c. Penyusunan rencana, alur dan metode kerja tahunan.d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran pembendaharaandan akuntansi.e. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran rutin dan anggaranpembangunan Dinas Kesehatan.f. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran pembangunanKabupaten Bengkulu Selatan.g. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perbendaharaan dan akuntansi.
Pasal 79Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Keuangan mempunyai tugassebagai berikut :



1. Melayani urusan belanja pegawai.a. Membayarkan gaji bulanan.b. Melayani pengurusan perubahan gaji.c. Melayani pengurusan rapel kekurangan gaji.d. Melayani pengurusan penghentian dan pengaktifan pembayaran gaji.e. Melayani penerbitan perincian gaji.2. Menerbitkan persetujuan pemotongan gaji oleh bendaharawan.3. Menerbitkan surat pernyataan memberi peluang peminjaman uang kepada pihakketiga.4. Melayani urusan klaim kolektif pegawai negeri (ASKOLPEN).5. Melayani lain dalam urusan tata usaha keuangan.6. Melakukan pembiayaan pembelanjaan atas pengadaan alat inventaris kantor atasmonitoring dan usul SubBag Umum dan Kepegawaian.7. Melakukan pembiayaan pemeliharaan gedung dan infrastruktur yang ada didalamnya.8. Melakukan Pembiayaan pemeliharaan dan operasional kendaraan Dinas.9. Melakukan pembiayaan pendidikan dan pelatihan.10. Melakukan pembiayaan lain yang berkaitan dengan operasional rutin program DinasKesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.11. Menyusun rencana, alur dan metode kerja tahunan.12. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran pembendaharaandan akuntansi.13. Melaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran rutin dan anggaranpembangunan Dinas Kesehatan.14. Melaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran pembangunanKabupaten Bengkulu Selatan.15. Melaksanakan monitoring pengguna anggaran yang dialokasikan untuk gaji, rutindan pembangunan.16. Melakukan monitoring PAD.17. Monitoring penyelesaian LHP atas temuan TIM Pengawas Fungsional.18. Melakukan pembinaan dan pengendalian (bidal) lainnya dalam kontekspenyelenggaraan perbendaharaan dan keuangan negara.
Paragraf 3

Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pasal 80Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok mengkoordinir urusanpendidikan, pelatihan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, penelitian dan informasikesehatan serta registrasi, akreditasi dan pengendalian sarana dan prasarana kesehatan.
Pasal 81Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 Bidang SumberDaya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan.2. Pengelolaan penelitian dan informasi kesehatan.3. Pengelolaan registrasi, akreditasi dan pengendalian sarana prasarana kesehatan.
Pasal 82Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Sumber Daya Kesehatanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengkoordinir pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan.2. Mengkoordinir penelitian dan informasi kesehatan.



3. Mengkoordinir registrasi, akreditasi dan pengendalian sarana prasarana kesehatan.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.
Paragraf 3.1

Seksi Penelitian dan Informasi Kesehatan
Pasal 83Seksi Penelitian dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungandengan penelitian dan informasi kesehatan.
Pasal 84Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 Seksi Penelitiandan Informasi Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan penelitian kesehatan.2. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi kesehatan.
Pasal 85Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Penelitian dan InformasiKesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana kegiatan penelitian kesehatan.2. Menyiapkan logistik untuk kegiatan penelitian.3. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dengan lintas program dan lintas sektorterkait.4. Membimbing dan memfasilitasi kegiatan penelitian kesehatan.5. Menyebarluaskan informasi tentang penelitian kesehatan.6. Melaksanakan penelitian kesehatan.7. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa serta menginformasikan hasil penelitiankesehatan.8. Menyusun laporan hasil kegiatan penelitian.9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.10. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan layanan penyajian data dan informasikesehatan.11. Melaksanakan manajemen data dan informasi kesehatan.12. Melaksanakan koordinasi kegiatan layanan penyajian data dan informasi kesehatan.13. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan sistem informasi kesehatan.14. Membuat laporan berkala.15. Mengelola laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP).16. Menyusun laporan tahunan dan Profil Dinas Kesehatan.17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 3.2
Seksi Diklat dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Pasal 86Seksi Diklat dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yangberhubungan dengan diklat dan pendayagunaan tenaga kesehatan.



Pasal 87Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 Seksi Diklat danPendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.2. Pengelolaan pendayagunaan tenaga kesehatan.
Pasal 88Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Diklat dan PendayagunaanTenaga Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.2. Mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan dengan lintas program dan lintassektor terkait.3. Membimbing dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenagakesehatan.4. Menyusun dan menyebarluaskan informasi pendidikan dan pelatihan tenagakesehatan.5. Melakukan analisa dan evaluasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.8. Merencanakan dan mengusulkan pengadaan tenaga strategis melalui pendidikantenaga kesehatan strategis sesuai kebutuhan.9. Memberikan bimbingan/bantuan teknis dalam menyusun perencanaan kebutuhantenaga kesehatan strategis.10. Menyusun pedoman pelaksanaan rekrutmen seleksi, penempatan, manajemenpengembangan karir.11. Melakukan koordinasi dalam pengadaan, pengembangan dan pembinaan tenagakesehatan.12. Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan monev tenaga kesehatan.13. Menyusun kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya.14. Membina organisasi profesi kesehatan.15. Melakukan koordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan pengolahan institusipendidikan, perizinan dan akreditasi institusi dan organisasi profesi.16. Menyusun rencana pengembangan tenaga kesehatan.17. Memproses tugas belajar dan izin Belajar.18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 3.3
Seksi Registrasi, Akreditasi, Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pasal 89Seksi Registrasi, Akreditasi, Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yangberhubungan dengan registrasi, akreditasi, sarana dan prasarana kesehatan.



Pasal 90Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 Seksi Registrasi,Akreditasi, Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan Registrasi dan Akreditasi2. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan.
Pasal 91Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Registrasi, Akreditasi, Sarana danPrasarana Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana Registrasi dan Akreditasi.2. Menyiapkan logistik untuk kegiatan Registrasi dan Akreditasi.3. Mengkoordinasikan kegiatan Registrasi dan Akreditasi dengan lintas program danlintas sektor terkait.4. Membimbing dan memfasilitasi kegiatan Registrasi dan Akreditasi.5. Menyusun dan menyebarluaskan informasi tentang Registrasi dan Akreditasi.6. Melaksanakan Registrasi dan Akreditasi.7. Melaksanakan bimbingan teknis Registrasi dan Akreditasi.8. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa serta menginformasikan hasil kegiatanRegistrasi dan Akreditasi.9. Menyusun laporan hasil kegiatan Registrasi dan Akreditasi.10. Melaksanakan Registrasi perizinan sarana kesehatan11. Melaksanakan/memfasilitasi perizinan kegiatan registrasi tenaga kesehatan (bidan,perawat, perawat gigi, asisten apoteker, dokter, dokter gigi, dokter spesialis, optisiondan lain-lain), serta pengobat tradisional lainnya.12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.13. Menyusun rencana pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan.14. Melaksanakan standarisasi peralatan medik dan non medik.15. Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana kesehatan.16. Melaksanakan kegiatan penilaian terhadap kondisi peralatan sebelum diusulkan dariunit-unit pengguna.17. Memberikan rekomendasi secara teknis sarana dan prasarana yang diperlukankepada unit-unit pelayanan kesehatan.18. Mengadakan rujukan pemeliharaan peralatan dari tingkat pelayanan dasar sampai keunit rujukan tertinggi.19. Melaksanakan pembinaan dalam rangka perizinan optik.20. Melaksanakan bimbingan teknis.21. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan sistem informasi kesehatandengan cara menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.22. Membuat laporan berkala.23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.

Paragraf 4
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 92Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokokmenyelenggarakan program pengamatan dan pencegahan penyakit, penanggulanganpenyakit dan penyehatan lingkungan.



Pasal 93Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 BidangPengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi penyelenggaraanpengamatan (surveilans), pencegahan  penyakit, upaya penanggulangan penyakit, danpenyehatan lingkungan.
Pasal 94Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melakukan pengamatan (surveilans) dan pencegahan penyakit.2. Melaksanakan upaya penanggulangan   penyakit.3. Melaksanakan upaya penyehatan lingkungan.4. Melaksanakan kegiatan lain yang yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4.1
Seksi Pengamatan Penyakit dan Matra

Pasal 95Seksi Pengamatan Penyakit dan Matra mempunyai tugas pokok merencanakan,Melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungandengan surveilans epidemiologi penyakit menular, kesehatan matra serta pencegahandan penanggulangan penyakit tidak menular.
Pasal 96Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 SeksiPengamatan Penyakit dan Matra mempunyai fungsi penyelenggaraan :a. Surveilans Epidemiologi penyakit, penyelidikan KLB dan Sistem Kewaspadaan Dini(SKD) Respon KLB.b. Kesehatan matra (kesehatan haji, transmigrasi, hyperbarik, wisata serta situasikhusus dan bencana).c. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (penyakit Cardiovascular,DM dan gangguan metabolik, kangker, PPOK termasuk penyakit kronik dandegeneratif lainnya serta gangguan akibat kecelakaan dan cedera).
Pasal 97Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pengamatan Penyakit dan Matramempunyai tugas sebagai berikut :A. Surveilans Epidemilogi penyakit, penyelidikan KLB dan sistem kewaspadaan dini(SKD) respon KLB.1) Menyusun rencana bulanan, tahunan ataupun lima tahunan kegiatanprogram surveilans epidemiologi penyakit menular, kesehatan matra sertapencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.2) Menyiapkan logistik (obat, cairan, insektisida, peralatan dll) untuk kegiatanpenanggulangan kegiatan KLB/Wabah.3) Mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan/penanggulangan KLB penyakit denganLintas sektor/Lintas program terkait.4) Membimbing/memfasilitasi pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) responKLB penyakit yang berpotensi KLB/Wabah.5) Menyusun dan menyebarluaskan   pedoman dan petunjuk teknis (juknis) upayapenanggulangan KLB dan wabah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.6) Melakukan penanggulangan KLB dan wabah.



7) Melakukan rehabilitasi pasca KLB dan wabah.8) Melakukan evaluasi dan penelitian terhadap KLB/Wabah yang terjadi dan upayaperbaikan mekanisme pencegahan KLB/wabah.9) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginformasikan  data mingguanpuskesmas dan Rumah Sakit sebagai bahan melakukan analisis terhadap kejadianpenyakit khususnya yang potensial KLB.10)Melakukan koordinasi lintas program & lintas sektor dalam rangka survey dankajian penyakit yang potensi KLB/Wabah.11)Melaksanakan sistem informasi penyakit yang potensi KLB/wabah dalam bentuktulisan dalam buletin epidemiologi dan selebaran.12)Menyusun laporan hasil pelaksanaan program penanggulangan KLB dan SKDrespon KLB.13)Menyusun rencana kegiatan pengamatan penyakit berbasis RS dan RS Sentinel.14)Mengumpulkan dan mengolah data penyakit berbasis STP RS dan RS Sentinel.15)Membuat analisa pengamatan penyakit berdasarkan STP RS dan RS Sentinel.16)Memfasilitasi pelaksanaan STP RS dan RS Sentinel.17)Melakukan monitoring Laporan STP RS dan RS Sentinel.18)Melakukan asistensi dan pembinaan teknis program pengamatan penyakit di RSdan RS Sentinel.19)Melakukan umpan balik laporan.20)Menyusun rencana kegiatan pengamatan penyakit berbasis Puskesmas danPuskesmas Sentinel.21)Mengumpulkan dan mengolah data penyakit berbasis Surveilans TerpaduPenyakit (STP) Puskesmas dan Puskesmas Sentinel.22)Membuat analisa pengamatan penyakit berdasarkan STP Puskesmas danPuskesmas Sentinel.23)Memfasilitasi pelaksanaan STP Puskesmas dan Puskesmas Sentinel.24)Melakukan monitoring Laporan STP Puskesmas dan Puskesmas Sentinel.25)Melakukan asistensi dan pembinaan teknis program pengamatan penyakit diPuskesmas dan Puskesmas Sentinel.26)Melaksanakan umpan balik laporan.27)Menyusun rencana kegiatan pengamatan penyakit khusus (Polio, TN dan campak)tingkat Kabupaten.28)Mengumpulkan dan mengolah data penyakit khusus.29)Membuat analisa data tentang penyakit khusus.30)Melakukan pelacakan dan penanggulangan KLB khusus..31)Melakukan bimbingan teknis.32)Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengamatan.33)Mengelola administrasi dan managemen bantuan Luar Negeri.34)Melakukan umpan balik laporan.B. Kesehatan matra (kesehatan haji, transmigrasi, hyperbarik, wisata serta situasikhusus dan bencana).1) Menyusun Rencana Kegiatan Pengamanan Kesehatan Haji tingkat kabupaten.2) Menyelengggarakan diklat pemeriksa kesehatan Haji.3) Melaksanakan pengamatan kasus risiko tinggi calon jemaah haji.4) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan kesehatan jemaah haji pasca ibadah haji.5) Mengelola logistik (buku, vaksin dan lain-lain) terkait dengan penyelenggaraanaspek kesehatan ibadah haji.6) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.7) Mengelola administrasi rekruitment petugas kesehatan Haji.8) Menyediakan data kesehatan calon jemaah haji.9) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral.10)Melakukan supervisi dan pembinaan teknis program di tingkat Puskesmas.11)Melaksanakan monitoring & evaluasi program kesehatan Haji.



12)Memantau Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH).13)Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan program kesehatan haji.14)Menyusunan rencana kegiatan program Kesehatan Transmigrasi tingkatkabupaten.15)Melaksanakan pengamatan kasus dan faktor risiko di Unit PemukimanTransmigrasi.16)Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.17)Menyelenggaraan pelatihan petugas Kesehatan Transmigrasi.18)Melaksanakan koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektoral.19)Menyediakan data kesehatan transmigrasi.20)Melakukan kajian situasi kesehatan transmigran.21)Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Kesehatan Transmigrasi.22)Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan program kesehatantransmigrasi.23)Menyusun rencana kegiatan kesehatan penyelaman dan hyperbarik tingkatkabupaten.24)Mengelola administrasi Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik.25)Mengumpulkan data untuk pelaksanaan surveilans epidemiologi KesehatanPenyelaman dan Hyperbarik.26)Melakukan Interpretasi, analisis dan desiminasi data kesehatan penyelaman danhyperbaric.27)Memfasilitasi kegiatan kesehatan penyelaman dan hyperbarik di puskesmas.28)Melaksanakan pelatihan terkait Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik.29)Melakukan kerjasama dan koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektoral terkait.30)Melakukan monitoring dan evaluasi program kesehatan hyperbarik.31)Melaksanakan tugas Insidentil terkait kegiatan Pusat di Daerah.32)Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan program kesehatan hyperbarik.33)Menyusunan rencana kegiatan kesehatan wisata.34)Memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan wisata di puskesmas.35)Melakukan pencatatan dan pelaporan.36)Menyelenggarakan pertemuan Kesehatan wisata.37)Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektorterkait.38)Melakukan monitoring dan evaluasi program Kesehatan  Wisata.39)Menyusun rencana kegiatan Situasi Khusus dan Penanggulangan Bencana tingkatKabupaten.40)Menyusun/menggandakan pedoman/juknis berkaitan dengan penanggulanganbencana dan pengungsi.41)Membentuk dan mengembangkan tim reaksi cepat.42)Menyebarkan pedoman/juknis berkaitan dengan penanggulangan bencana danpengungsi ke Puskesmas.43)Melaksanakan kegiatan P3K pada situasi khusus.44)Melaksanakan pelatihan terkait penanggulangan bencana.45)Mengelola dan melengkapi sarana/fasilitas yang diperlukan termasukpengembangan sistem komunikasi dan informasi terkait dengan situasi khususdan penanggulangan bencana.46)Menyelenggarakan gladi posko dan gladi lapangan.47)Melakukan penilaian kebutuhan kesehatan cepat (RHA) bersama-sama petugaskabupaten dan puskesmas.48)Mobilisasi bantuan bidang kesehatan (tenaga, sarana dan prasarana) pada saatkejadian bencana.49)Membentuk Posko penanggulangan Bencana.50)Memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan pada saat bencana.51)Melakukan kerjasama dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral.



52)Melaksanakan monitoring dan pembinaan teknis terkait kegiatan situasi khususdan penanggulangan bencana.53)Melaksanakan tugas insidentil terkait kegiatan Pusat di Daerah.54)Menyusun laporan tahunan pelaksanaan program terkair dengan situasi khususdan  Penanggulangan Bencana.C. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (penyakit Cardiovascular,DM dan gangguan metabolik, kangker, PPOK termasuk penyakit kronik dandegeneratif lainnya serta gangguan akibat kecelakaan dan cedera).1) Melakukan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit jantung dan pembuluhdarah.2) Menggandakan dan menyebarluaskan pedoman Juknis/tatalaksana kasus kePuskesmas.3) Memfasilitasi kegiatan skrining penyakit jantung di tengah-tengah masyarakatmenggunakan metode Jakarta Kardiovaskuler Skor.4) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektorterkait.5) Melaksanakan tugas Insidentil terkait kegiatan Pusat di Daerah.6) Melakukan pemantauan, penilaian, supervisi/bimbingan teknis dan monitoringpelaksanaan pencapaian program.7) Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan program pengendalian penyakitjantung.8) Menyusun rencana pengendalian faktor risiko dan penata laksanaan penyakitDiabetes Mellitus dan penyakit metabolik (DM & PM) tingkat kabupaten.9) Menyusun rencana pengadaan alat pemeriksaan glukosa darah untuk deteksi dinipenyakit DM & PM petugas RS.10)Mengumpulkan mengolah dan menganalisa serta interpretasi data penyakit DMdan PM kabupaten.11)Memfasilitasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan,penemuan dan pengendalian penyakit Diabetes Mellitus (KIE P4DM) kabupaten.12)Memfasilitasi pelaksanaan diklat TOT DM bagi petugas DM.13)Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektorterkait.14)Melaksanakan tugas Insidentil terkait kegiatan Pusat di Daerah.15)Melakukan pemantauan, penilaian, supervisi/bimbingan teknis dan monitoringpelaksanaan pencapaian program.16)Menyusun dan mengirim laporan ke pusat serta umpan balik laporan programpengendalian penyakit DM dan PM ke kabupaten.17)Melakukan surveilans epidemiologi penyakit kanker terutama dirumah sakitdengan fasilitas pemeriksaan Patologi Anatomi (PA) dengan metode registri untukmencegah duplikasi data.18)Deteksi dini Ca Cerviks melalui pemeriksaan Pap Smear terutama bagi masyarakatyang berisiko.19)Memfasilitasi kegiatan ”Sadari” pemeriksaan payudara sendiri di tengah-tengahmasyarakat.20)Mendorong/memfasilitasi pengembangan potensi dan peran masyarakat untukberperan aktif dalam memberikan informasi yang benar tentang penyakit kankerdan pendampingan terhadap pasien dan keluarganya.21)Melaksanakan tugas Insidentil terkait kegiatan Pusat di Daerah.22)Melakukan pemantauan, penilaian, supervisi/bimbingan teknis dan monitoringpelaksanaan pencapaian program.23)Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektorterkait24)Menyusun dan mengirim laporan ke propinsi dan umpan balik laporan kepuskesmas.



25)Melakukan penyuluhan (KIE) kepada masyarakat umum, masyarakat berisiko danpenderita tentang perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat.26)Memfasilitasi terbentuknya kawasan-kawasan bebas rokok dan regulasi mengenailarangan merokok.27)Mengadakan skrining pada populasi berisiko dalam upaya deteksi dini PPOK danpenyakit degeneratif lainnya.28)Melaksanakan tugas Insidentil terkait kegiatan Pusat di Daerah.29)Melakukan pemantauan, penilaian, supervisi/bimbingan teknis dan monitoringpelaksanaan pencapaian program.30)Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektorterkait.31)Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan program pengendalian PPOK.32)Melakukan advokasi ke instansi terkait tentang upaya pengendalian akibatkecelakaan terutama kecelakaan di darat.33)Memfasilitasi terbentuknya kelompok kerja surveilans kecelakaan lalu lintas darat(KLLD) di  kabupaten.34)Berkoordinasi dengan Public Service Center/Brigade Siaga Bencana Rumah Sakituntuk tukar informasi data dalam rangka pengendalian gangguan kecelakaan.35)Pengendalian operasional penanggulangan masalah kes akibat bencana danwabah skala kabupaten.36)Melakukan pemantauan, penilaian, supervisi/bimbingan teknis dan monitoringpelaksanaan pencapaian program.37)Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor.38)Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan program pengendaliangangguan akibat kecelakaan dan cedera.
Paragraf 4.2

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Pasal 98Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yangberhubungan dengan surveilans epidemiologi, kesehatan matra, dan penyakit tidakmenular, serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
Pasal 99Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 SeksiPencegahan dan Penanggulangan Penyakit mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatanyang berhubungan dengan surveilans epidemiologi, kesehatan matra, dan penyakit tidakmenular, serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Pasal 100Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi P2P mempunyai tugas sebagaiberikut :1. Program pengendalian penyakit menular langsung (P2ML)a. Pengendalian penyakit kusta.1) Menyusun rencana kegiatan program pengendalian penyakit kusta tingkatKabupaten.2) Melakukan pembinaan teknis pelaksanaan program pengendalian penyakitkusta ke Kabupaten.3) Mengelola hasil rujukan cross check.4) Melakukan umpan balik laporan ke Puskesmas.5) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi para petugas Puskesmas.



6) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan juknis program pengendalianpenyakit kusta.7) Mengumpulkan dan merekap laporan pelaksanaan program pengendalianpenyakit kusta dari puskesmas.8) Melakukan pengelolaan logistik program pengendalian penyakit kusta.9) Menyusun laporan tahunan program P2 Kusta tingkat kabupaten.10)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.b. Pengendalian penyakit tuberkulosis.1) Menyusun rencana kegiatan tahunan dan lima tahun program pengendalianpenyakit TB tingkat Kabupaten.2) Melakukan pembinaan petugas puskesmas dalam pengendalian penyakit TBdi Kabupaten.3) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektorterkait dalam program pengendalian penyakit TB di Kabupaten BengkuluSelatan.4) Melakukan analisa hasil rujukan cross dan labkes.5) Melakukan umpan balik laporan ke Puskesmas.6) Melakukan Pendidikan dan pelatihan petugas.7) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan juknis program pengendalianpenyakit TB.8) Mengumpulkan dan merekap laporan pelaksanaan program TB dariPuskesmas dan Rumah Sakit.9) Melakukan pengelolaan logistik program.10)Menyusun Laporan lahunan program TB tingkat Kabupaten.11)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.c. Pengendalian diare.1) Menyusun rencana tahunan program diare tingkat Kabupaten.2) Melakukan distribusi obat-obat diare ke Puskesmas.3) Melakukan pengolaan dan analisis data diare.4) Melakukan umpan balik laporan ke Puskesmas.5) Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan program diare.6) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan sektor terkait dalampengendalian penyakit diare di Kabupaten.7) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan juknis, poster ke Puskesmas.8) Memasilitasi kebutuhan pengelola program P2 diare apabila terjadi KLB diarekerjasama dengan pengamatan penyakit.9) Melakukan pelacakan/ investigasi kasus diare di Puskesmas.10)Mengelola logistik program pengendalian penyakit diare.11)Menyusun laporan tahunan program Diare tingkat Kabupaten.12)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.d. Pengendalian penyakit infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS.1) Menyusun rencana kegiatan tahunan dan lima tahun program pengendalianpenyakit HIV/AIDS tingkat Kabupaten.2) Melakukan pembinaan petugas Puskesmas dalam pengendalian penyakitHIV/AIDS dan penyakit IMS.3) Melakukan Koordinasi dengan sektor terkait dalam pengendalian penyakitHIV/AIDS dan IMS.4) Melakukan pelacakan penderita (zero survey) tertular.5) Melakukan analisa laporan kegiatan program pengendalian HIV/AIDS tingkatKabupaten.6) Mempasilitasi dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan petugas.



7) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan juknis pengendalian penyakitHIV/AIDS ke Puskesmas.8) Mengelola Logistik program pengendalian penyakit HIV/AIDS.9) Menyusun laporan  tahunan program pengendalian penyakit HIV/AIDS danIMS tingkat Kabupaten.10)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.e. Pengendalian penyakit typhoid.1) Menyusun rencana kegiatan tahunan program pengendalian penyakitTypohoid tingkat Kabupaten.2) Melakukan pembinaan petugas Kabupaten dalam pengendalian penyakitTyphoid di Kabupaten.3) Melakukan pengolaan dan analisa laoporan kegiatan program pengendalianpenyakit Typohoid tingkat Kabupaten.4) Melakukan umpan balik laporan ke Puskesmas.5) Memfasilitasi dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan.6) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan juknis pengendalian penyakitTyphoid di Puskesmas.7) Mengelola logistik program pengendalian penyakit Typhoid tingkatKabupaten8) Menyusun laporan tahunan program pengendalian penyakit Typhoid tingkatKabupaten.9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.f. Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia.1) Menyusun rencana kegiatan tahunan program pengendalian penyakit ISPAtingkat Kabupaten.2) Melakukan pembinaan petugas Puskesmas dalam pengendalian penyakit ISPAdan managemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).3) Melakukan pengolahan dan analisa laporan kegiatan program pengenddalianpenyakit ISPA ingkat Kabupaten.4) Melakukan umpan balik laporan kegiatan ke Puskesmas.5) Memfasilitasi dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan petugas.6) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan juknis pengendalian penyakitISPA ke Puskesmas.7) Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan lisan program dan lintas sektorterkait dalam pengendalian penyakit ISPA.8) Mengelola logistik program pengendalian penyakit ISPA tingkat Kabupaten9) Menyusun laporan Tahunan program pengendalian penyakit ISPA tingkatKabupaten.10)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.g. Pengendalian penyakit kecacingan.1) Menyusun rencana kegiatan tahunan program pengendalian penyakitkecacingan tingkat kabupaten.2) Melakukan pembinaan petugas Kabupaten dalam pengendalian penyakitkecacingan.3) Melakukan pengelolaan dan analisa laporan kegiatan program pengendalianpenyakit kecacingan tingkat Kabupaten.4) Melakukan umpan balik laporan kegiatan ke Puskesmas.5) Mempasilitasi dan melaksanakan pendidikan dan  pelatihan petugas.6) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan juknis pengendalian penyakitkecacingan ke Puskesmas.7) Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan lintas program dan lintassektor terkait dalam pengendalian penyakit.



8) Mengelola logistik program pengendalian penyakit kecacingan.9) Menyusun laporan tahunan program pengendalian penyakit kecacingantingkat Kabupaten.10)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.2. Pengendalian penyakit bersumber binatang (P2B2).a. Pengendalian penyakit zoonosis.1) Menyusun rencana Kegiatan tahunan program pengendalian Penyakitzoonosis(Rabies, Flu Burung dan Penyakit zoonosis lainya) tingkat Kabupaten.2) Melakukan pembinaan petugas puskesmas dalam pengendalian penyakitzoonosis.3) Melakukan pengolahan dan analisa laporan kegiatan program pengendalianpenyakit zoonosis tingkat Kabupaten.4) Melaksanakan umpan balik laporan kegiatan ke Puskesmas.5) Mempasilitasi pendidikan dan pelatihan petugas.6) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan juknis pengendalian penyakitzoonosis ke Puskesmas.7) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektorterkait dalam pengendalian penyakit zoonosis.8) Mengelola logistik program pengendalian penyakit zoonosis.9) Melakukan penanggulangan Kbpenyakit zoonosis berkerjasama denganpengamatan penyakit.10)Menyusun laporan tahunan program pengendalian penyakit.11)Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan.b. Pengendalian penyakit malaria.1) Menyusun rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan program pengendalianpenyakit malaria tingkat Kabupaten.2) Melakukan pembinaan petugas puskesmas dalam pengendalian penyakitmalaria.3) Melakukan pengolahan dan analias laporan kegiatan program pengendalianpenyakit malaria tingkat kabupaten.4) Melakukan umpan balik laporan kegiatan ke Puskesmas.5) Memfasilitasi dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan.6) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan juknis pengendalian penyakitmalaria ke puskesmas.7) Mengelola logistik program pengendalian penyakit malaria.8) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektorterkait dalam pengendalian penyakit malaria.9) Melaksanakan survey vektor malaria dan melakukan identifikasi nyamukmalaria.10)Melaksanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatanpenanggulangan penyakit malaria di Puskesmas.11)Melakukan penanggulangan jika terjadi KLB malaria bekerjasama denganseksi pengamatan penyakit &matra.12)Menyusun laporan tahunan program pengendalian penyakit malaria tingkatkabupaten13)Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.c. Pengendalian penyakit filaria.1) Menyusun rencana kegiatan tahunan program pengendalian penyakit filariatingkat Kabupaten.2) Melakukan pembinaan petugas puskesmas dalam pengendalian penyakitfilaria.



3) Melakukan pengolahan dan analisa laporan kegiatan program pengendalianpenyakit filaria tingkat Kabupaten.4) Melakukan umpan balik laporan kegiatan ke Puskesmas.5) Memfasilitasi dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan.6) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan juknis pengendalian penyakitfilaria ke Pusksmas.7) Mengelola logistik program pengendalian penyakit filaria.8) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektorterkait dalam pengendalian penyakit filaria.9) Menyusun laporan tahunan program pengendalian penyakit malaria tingkatKabupaten.d. Pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD).1) Menyusun rencana kegiatan tahunan program pengendalian penyakit demamberdara tingkat Kabupaten.2) Melakukan pembinaan petugas puskesmas dalam pengendalian penyakitdemam berdarah.3) Melaksanakan dan melakukan pengawasan kegiatan penanggulanganpenyakit demam berdara di Puskesmas.4) Melakukan penanggulangan jika terjadi KLB DBD berkerjasama dengan seksipengamatan penyakit & matra.5) Melakukan pengolahan dan analisa laopran kegiatan program pengendalianpenyakit demam berdara tingkat Kabupaten.6) Melakukan umpan balik laporan kegiatan ke puskesmas.7) Memfasilitasi dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan.8) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan juknis pengendalian penyakitdemam berdara ke puskesmas.9) Mengelola logistik program pengendalian penyakit demam berdara tingkatKabupaten.10)Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektorterkait dalam pengendalian penyakit demam berdara.11)Menyusun laporan tahunan program pengendalian penyakit demam berdaratingkt Kabupaten.3. Program imunisasi.a. Menyusun rencana kegiatan program Imunisasi.b. Melakukan Pencatatan dan pelaporan.c. Melaksanakan pelatihan dan pelaksanaan teknis program.d. Memfasilitasi daerah dalam rangka pelaksanaan program imunisasi.e. Melakukan penilaian kualitas data imunisasi dan survei cakupan.f. Melaksanakan penilaian penyimpanan veksin yang efektif (EVSM).g. Menyelenggarakan pertemuan konsultasi pengelola program.h. Menelola logistik dan Cold Chain (alat suntik, vaksin, safety box dan Cold, Chain).i. Melakukan pengamatan kejadian ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).j. Melakukan KIE (Komonikasi, Informasi dan Edukasi).k. Melakukan pengumpulan data kebutuhan program imunisasi.l. Melaksanakan analisa terhadap pelaporan kegiatan imunisasi rutin dantambahan.m. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lntas sektor.n. Melakukan pembinaan teknis monitoring & evaluasi program.o. Memfasilitasi pengamatan pembuangan limbah medis tajam.p. Memfasilitasi pelembangaan pemantauan wilayah setempat.q. Membuat laporan tahunan pelaksanaan program imunisasi.r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.



Paragraf 4.3
Seksi  Penyehatan Lingkungan

Pasal 101Seksi  Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan denganpenyehatan air dan sanitasi dasar, pengawasann kualitas lingkungan serta melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
Pasal 102Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 SeksiPenyehatan Lingkungan mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan kualitasair dan penyehatan lingkungan :a. Penyebarluasan informasi tentang pengawasan kualitas air dan penyehatanlingkungan.b. Pembinaan teknis pengawasan kualitas air dan penyehatan lingkungan.c. Pengawasan penyehatan kualitas air baik terhadap instansi maupun masyarakat.d. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi surveilans kualitas air,insfeksi sanitasi, pengambilan sampel dan upaya tindak lanjut terhadap hal yangtidak memenuhi syarat kesehatan.e. Pelaksana koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait.
Pasal 103Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi  Penyehatan Lingkunganmempunyai tugas sebagai berikut :1. Merencanakan program pengawasan kualitas air dan penyehatan lingkungan.2. Menyebarluaskan informasi tentang pengawasan kualitas air dan penyehatanlingkungan.3. Membina secara teknis pengawasan kualitas air dan penyehatan lingkungan.4. Mengawasi penyehatan kualitas air baik terhadap institusi maupun masyarakat.5. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi surveilans kualitas air,insfeksi sanitasi, pengambilan sampel dan upaya tindak lanjut terhadap hal yangtidak memenuhi syarat kesehatan.6. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait.7. Melakukan pencatatan pelaporan yang berhubungan dengan program pengawasankualitas air dan penyehatan lingkungan.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5

Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 104Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yangberkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar (PKD) dan rujukan, jaminan kesehatan,pelayanan farmasi dan laboratorium.
Pasal 105Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 BidangPelayanan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dasar (PKD) dan rujukan,jaminan kesehatan dan pelayanan farmasi dan laboratorium.



2. Pengkoordinasian di bidang pelayanan kesehatan dasar (PKD) dan rujukan, jaminankesehatan dan pelayanan farmasi dan laboratorium.3. Monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan kesehatan dasar (PKD) dan rujukan,jaminan kesehatan dan pelayanan farmasi dan laboratorium.
Pasal 106Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pelayanan Kesehatanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengorganisasikan SDM dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatandasar (PKD) dan rujukan, jaminan kesehatan dan pelayanan farmasi danlaboratorium.2. Menganalisa, meyajikan dan menginterpretasikan data pelayanan kesehatan dasar(PKD) dan rujukan, jaminan kesehatan dan pelayanan farmasi dan laboratorium.3. Membuat rancangan kegiatan pelayanan kesehatan dasar (PKD) dan rujukan,jaminan kesehatan dan pelayanan farmasi dan laboratorium.4. Membuat rancangan peraturan di bidang pelayanan kesehatan dasar (PKD) danrujukan, jaminan kesehatan dan pelayanan farmasi dan laboratorium.5. Mengkoordinasikan dengan program dan sektor terkait dalam upaya pelayanankesehatan dasar (PKD) dan rujukan, jaminan kesehatan dan pelayanan farmasi danlaboratorium.6. Merencanakan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan dasar (PKD) danrujukan, jaminan kesehatan dan pelayanan farmasi.7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 5.1
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Pasal 107Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakantugas bidang pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar (PKD) dan rujukan.
Pasal 108Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 SeksiPelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi pengumpulan,penganalisaan, penyajian dan penginterpretasian data, serta perencanaan pelaksanaan,pengevaluasian,dan pengkoordinasian kegiatan yang berhubungan dengan pelayanankesehatan dasar (PKD) dan rujukan.
Pasal 109Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar danRujukan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengorganisasikan SDM dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatandasar (PKD) dan rujukan.2. Mengumpulkan, menganalisa, menyajikan dan menginterpretasikan data pelayanankesehatan dasar (PKD) dan rujukan.3. Memberikan rekomendasi dan perizinan klinik kesehatan, rumah bersalin, optik dansarana kesehatan lainnya.4. Menyusun rencana kegiatan PKD dan rujukan.5. Melaksanaan Koordinasi dengan program dan sektor terkait dalam upaya pelayanankesehatan dasar (PKD) dan rujukan.



6. Memonitoring dan mengevaluasi pelayanan kesehatan dasar (PKD) dan rujukan.7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 5.2

Seksi Jaminan Kesehatan
Pasal 110Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang pelayanankesehatan dalam jaminan kesehatan.
Pasal 111Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 Seksi JaminanKesehatan mempunyai fungsi Pengumpulan, penganalisaan, penyajian danpenginterpretasian data, serta perencanaan pelaksanaan, pengevaluasian,danpengkoordinasian kegiatan yang berhubungan dengan jaminan kesehatan.
Pasal 112Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Jaminan Kesehatan mempunyaitugas sebagai berikut :1. Pengorganisasian SDM dalam rangka pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan.2. Mengumpulkan, menganalisa, menyajikan dan menginterpretasikan data jaminankesehatan.3. Menyusun rencana kegiatan jaminan kesehatan.4. Melaksanakan Koordinasi dengan program dan sektor terkait dalam upaya jaminankesehatan.5. Memonitoring dan mengevaluasi jaminan kesehatan.6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 5.3
Seksi Pelayanan Farmasi dan Laboratorium

Pasal 113Seksi Pelayanan Farmasi dan Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakantugas bidang pelayanan kesehatan dalam pelayanan farmasi dan laboratorium.
Pasal 114Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 SeksiPelayanan Farmasi dan Laboratorium mempunyai fungsi pengumpulan, penganalisaan,penyajian dan penginterpretasian data, serta perencanaan pelaksanaan, pengevaluasian,dan pengkoordinasian kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan farmasi danlaboratorium.
Pasal 115Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pelayanan Farmasi danLaboratorium mempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengorganisasikan SDM dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi danlaboratorium2. Mengumpulkan, menganalisa, menyajikan dan menginterpretasikan datakefarmasian industri makanan dan minuman, kosmetik, obat  tradisional danlaboratorium.



3. Menyusun rencana kegiatan kefarmasian,industri makanan dan minuman, kosmetika,obat tradisional dan laboratorium.4. Memberikan rekomendasi dan perizinan sarana pelayanan kesehatan swasta dansertifikat industri rumah tangga dan  laboratorium.5. memonitoring dan mengevaluasi kefarmasian, industri makanan dan minuman,kosmetika, obat tradisional, dan laboratorium.6. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan terkait dalam kefarmasian,industri makanan dan minuman, kosmetika, obat tradisional dan laboratorium.7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 6

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
Pasal 116Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakanprogram promosi kesehatan dan UKBM, peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anakserta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
Pasal 117Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 Bidang BinaKesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanakan promosi kesehatan dan UKBM.2. Pelaksanakan peningkatan gizi masyarakat.3. Pelaksanakan kesehatan ibu dan anak.
Pasal 118Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Bina Kesehatan Masyarakatmempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan seksi promosi dan UKBM.2. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan seksi gizi masyarakat.3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan seksi ibu dan anak.

Paragraf 6.1
Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM

Pasal 119Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungandengan promosi kesehatan dan UKBM serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikanatasan langsung.
Pasal 120Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 Seksi PromosiKesehatan dan UKBM mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanakan pengembangan promosi kesehatan.2. Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat.3. Pelaksanaan kesehatan anak usia sekolah.
Pasal 121Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Promosi Kesehatan dan UKBMmempunyai tugas sebagai berikut :



1. Menyusun rencana kerja pengembangan media promosi kesehatan dan teknologikomunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam tahun berjalan.2. Mengembangkan desain dan pembuatan media promosi kesehatan  sesuai dengankebutuhan daerah dalam bentuk poster, lieflet, baliho, spot TV, radio, sticker danlain-lain.3. Melakukan pendekatan dan teknologi promosi kesehatan di masyarakat melaluipenyuluhan massa, individu, kelompok.4. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan petugas di daerah dan rumah sakitserta puskesmas.5. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengembangan media promosikesehatan dan teknologi komunikasi informasi dan edukasi.6. Menyusun rencana kerja kegiatan pengembangan upaya kesehatan berbasismasyarakat (UKBM).7. Melakukan upaya advokasi kepada pengambil keputusan, tokoh masyarakat LSM dandunia usaha terhadap UKBM.8. Melaksanakan peningkatan pengetahuan kader dan tokoh masyarakat terhadapUKBM melalui penggerakan masyarakat di Desa Siaga.9. Memfasilitasi terbentuknya Desa/Kelurahan Siaga.10. Melakukan pembinaan terhadap Desa Siaga/Kelurahan Siaga.11. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas kader terhadapUKBM melalui orientasi kader.12. Menjalin kemitraan dan kerjasama lintas sektor, lintas pro-gram, organisasi profesidan kemasyarakatan dalam menumbuhkembangkan upaya kesehatan berbasismasyarakat.13. Melakukan pembinaan dalam UKBM di Kabupaten.14. Melakukan evaluasi dan sistem pelaporan dalam pengembangan upaya kesehatanberbasis masyarakat.15. Menyusun rencana kegiatan program kesehatan anak usia sekolah secarakomprehensif di tingkat Kabupaten berdasarkan analisa situasi, indikatorkeberhasilan, dan tindak lanjut.16. Menyusun tatalaksana program kesehatan anak usia sekolah.17. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi pelaksana teknis dan pengelolaprogram kesehatan  anak usia sekolah guna meningkatkan kemampuan danketerampilan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan anak usia sekolah.18. Mengumpulkan dan menganalisa data laporan berkala program Kesehatan Anak UsiaSekolah Kabupaten (Laporan Kegiatan Anak Usia Sekolah).19. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program kesehatan anak usia sekolahkepada pengelola program kesehatan  anak usia sekolah di Puskesmas.20. Memantau kegiatan penjaringan kesehatan anak usia sekolah di Puskesmas.21. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait, dalam upayapelaksanaan kegiatan program  kesehatan anak usia sekolah.22. Menyediakan sarana dan peralatan penunjang program kesehatan anak usia sekolah.23. Mencatat penerimaan dan pendistribusian barang penunjang kegiatan programkesehatan anak usia sekolah.24. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan anak usiasekolah ke Puskesmas.25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 6.2

Seksi Gizi Masyarakat
Pasal 122Seksi Gizi Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan gizimasyarakat serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan atasan langsung.



Pasal 123Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 Seksi GiziMasyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan kegiatan kewaspadaan gizi.2. Pelaksanaan kegiatan gizi mikro.3. Pelaksanaan kegiatan  gizi makro.4. Pelaksanaan kegiatan gizi klinis.5. Pelaksanaan kegiatan konsumsi makanan.
Pasal 124Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Gizi mempunyai tugas sebagaiberikut :

1. Menyusun rencana kegiatan kewaspadaan gizi secara kompre-hensif berdasarkananalisi situasi, indikator, dan tindak lanjut.
2. melaksanakan kegiatan dan melakukan pembinaan teknis kegiatan kewaspadaan gizike puskesmas untuk mendapatkan  gambaran permasalahan gizi buruk sertamemberikan solusi.
3. Mengkaji dan menganalisis data hasil pemantauan status gizi (PSG) sebagai salahsatu komponen sistim kewaspadaan pangan  dan gizi dengan tujuan memberikaninformasi gambaran besaran masalah gizi.
4. Melakukan monitoring kegiatan SKPG bersama tim lintas sektor terkait secaraberkala untuk mengetahui permaslahan dan kendala dalam melak sanakan kegiatanSKPG.
5. Melakukan monitoring surveilans gizi mulai dari mengenali tanda-tanda awal yangmengarah kepada kasus gizi buruk hingga menanggulangi kasus gizi buruk.
6. Melakukan evaluasi kegiatan kewaspadaan gizi melalui analisis data sehinggadiketahui pencapaian indikator kegiatan kewaspadaan gizi .
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian danKetahanan Pangan, Bappeda, Pemda Kabupaten dalam upaya  mencegah danmenanggulangi terjadinya rawan pangan dan gizi.
8. Membuat laporan hasil kegiatan triwulan dan tahunan kegiatan kewaspa daan gizidan membuat peta kecamatan bebas rawan pangan dan gizi di Kabuapten BengkuluSelatan berdasarkan hasil PSG Kabupaten.
9. Menyusun rencana kegiatan gizi mikro secara komprehensif di tingkat Kabupatenberdasarkan analisis situasi, indikator keberhasilan, dan tindak lanjut.
10.Membuat pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk operasional kegiatan gizi mikro.
11.Melaksanakan advokasi dan capacity building dalam rangka meningkatkan cakupankegiatan gizi mikro.
12.Melakukan distribusi suplemen gizi serta melakukan penca tatan dan  pelaporandistribusi suplemen gizi.
13.Mengkaji dan menganalisis data distribusi suplemen gizi (vitamin A dan tablet Fe)sehingga diketahui pencapaian indikator  SPM program gizi.
14.Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan gizi mikro untuk mengetahuipermasalahan dan kendala.
15.Melakukan evaluasi kegiatan program gizi mikro sehingga diketahui cakupankegiatan gizi mikro.
16.Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
17.Menyusun rencana kegiatan gizi makro secara komprehensif di tingkat kabupatenberdasarkan analisis situasi , indikator keberhasilan, dan tindak lanjut.
18.Membuat pedoman,  petunjuk klinis ,dan petunjuk  operasional kegiatan gizi makroantara lain pemantauan pertumbuhan dan kadarzi.



19.Melaksanakan kegiatan dan melakukan pembinaan teknis kegiatan gizi makro untukmendapatkan gambaran besaran masalah gangguan pertumbuhan pada balita danproporsi keluarga yang belum sadar gizi.
20.Mengkaji dan menganalisis data pemantauan pertumbuhan sehingga diketahuicakupan penimbangan balita  (N/D, BGM/D) sebagaimana  indikator SPM ProgramGizi.
21.Mengkaji dan menganalisis data pemantauan  (Keluarga Sadar gizi) sehinggadiketahui presentase keluarga sadar gizi yang telah melaksanakan lima indikatorkadarzi yang ada.
22.Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pemantauan Kadarzi danpendampingan keluarga rawan gizi.
23.Melakukan evaluasi kegiatan pemantauan pertumbuhan, pemantauan Ka darzi danpendampingan keluarga rawan gizi.
24.Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait seperti Tim Penggerak PKK dalammelaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan dan pemantauan Kadarzi danpendampingan keluarga rawan gizi oleh kader posyandu.
25.Menyusun rencana kegiatan gizi klinis secara komprehensif di tingkat kabupatenberdasarkan analisis situasi, indikator keberhasilan,  dan tindak lanjut.
26.Membuat pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk operasional kegiatan gizi klinissehingga memudahkan petugas di lapangan dalam  melakukan kegiatan gizi klinis.
27.Menyelenggarakan pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi petugas puskesmas, rumahsakit dalam rangka menyiapkan panti rehabilitasi/pemulihan gizi buruk (TherapicalFeeding Center).
28.Mengumpulkan dan menganalisa laporan kasus gizi buruk.
29.Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan gizi klinis seperti pojok gizi sebagaitempat konsultasi gizi di puskesmas.
30.Melakukan evaluasi kegiatan program gizi klinis untuk mengetahui jumlah kasus giziburuk yang mendapat perawatan sesuai dengan pedoman.
31.Menyusun rencana kegiatan konsumsi makanan secara komprehensif di tingkatKabupaten berdasarkan analisis situasi, indikator keberhasilan, dan tindak lanjut.
32.Membuat pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk operasional kegiatan konsumsimakanan sehingga memudahkan petugas dilapangan dalam melakukan kegiatankonsumsi makanan.
33.Menyeleggarakan pelatihan konselor menyusui bagi petugas rumah sakit danpuskesmas.
34.Mengumpulkan dan menganalisis data laporan ASI Eksklusif.
35.Monitoring pelaksanaan kegiatan MP-ASI dan ASI Eksklusif.
36.Melakukan evaluasi kegiatan program konsumsi makanan untuk mengetahui jumlahbayi yang mendapat ASI Eksklusif dan jumlah bayi dan balita gakin yang mendapatMP-ASI.
37.Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 6.3
Seksi Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 125Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengankesehatan ibu dan anak serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasanlangsung.
Pasal 126Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 SeksiKesehatan Ibu dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :



1. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu.2. Pelaksanaan kegiatan perlindungan kesehatan reproduksi.3. Pelaksanaan kegiatan keluarga berencana.4. Pelaksanaan kegiatan program  kesehatan anak.5. Pelaksanaan kesehatan anak usia remaja.
Pasal 127Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Kesehatan Ibu dan Anakmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana kegiatan program kesehatan anak usia remaja secarakomprehensif di tingkat kabupaten berdasarkan analisa situasi, indikatorkeberhasilan dan tindak lanjut.2. Menyusun tatalaksana program kesehatan anak usia remaja.3. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi pelaksana teknis dan pengelolaprogram kesehatan anak usia remaja guna meningkatkan kemampuan danketerampilan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan anak usia remajaseperti pelaksanaan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), pelaksanaankonselor sebaya di sekolah-sekolah.4. Mengumpulkan dan menganalisa data laporan berkala program kesehatan anak usiaremaja kabupaten (laporan kegiatan anak usia remaja).5. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program kesehatan anak usia remaja dipuskesmas dan kabupaten.6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.7. Membuat rencana program KB dari Kabupaten Bengkulu Selatan.8. Membuat rencana anggaran kegiatan KB.9. Melaksanakan tatalaksana (Protap) program KB.10. Mengkaji data dan laporan berkala untuk program KB.11. Melakukan investigasi dan penanggulangan masalah KB.12. Membuat laporan hasil investigasi dan penanggulangan masalah KB.13. Membuat rencana program kesehatan reproduksi.14. Membuat rencana anggaran kegiatan program kesehatan reproduksi.15. Melaksanakan tatalaksana (protap) program kesehatan reproduksi.16. Mengkaji data dan laporan berkala untuk program kesehatan reproduksi.17. Melakukan investigasi dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.18. Membuat laporan hasil investigasi dan penanggulangan masalah kesehatanreproduksi.19. Membuat hasil penilaian (evaluasi) kinerja penanggulangan masalah kesehatanreproduksi.20. Pelayanan kesehatan ibu hamil.a. Membuat rencana program kesehatan ibu hamil.b. Membuat rencana anggaran kegiatan program kesehatan ibu hamil KabupatenBengkulu Selatan.c. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM.d. Mengembangkan program tabulin, suami siaga, dasolin dan GSI.e. Menyusun dan atau menyebarluaskan Juklak/Juknis pedoman pelaksanaanprogram kesehatan ibu hamil.f. Mengkaji data pengelolaan program kesehatan ibu hamil.g. Melakukan pembinaan teknis dan monitoring kegiatan.h. Memberikan laporan umpan balik ke puskesmas.i. Melakukan investigasi dan penaggulangan masalah kesehatan ibu hamil.j. Membuat laporan hasil investigasi dan penanggulangan masalah kesehatan ibuhamil di Bengkulu Selatan.k. Membuat hasil penilaian (evaluasi) kinerja penanggulangan masalah kesehatanibu hamil.



l. Mencatat penerimaan barang dan melakukan pendistribusian barang berkaitandengan kesehatan ibu hamil.21. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.a. Membuat rencana program kesehatan ibu bersalin.b. Membuat rencana anggaran kegiatan program kesehatan ibu bersalin Kab. BS.c. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM.d. Mengembangkan program tabulin, suami siaga, dasolin dan GSI.e. Menyusun dan menyebarluaskan juklak/juknis pedoman pelaksanaan programkesehatan ibu bersalin.f. Mengkaji laporan pengelola program kesehatan ibu bersalin Kabupaten BS.g. Melakukan pembinaan teknis dan monitoring kegiatan.h. Memberikan laporan umpan balik ke puskesmas.i. Melakukan investigasi dan penanggulangan masalah kesehatan ibu bersalin.j. Membuat laporan hasil investigasi dan penanggulangan masalah kesehatan ibubersalin.k. Membuat hasil penilaian (evaluasi) kinerja penanggulangan masalah kesehatanibu bersalin Kabupaten Bengkulu Selatan.l. Mencatat penerimaan barang dan melakukan pendistribusian barang berkaitandengan kesehatan ibu bersalin.22. Pelayanan kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi.a. Membuat rencana program kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasiuntuk Kab. BS.b. Membuat rencana anggaran kegiatan program kesehatan maternal denganpencegahan komplikasi.c. Melaksanakan tatalaksana program kesehatan maternal dengan pencegahankomplikasi.d. Mengkaji data dari laporan berkala pengelola program kesehatan maternaldengan pencegahan komplikasi.e. Melakukan investigasi dan penanggulangan masalah kesehatan maternal denganpencegahan komplikasi.f. Melaporkan hasil investigasi dan penanggulangan masalah kesehatan maternaldengan pencegahan komplikasi.g. Membuat evaluasi kinerja penanggulangan masalah kesehatan maternal denganpencegahan komplikasi.h. Mencatat penerimaan barang dan melakukan pendistribusian barang-barangyang berkaitan dengan kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi.23. Kesehatan Bayi.a. Menyusun rencana kegiatan program kesehatan bayi secara komprehensif ditingkat Kabupaten berdasarkan analisa situasi, indikator keberhasilan dan tindaklanjut.b. Menyusun tatalaksana program kesehatan bayi yang didasarkan atas kewenangandan tanggung jawab di setiap jenjang pelayanan.c. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi pelaksana teknis dan pengelolaprogram kesehatan bayi guna meningkatkan kemampuan  dan keterampilanpetugas dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi  termasuk penanganankegawatdaruratan neonatal (asfiksia, BBLR) dan rujukan yang sesuai dengankewenangannya.d. Mengumpulkan dan menganalisa data laporan berkala program kesehatan bayiKabupaten (Cakupan KN, Cakupan BBLR, Cakupan Buku KIA, Laporan kematianbayi).e. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program kesehatan bayi kepadapetugas teknis (perawat, bidan dan dokter) dan pengelola program kesehatanbayi tingkat puskesmas dan rumah sakit.



f. Melakukan investigasi dan pemecahan masalah melalui kegiatan audit  kematianbayi dengan melibatkan profesi (perawat,bidan,dokter umum, dokter spesialisanak, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, PPNI, IBI, IDI, IDAI, dan POGI).g. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait, dalamupaya pelaksanaan kegiatan program kesehatan bayi.h. Menyediakan sarana dan peralatan penunjang kegiatan program kesehatan bayi,seperti alat resusitasi, inkubator, timbangan bayi, buku-buku  penunjang, dll.i. Mencatat penerimaan dan pendistribusian barang penunjang kegiatan  programkesehatan bayi.j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan bayi kesetiap jenjang pelayanan (polindes/poskesdes,puskesmas perawatan dan rumahsakit).24. Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah.a. Menyusun rencana kegiatan program kesehatan balita dan anak pra sekolahsecara komprehensif di tingkat kabupaten berdasarkan analisa situasi , indikatorkeberhasilan dan tindak lanjut.b. Menyusun tatalaksana program kesehatan balita dan anak pra sekolah yangdidasarkan atas kewenangan dan tanggung jawab di setiap jenjang pelayanan.c. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi pelaksana teknis dan pengelolaprogram kesehatan balita dan anak pra sekolah guna meningkatkan kemampuandan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan  kesehatan balita dananak pra sekolah termasuk penatalaksanaan balita sakit secara komprehensifmelalui Manajemen Terpadu Balita Sakit  (MTBS) dan pemantauan pertumbuhandan perkembangan balita melalui Stimulasi Dini dan Intervensi Deteksi TumbuhKembang (SDIDTK) pada anak serta  melakukan rujukan.d. Mengumpulkan dan menganalisa data laporan berkala program kesehatan balitadan anak pra sekolah (cakupan buku KIA, laporan  MTBS, laporan SDITK, danlaporan kematian balita).e. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program kesehatan balita dan anakpra sekolah kepada petugas teknis (perawat, bidan dan dokter)  dan pengelolaprogram kesehatan balita dan anak pra sekolah.f. Melakukan investigasi dan pemecahan masalah melalui kegiatan audit kematianbalita dengan melibatkan profesi.g. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait, dalamupaya pelaksanaan kegiatan program kesehatan balita  dan anak  pra sekolah.h. Menyediakan sarana dan peralatan penunjang kegiatan program kesehatan balitadan anak pra sekolah, seperti APE, peralatan MTBS, timbangan bayi dan balita,buku-buku penunjang, format laporan dan lain-lain.i. Mencatat penerimaan dan pendistribusian barang penunjang kegiatan  programkesehatan balita dan anak pra sekolah.j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan balita dananak pra sekolah ke setiap jenjang pelayanan (polindes/poskesdes, puskesmas,puskesmas perawatan dan rumah sakit).
Bagian Ketiga

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 128Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantuBupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dantransmigrasi.



Pasal 129Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
2. Pemberian izin dan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasiberdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Pelaksana ketatausahaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.

Pasal 130Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi mempunyai tugas sebagai berikut :1. Merumuskan kebijakan teknis bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi.2. Memberikan izin dan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasiberdasarkan peraturan perundang-undangan.3. Membina terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.4. Melaksanakan ketatausahaan Dinas.5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.
Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 131Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan kepegawaian,keuangan, perencanaan dan pelaporan.
Pasal 132Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 131 Sekretarismempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pembinaan organisasi dan tatalaksana.2. Pengelolaan administrasi kepegawaian.3. Pengelolaan keuangan.4. Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan sertahubungan masyarakat.5. Pelaksanaan perencanaan dan pelaporan.6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 133Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas sebagaiberikut :1. Membina organisasi dan tatalaksana.2. Mengelola administrasi kepegawaian.3. Mengelola keuangan.4. Mengurus rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan sertahubungan masyarakat.5. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaporan.6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 2.1
Sub Bagian Umum dan  Kepegawaian

Pasal 134Sub Bagian Umum dan  Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan UrusanUmum dan Kepegawaian.
Pasal 135Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 Sub BagianUmum dan  Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :1 Pembinaan organisasi dan tatalaksana.2 Pengelolaan administrasi kepegawaian.3 Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan sertahubungan masyarakat.4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 136Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Umum dan  Kepegawaianmempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mendistribusikan, memberi petunjuk kepada staf tentang tata cara penyelenggaraandan pengelolaan administrasi serta pertanggungjawaban barang.
2. Menyusun rencana kebutuhan pegawai pada setiap tahun anggaran sesuai denganformasi yang ada.
3. Memeriksa, menyusun dan menyelesaikan daftar rencana usulan kenaikan pangkat,gaji berkala, daftar rencana yang akan pensiun.
4. Menyiapkan blanko DP3, surat izin dan cuti pegawai.
5. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai.
6. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk cara mengumpulkan, mengelola dataperlengkapan kantor untuk mendapatkan laporan yang benar dan tepat waktu.
7. Memeriksa pendistribusian barang, alat perkantoran ke unit-unit kerja dilingkungan dinas.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2.2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 137Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan keuangan.
Pasal 138Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 Sub BagianKeuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :1 Pengelolaan keuangan.2 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 139Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Keuangan mempunyai tugassebagai berikut :1 Melaksanakan penyusunan anggaran.2 Melaksanakan pembukuan dan mengurus laporan keuangan.



3 Melaksanakan pertanggungjawaban dan laporan keuangan.4 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2.3

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 140Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusanperencanaan dan pelaporan.
Pasal 141Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 Sub BagianPerencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan perencanaan dan pelaporan.2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 142Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menghimpun program dan perencanaan kerja sekretariat, bidang sosial, bidangpenempatan dan pelatihan tenaga kerja, bidang hubungan industrial danpengawasan ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.2. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data terhadap pelaksanaan kerjasekretariat, bidang sosial, bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja, bidanghubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.3. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kerja.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3

Bidang Sosial
Pasal 143Bidang Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dinas sosial, tenagakerja dan transmigrasi di bidang bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan binakesejahteraan sosial.
Pasal 144Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 Bidang Sosialmempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyelenggaraan pelatihan bagi  petugas pelaksana penanggulangan bencana alam.2. Penyelenggaraan pemberian bantuan kepada korban bencana alam.3. Penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan serta pemberian bantuan kepadaorganisasi yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.4. Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.5. Penyelenggaraan usaha penanggulangan gangguan sosial.6. Pelaksanaan usaha rehabilitasi tuna sosial, kemanusiaan, korban narkotika, bekashukuman serta gelandangan dan pengemis.7. Pelaksanaan usaha pencegahan meluasnya masalah tuna susila.8. Pelaksanaan usaha penyantunan penderita cacat.9. Pelaksanaan usaha pelayanan dan bantuan sosial bagi anak yatim piatu, orangterlantar, lanjut usia, orang terisolasi, sosial budaya, putus sekolah, anak nakal, fakirmiskin dan keluarga retak.



10. Perawatan dan memperindah Taman Makam Pahlawan.11. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 145Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Sosial mempunyai tugas sebagaiberikut :

1. Menyelenggarakan pelatihan bagi  petugas pelaksana penanggulangan bencana alam.
2. Menyelenggarakan pemberian bantuan kepada korban bencana alam.
3. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan serta pemberian bantuan kepadaorganisasi yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
4. Membina peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
5. Menyelenggarakan usaha penanggulangan gangguan sosial.
6. Melaksanakan usaha rehabilitasi tuna sosial, kemanusiaan, korban narkotika, bekashukuman serta gelandangan dan pengemis.
7. Melaksanakan usaha pencegahan meluasnya masalah tuna susila.
8. Melaksanakan usaha penyantunan penderita  cacat.
9. Melaksanakan usaha pelayanan dan bantuan sosial bagi anak yatim piatu, orangterlantar, lanjut usia, orang terisolasi, sosial budaya, putus sekolah, anak nakal, fakirmiskin dan keluarga retak.
10. Merawat dan memperindah Taman Makam Pahlawan (TMP).
11. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3.1
Seksi Bantuan Sosial

Pasal 146Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dalam bidangpemberian bantuan.
Pasal 147Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 Seksi BantuanSosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelatihan bagi  petugas pelaksana penanggulangan bencana alam.
2. Penyelenggaraan pemberian bantuan kepada korban bencana alam.
3. Penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan serta pemberian bantuan kepadaorganisasi yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
4. Penyelenggaraan usaha penanggulangan gangguan sosial.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 148Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugassebagai berikut :1. Meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan terjadinya bencana alam dan gangguansosial lainnya.2. Melaksanakan pemberian bantuan dan pembinaan korban bencana alam dan orangterlantar.3. Melaksanakan usaha penanggulangan pada saat kejadian bencana (bantuan masapanik).4. Memberikan bantuan dan rehabilitasi korban bencana alam skala besar.5. Memberikan bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dantenaga musiman.6. Memberikan bantuan dan membina organisasi sosial yang bergerak dibidang usahakesejahteraan sosial dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).



7. Melaksanakan bantuan dan pelayanan bagi korban tindak kekerasan dan pekerjamigran.8. Melakukan bimbingan dan pengendalian usaha pengumpulan dana dan sumbangansosial.9. Mengatur, mengelola, mengawasi pelaksanaan pengumpulan sumbangan sosial.10. Memproses perizinan dan mengawasi semua usaha pengumpulan dana sosial (uangdan barang), pelaksanaan undian dan perizinan menyangkut promosi penjualan.11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3.2

Seksi Rehabilitasi Sosial
Pasal 149Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dalam bidangrehabilitasi sosial.
Pasal 150Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 SeksiRehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan usaha rehabilitasi tuna sosial, kemanusiaan, korban narkotika, bekashukuman, gelandangan dan pengemis.2. Pelaksanaan usaha pencegahan meluasnya masalah tuna susila.3. Pelaksanaan usaha penyantunan penderita cacat.4. Pelaksanaan usaha pelayanan dan bantuan sosial anak yatim piatu, orang terlantar,lanjut usia, orang terisolasi, sosial budaya, putus sekolah, anak nakal, fakir miskin dankeluarga retak.5. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 151Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyaitugas sebagai berikut :1. Melakukan rehabilitasi gelandangan, pengemis, bekas nara pidana, korban NAFZA.2. Melakukan usaha rehabilitasi dan pengembangan kesejahteraan sosial tuna susila,waria.3. Melaksanakan usaha pencegahan meluasnya masalah tuna susila dan waria.4. Melakukan usaha penyaluran pencari kerja bagi penderita cacat tubuh.5. Melaksanakan usaha penyantunan bagi penyandang cacat, baik bantuan usahaproduktif maupun konsumtif.6. Melaksanakan usaha rehabilitasi bagi anak nakal, anak terlantar, orang terlantar,anak jalanan dan putus sekolah.7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3.3
Seksi Bina Kesejahteraan Sosial

Pasal 152Seksi Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dalambidang bina kesejahteraan sosial.
Pasal 153Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 Seksi BinaKesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :



1. Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.2. Perawatan dan memperindah Taman Makam Pahlawan (TMP).3. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 154Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Bina Kesejahteraan Sosialmempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membina peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
2. Menyelenggarakan usaha penanggulangan gangguan sosial, keluarga retak.
3. Melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna, masyarakat terisolasi sosial budaya,Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S).
4. Melaksanakan usaha pembinaan bagi para lanjut usia dan anak terlantar melaluiPanti dan Non Panti.
5. Memberikan bantuan dan pembinaan kepada para veteran dan perintiskemerdekaan.
6. Melaksanakan Pembinaan terhadap panti-panti pemerintah dan swasta yangbergerak di bidang sosial.
7. Merawat, memperindah Taman Makam Pahlawan (TMP).
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pasal 155Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakanPembinaan, penyaluran, perluasan kerja, penempatan Tenaga kerja, melaksanakanurusan pembinaan   lembaga pelatihan program sertifikasi.
Pasal 156Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 BidangPenempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyusunan rencana/program kegiatan bidang penempatan dan pelatihan tenagakerja.2. Penyediaan tenaga kerja serta mendayagunakan tenaga kerja secara optimal.3. Penyediaan Informasi Pasar Kerja (IPK), pelayanan penempatan tenaga kerja yangsesuai dengan bakat, minat dan kemampuan tenaga kerja pada pekerjaan yangditetapkan.4. Penyediaan Tenaga Kerja Mandiri.5. Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan perluasan dan kesempatan kerja bagitenaga kerja mandiri profesional di Pedesaan.6. Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga mandiri yang telah dilatih oleh DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.7. Pelaksanaan pembinaan terhadap para pencari kerja melalui informasi pasar kerja(bursa kerja) baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta.8. Pembinaan terhadap pelaksanaan antar kerja, antar lokal, antar kerja antar daerahdan antar kerja antar negara.9. Pembinaan instruktur dan lembaga pelatihan program dan sertifikasi, pelatihan danteknologi tepat guna, tes kualifikasi dan perizinan latihan serta standarisasi ujiketerampilan.10. Pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi penggunaan teknologi tepatguna pada masyarakat.



11. Perumusan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan instruktural relevansi,kualitas dan pemerataan dalam pelatihan tenaga kerja dan peningkatanproduktivitas.12. Pengembangan program untuk penempatan, ekspor jasa tenaga kerja, penggantiantenaga kerja asing, pendataan, serta untuk meningkatan produktivitas tenaga kerja.13. Pemasyarakatan dan pengembangan program pemagangan di lembaga pelatihandan perusahaan.14. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pembinaan pelatihan dan produktivitas,merumuskan langkah-langkah penyempurnaan.15. Pelaksanaan pemasyarakatan produktivitas melalui penyuluhan pembentukanlembaga pelatihan dan produktivitas di lembaga latihan swasta perusahaan danmasyarakat.16. Pelaksanaan pembinaan standarisasi, sertifikasi tenaga kerja.
Pasal 157Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Penempatan dan PelatihanTenaga Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program bidang penempatan dan perluasan kerja.
2. Melaksanakan pembinaan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja.
3. Menyusun program bidang penempatan dan perluasan kerja.
4. Melaksanakan pembinaan terhadap tenaga kerja mandiri yang telah dilatih.
5. Melaksanakan pembinaan dan penyaluran perluasan kerja dan kesempatan kerjabagi tenaga kerja mandiri professional di pedesaan.
6. Mewujudkan tenaga kerja mandiri.
7. Melaksanakan pembinaan terhadap tenaga kerja mandiri yang telah dilatih.
8. Melaksanakan pembinaan dan penyaluran perluasan kerja dan kesempatan kerjabagi tenaga kerja mandiri professional di pedesaan.
9. Menyediakan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuaidengan bakat, minat dan kemampuan.
10. Melaksanakan pembinaan terhadap pencari kerja melalui IPK baik berasal dariswasta maupun pemerintah.
11. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tenaga kerja antar kerja (AKAD,AKAN, AKI).
12. Melaksanakan pembinaan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja.
13. Melaksanakan pembinaan dan penyaluran perluasan kerja dan kesempatan kerjabagi tenaga kerja mandiri professional di pedesaan.
14. Melaksanakan pembinaan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja.
15. Melaksanakan pembinaan instruktur dan lembaga pelatihan program dan sertifikasi,pelatihan dan teknologi tepat guna, tes kualifikasi dan perizinan latihan sertastandarisasi uji keterampilan.
16. Membina instruktur dan lembaga pelatihan program dan sertifikasi, pelatihan danteknologi tepat guna, tes kualifiasi dan perizinan latihan serta standarisasi ujiketerampilan.
17. Melaksanakan pembinaan dan penyaluran perluasan kerja dan kesempatan kerjabagi tenaga kerja mandiri professional di pedesaan.
18. Melaksanakan pembinaan instruktur dan lembaga pelatihan program dan sertifikasi,pelatihan dan teknologi tepat guna, tes kualifiasi dan perizinan latihan sertastandarisasi uji keterampilan.
19. Melaksanakan pembinaan instruktur dan lembaga pelatihan program dan sertifikasi,pelatihan dan teknologi tepat guna, tes kualifiasi dan perizinan latihan sertastandarisasi uji keterampilan.
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 4.1
Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja

Pasal 158Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja mempunyai tugas pokok pembinaan,penempatan dan perluasan kerja.
Pasal 159Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 SeksiInformasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyusunan rencana/program kegiatan bidang penempatan dan pelatihan tenagakerja.2. Penyediaan tenaga kerja serta mendayagunakan tenaga kerja secara optimal.3. Penyediaan Informasi Pasar Kerja ( IPK ), pelayanan penem-patan tenaga kerja yangsesuai dengan bakat, minat dan kemampuan tenaga kerja pada pekerjaan yangditetapkan.4. Pelaksanaan pembinaan terhadap para pencari kerja melalui informasi pasar kerja(bursa kerja) baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta.5. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan antar kerja, antar lokal, antar kerjaantar daerah dan antar kerja antar negara.6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 160Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Informasi Pasar Kerja dan BursaKerja mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyiapkan bahan penyusun sistem dan bahan pedoman pembinaan danpenempatan tenaga kerja   asing.2. Menyiapkan bahan pedoman pemberian izin Tenaga Kerja Asing.3. Menerbitkan rekomendasi izin operasional PJTKS, luar negeri.4. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data IPK.5. Menyampaikan bahan penyusunan dan pedoman pembinaan informasi kebutuhantenaga kerja.6. Menyampaikan bahan, penyusunan dan pedoman pembinaan informasi persediaantenaga kerja.7. Melaksanakan monitoring dan pelatihan pelaksanaan kegiatan penempatan pemuda,wanita dan pembatasan penggunaan TKA serta penempatan TK AK (AKAD, AKAN,AKL).8. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data jabatan, penyajian danpenyebarluasan informasi jabatan.9. Menyebarluaskan informasi pasar kerja.10. Menyiapkan bahan penyusun sistem dan bahan pedoman serta pembinaan terhadapperusahaan jasa tenaga kerja.11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4.2
Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja

Pasal 161Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok pembinaan,penempatan dan perluasan kesempatan kerja.



Pasal 162Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 SeksiPenempatan dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyediaan tenaga kerja mandiri.2. Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan perluasan kerja dan kesempatan kerja bagitenaga kerja mandiri profesional di Pedesaan.3. Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga mandiri yang telah dilatih oleh DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.4. Pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi penggunaan teknologi tepatguna pada masyarakat.5. Pengembangan program untuk penempatan, eksport jasa tenaga kerja, penggantiantenaga kerja asing, pendataan, serta untuk meningkatan produktivitas tenaga kerja.6. Pemasyarakatan dan pengembangan program pemagangan di lembaga pelatihandan perusahaan.7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 163Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Penempatan dan Perluasan Kerjamempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.2. Melaksanakan Pengerahan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT), Tenaga KerjaPemuda Mandiri Profesional (TKPMP).3. Menyiapkan bahan penyusunan perangkat lunak, serta bahan pembinaan terapanteknologi tepat guna.4. Menyebarluaskan data informasi teknologi tepat guna tenaga kerja mandiri danperluasan lapangan kerja.5. Melaksanakan pembinaan di bidang teknologi tepat guna di sektor pertanian dan nonpertanian serta perluasan lapangan kerja di Pedesaan.6. Memperluas lapangan kerja melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja sistempadat karya (PKSPK).7. Melaksanakan penyusunan database ketenagakerjaan Daerah.8. Melaksanakan pembinaan bursa kesempatan kerja (BKK) di dinas/instansi, swasta.9. Melaksanakan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, instansi pemerintah ataulembaga-lemabaga swasta yang sedang melaksanakan usaha mandiri.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4.3
Seksi Pelatihan dan Produktivitas

Pasal 164Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas pokok pembinaan lembaga platihan,program sertifikasi.
Pasal 165Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 SeksiPelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pembinaan instruktur dan lembaga pelatihan program dan sertifikasi, pelatihan danteknologi tepat guna, tes kualifikasi dan perizinan latihan serta standarisasi ujiketerampilan.2. Perumusan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan instruktural relevansi,kualitas dan pemerataan dalam pelatihan tenaga kerja dan peningkatanproduktivitas.



3. Pelaksanaan pembinaan standarisasi, sertifikasi tenaga kerja.4. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pembinaan pelatihan produktivitas,merumuskan langkah penyempurnaan.5. Pelaksanaan pemasyarakatan produktivitas melalui penyuluhan pembentukanlembaga pelatihan dan produktivitas di lembaga latihan swasta perusahaan danmasyarakat.6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 166Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pelatihan dan Produktivitasmempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga uji keterampilan.2. Membina lembaga uji keterampilan.3. Melaksanakan test kualifikasi dan standarisasi izin keterampilan.4. Melaksanakan pembinaan terhadap tenaga instruktur.5. Membina lembaga penyelenggara pelatihan.6. Melaksanakan test kualifikasi dan standarisasi izin keterampilan.7. Menyelenggarakan perizinan dan sertifikasi lulusan pelatihan.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Pasal 167Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokokMelaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyidikan lembaga kerja terhadappenyelenggaraan norma ketenagakerjaan.
Pasal 168Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 167 BidangHubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagaiberikut :1. Penyusunan rencana/program kegiatan Bidang Hubungan Industrial  danPengawasan Ketenagakerjaan.2. Pelaksanaan pembinaan lembaga kerja sama Bipartit dan Tripartit, hubunganindustrial dan PHK, Serikat Pekerja, norma kerja dan Kesehatan dan  keselamatankerja.3. Pelaksanaan pengawasan norma kerja, norma Jamsostek, norma K3 danmelaksanakan penyidikan terhadap penyelenggaraan norma ketenagakerjaan.4. Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk pelaksanaan Hubungan Industrial danpersyaratan kerja, pengupahan, kesejahteraan dan Jamsostek, pengawasan normakerja dan norma K3.5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Hubungan Industrial dan persyaratankerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja.6. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, normaJamsostek, norma K3 dan penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan koordinasidengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum.7. Penyiapan dan pelaksanaan sidang-sidang lembaga kerjasama Tripartit Daerah, TimDeteksi Dini   berkoordinasi dengan instansi terkait.8. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja danpenutupan perusahaan.9. Pelaksanaan koordinasi fungsional (KF) PT. Jamsostek Persero cabang Bengkulu.10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Pasal 169Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Hubungan Industrial danPengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana/program kegiatan Bidang Hubungan Industrial  dan PengawasanKetenagakerjaan.2. Melaksanakan pembinaan lembaga kerja sama Bipartit dan Tripartit, hubunganindustrial dan PHK, Serikat Pekerja, norma kerja dan Kesehatan dan  keselamatankerja.3. Melaksanakan pengawasan norma kerja, norma Jamsostek, norma K3 danmelaksanakan penyidikan terhadap penyelenggaraan norma ketenagakerjaan.4. Menyiapkan dan Merumuskan bahan petunjuk pelaksanaan Hubungan Industrial danpersyaratan kerja, pengupahan, kesejahteraan dan Jamsostek, pengawasan normakerja dan norma K3.5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Hubungan Industrial dan persyaratankerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja.6. Melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja,norma Jamsostek, norma K3 dan penggunaan tenaga kerja asing dan melakukankoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidangketenagakerjaan.7. Menyiapkan dan melaksanakan sidang-sidang lembaga kerjasama Tripartit Daerah,Tim Deteksi Dini   berkoordinasi dengan instansi terkait.8. Melakukan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogokkerja dan penutupan perusahaan.9. Melaksanakan koordinasi fungsional (KF) PT. Jamsostek Persero cabang Bengkulu.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5.1

Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
Pasal 170Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas pokokmelaksanakan program-program kegiatan yang menjadi tugas kasi HI dan PK.
Pasal 171Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 SeksiHubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyusunan rencana/program kegiatan Bidang Hubungan Industrial  danPengawasan Ketenagakerjaan.2. Pelaksanaan pembinaan lembaga kerja sama Bipartit dan Tripartit, hubunganindustrial dan PHK, Serikat Pekerja, norma kerja dan Kesehatan dan  keselamatankerja.3. Pelaksanaan pengawasan norma kerja, norma Jamsostek, norma K3 danmelaksanakan penyidikan terhadap penyelenggaraan norma ketenagakerjaan.4. Perumusan bahan petunjuk pelaksanaan Hubungan Industrial dan persyaratankerja, pengupahan, kesejahteraan dan Jamsostek, pengawasan norma kerja dannorma K3.5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Hubungan Industrial dan persyaratankerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja.6. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, normaJamsostek, norma K3 dan penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan koordinasidengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.



7. Penyiapan dan pelaksanaan sidang-sidang lembaga kerjasama Tripartit Daerah, TimDeteksi Dini berkoordinasi dengan instansi terkait.8. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja danpenutupan perusahaan.9. Pelaksanaan koordinasi fungsional (KF) PT. Jamsostek Persero cabang Bengkulu.10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 172Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Hubungan Industrial danPersyaratan Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana/program kegiatan Bidang Hubungan Industrial  dan PengawasanKetenagakerjaan.2. Melaksanakan pembinaan lembaga kerja sama Bipartit dan Tripartit, hubunganindustrial dan PHK, Serikat Pekerja, norma kerja dan kesehatan dan  keselamatankerja.3. Melaksanakan pengawasan norma kerja, norma Jamsostek, norma K3 danmelaksanakan penyidikan terhadap penyelenggaraan norma ketenagakerjaan.4. Menyiapkan dan Merumuskan bahan petunjuk pelaksanaan Hu-bungan Industrialdan persyaratan kerja, pengupahan, kesejah teraan, Jamsostek, pengawasan normakerja dan norma K3.5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Hubungan Industrial dan persyaratankerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja.6. Melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja,norma Jamsostek, norma K3 dan penggunaan tenaga kerja asing dan melakukankoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidangketenagakerjaan.7. Menyiapkan dan Melaksanakan sidang-sidang lembaga kerjasama Tripartit Daerah,Tim Deteksi Dini   berkoordinasi dengan instansi terkait.8. Melakukan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogokkerja dan penutupan perusahaan.9. Melaksanakan koordinasi fungsional (KF) PT. Jamsostek Persero cabang Bengkulu.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5.2
Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 173Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokokMelaksanakan program-program kegiatan yang menjadi tugas kasi Kesejahteraan danJaminan Sosial Tenaga Kerja.
Pasal 174Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 SeksiKesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana/program kegiatan Bidang Kesejahteraan dan Jaminan SosialTenaga Kerja.
2. Penyusunan laporan kegiatan.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Pasal 175Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Kesejahteraan dan Jaminan SosialTenaga Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana/ program kegiatan Seksi Kesejahteraan dan Jaminan SosialTenaga Kerja.2. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan Jamsostek di perusahaan.3. Menyiapkan bahan penyusunan teknis pembinaan kesejah-teraan tenaga kerja dannorma penunjang HIP antara lain perumahan, koperasi karyawan, rumah ibadah,ruang istirahat, fasilitas rekreasi, olahraga, keluarga berencana pekerja.4. Melakukan pembinaan fasilitas kesejahteraan pekerja pada perusahaanswasta/BUMN/BUMD.5. Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja padaperusahaan6. Melakukan koordinasi dengan PT. Jamsostek di daerah dan Jasmsostek diperusahaan.7. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan Jamsostek dankesejahteraan tenaga kerja di perusahaan.8. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara preventif dan refresif terhadapperusahaan yang belum mengikuti program Jamsostek.9. Melakukan pembinaan upah minimum provinsi, LK Bipartit, LK Tripartit danpendataan KHM/KHL.10. Melaksanakan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Kabupaten.11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5.3

Seksi Norma Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Pasal 176Seksi Norma Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas pokokMelaksanakan program kegiatan yang menjadi tugas kasi Norma Kerja, Kesehatan danKeselamatan Kerja.
Pasal 177Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 176 Seksi NormaKerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyusunan rencana/program kegiatan Bidang Norma Kerja, Kesehatan danKeselamatan Kerja.2. Penyusunan laporan kegiatan.3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 178Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Norma Kerja, Kesehatan danKeselamatan Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana/ program kegiatan Norma Kerja, Kesehatan dan KeselamatanKerja.2. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan Norma Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.



3. Melaksanakan pengawasan Norma Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.4. Memeriksa dan menguji terhadap perusahaan dan objek pengawasanketenagakerjaan.5. Melaksanakan inventarisasi wajib lapor ketenagakerjaan.6. Menyusun dan menyiapkan rencana kerja pegawai pengawasan ketenagakerjaan.7. Melaksanakan sertifikasi operator dan perizinan peralatan kerja.8. Membantu tugas komisi K3 di Daerah.9. Melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing.10. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan Norma Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.11. Menerbitkan/rekomendasi (izin) terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan.12. Menangani kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yangmelanggar norma ketenagakerjaan skala Kabupaten.13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepesertaan Jamsostek.14. Memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pembentukan P2K3 danpemakaian pelindung diri.15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 6

Bidang Transmigrasi
Pasal 179Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang transmigrasi.
Pasal 180Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 179 BidangTransmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan dan evaluasi BidangTransmigrasi.2. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran.3. Penyelenggaraan urusan transito dan pengangkutan transmigran.4. Pelaksanaan penyuluhan, menetapkan target, objek dan sasaran penyuluhan.5. Penyiapan lahan, prasarana dan sarana permukiman transmigran.6. Pelaksanaan pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran.7. Pelayanan administrasi bidang transmigrasi.8. Penyiapan draf kerjasama antar daerah.9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 181Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Transmigrasi mempunyai tugassebagai berikut :1. Melakukan perencanaan pengembangan kawasan.2. Melaksanakan pengawalan, pengangkutan, penempatan serta pemberian perbekalandalam rangka penempatan.3. Melaksanakan pengawalan, pengangkutan, penempatan serta pemberian perbekalandalam rangka penempatan.4. Melakukan kegiatan di transito.



5. Mengadakan penyuluhan dan penerangan awal kepada  calon TPS.6. Melakukan survey identifikasi calon lokasi transmigrasi.7. Melakukan pembangunan permukiman transmigrans baik RTJK, FU maupunpenyiapan lahan.8. Melakukan pengurusan sertipikat lahan dan penyelesaian sengketa lahan.9. Mengadakan pembinaan sosbud, sosek serta melakukan pemberdayaan kawasantransmigrasi.10. Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dan instansi lintas sektoral.11. Mempersiapkan pelaksanaan penyerahan UPT.12. Melaksanakan inventarisasi transmigran yang meninggalkan lokasi sertamengusulkan calon transmigran pengganti.13. Melaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah.14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 6.1

Seksi Penyiapan Lahan Pemukiman dan Pengembangan Kawasan
Pasal 182Seksi Penyiapan Lahan Pemukiman dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugaspokok melaksanakan penyiapan lahan pemukiman dan pengembangan kawasantransmigrasi.
Pasal 183Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 182 SeksiPenyiapan Lahan Pemukiman dan Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi sebagaiberikut :1. Identifikasi calon lokasi transmigrasi yang baru.2. Penyiapan lahan, prasarana dan sarana permukiman transmigran.3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 184Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Penyiapan Lahan Pemukiman danPengembangan Kawasan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengadakan survey/identifikasi calon lokasi transmigrasi.2. Melakukan Perencanaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.3. Melakukan kegiatan penyiapan/pembukaan calon lokasi transmigrasi.4. Melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum.5. Melakukan kegiatan pembangunan sarana rumah transmigrasi.6. Melaksanakan kegiatan pengurusan sertifikat lahan.7. Melakukan kegiatan rehabilitasi sarana bangunan fasilitas umum.8. Melakukan kegiatan penyelesaian sengketa lahan.9. Melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 6.2
Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan

Pasal 185Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaandan pemberdayaan transmigrasi.
Pasal 186Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 SeksiPembinaan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan penyuluhan, menetapkan target, objek dan sasaran penyuluhan.2. Pelaksanaan pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran.3. Pelayanan administrasi bidang transmigrasi.4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 187Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pembinaan dan Pemberdayaanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi.2. Mengadakan pembinaan sosial dan budaya terhadap warga transmigrasi meliputi :

- Pembinaan mental spritual/Agama.
- Pembinaan kesehatan dan KB.
- Pembinaan pendidikan/kebudayaan.
- Pembinaan sistem pemerintahan desa.3. Melakukan kegiatan pembinaan sosial ekonomi meliputi :
- Pembinaan pertanian secara keseluruhan.
- Pembinaan pertumbuhan lembaga-lembaga ekonomi dan pemasaran.
- Pembinaan bidang industri.4. Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatanpertumbuhan sosial   ekonomi.5. Mengadakan kerjasama dengan instansi lintas sektoral.6. Memonitor perkembangan Unit Pemukiman   Transmigrasi (UPT).7. Melaksanakan rapat-rapat UPT dan koordinasi  kepada instansi terkait.8. Mengadakan evaluasi terhadap perkembangan UPT.9. Mempersiapkan dan melaksanakan penyerahan UPT.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6.3
Seksi Penempatan

Pasal 188Seksi Penempatan mempunyai tugas pokok Melaksanakan tugas masalah penempatan.
Pasal 189Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 SeksiPenempatan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran.2. Penyelenggaraan urusan transito dan pengangkutan transmigran.



3. Pelayanan administrasi bidang transmigrasi.4. Penyiapan draf kerjasama antar daerah.5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 190Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Penempatan mempunyai tugassebagai berikut :1. Penyuluhan/penerangan awal calon transmigran.2. Mengadakan penyuluhan pemantapan dan pembinaan terhadap calon transmigran.3. Melakukan kegiatan pendaftaran dan seleksi terhadap calon transmigrasi.4. Melakukan kegiatan di Transito.5. Melaksanakan pengawalan, pengangkutan dan mengurus perbekalan transmigrasisewaktu penempatan.6. Melaksanakan penempatan transmigrasi.7. Mengiventarisasi rumah-rumah kosong dan calon trans pengganti pada lokasibinaan transmigrasi.8. Mengurus dan mengusulkan surat keputusan penunjukkan transmigran pengganti.9. Melaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 191Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisatamempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidangperhubungan, komunikasi informatika,kebudayaan dan pariwisata.
Pasal 192Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 191 Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsisebagai berikut :a. Perumusan program di bidang perhubungan, komunikasi informatika, kebudayaandan pariwisata.b. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi informatika,kebudayaan dan pariwisata.c. Pemberian izin dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasiinformatika, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan.d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.e. Pelaksanaan ketatausahaan.f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.



Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 193Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatankesekretariatan serta pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkunganDinas Perhubungan, Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata.
Pasal 194Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 Sekretarismempunyai fungsi sebagai berikut :a. Mengkoordinasikan rencana program kegiatan bidang dan kesekretariatan dilingkungan SKPD.b. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembagian tugas kepada bawahanmeliputi kesekretariatan dan di lingkungan dalam bidang-bidang  SKPD.c. Memeriksa dan Menilai hasil Kerja bawahan pada akhir tahun dituangkan dalam DP3.d. Mengkoordinasikan, Menghimpun, menilai, menciptakan, mempelajari Peraturanyang terkait dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan danPariwisata.e. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Penyusunan pelaksanaanpertangungjawaban keuangan pada Dinas Perhubungan, Kominfo, Kebudayaan danPariwisata .f. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pada DinasPerhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan petunjuk dan pelayanan administrasikepada seluruh bidang dan kesekretariatan Dalam Dinas Perhubungan, KomunikasiInformatika, Kebudayaan dan Pariwisata.h. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan urusan organisasikepegawaian, umum, keuangan dan perlengkapan.i. Merumuskan kegiatan organisasi dan tatalaksana, perencanaan, pengadaan,pemesanan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventarisasidan usul penghapusan barang perlengkapan dalam lingkungan SKPD yang meliputigedung kantor gudang perabotan, peralatan teknis, alat-alat kantor, mobilitas danperbukuan.j. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporandan pengendalian kegiatan dan kegiatan pada bidang-bidang dan kesekretariatandalam Dinas Perhubungan, Kominfo, Kebudayaan dan Pariwisata.k. Melaksanakan rapat koordinasi antar bidang dan kesekretariatan dalam DinasPerhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.l. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan dan penyampaian laporanpelaksanaan tugas dan program kegiatan pada bidang-bidang dan kesekretariatansebagai pertangung jawaban kepada atasan.m. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas  Perhubungan, Kominfo,Kebudayaan dan Pariwisata.n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi DinasPerhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.

Paragraf 2.1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 195Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana kegiatan tahunan jangka menengah dan jangka panjang SubBagian Umum dan Kepegawaian.



b. Membagi tugas dan program kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan yang pada akhir tahun dituangkan dalamDP3.d. Menghimpun, menilai, menciptakan dan mempelajari peraturan yang terkait denganDinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.e. Mengelolah ketatausahaan, naskah dinas meliputi penerimaan, dokumentasi arsipdan ekspedisi pengadaan, pengadministrasian, pengarsipan dan perpustakaan.f. Menyiapkan data informasi statistik yang berkaitan dengan kepegawaian barang danprasarana dalam SKPD.g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidangtugas  umum dan kepegawaian.h. Mengelolah urusan kepegawaian SKPD meliputi peñatausahaan administrasikepegawaian meliputi :
- Mengusulkan pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, sumpah pegawai,ujian dinas, promosi, mutasi, penghargaan, pemberhentian dan pensiun.
- Pembentukan kartu taspen, karpeg, karis dan karsu.
- Pembentukan DUK dan DP3 pegawai SKPD.i. Mengelola daftar hadir karyawan SKPD meliputi :
- Absen apel pagi.
- Absen apel siang.
- Absen harian pagi dan siang.j. Menyusun rencana, pemesanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian,pengunaan dan perawatan, Inventarisasi dan usul penghapusan barang perlengkapandalam lingkungan SKPD yang meliputi gedung kantor, perabotan dan peralatanteknis, alat-alat kantor mobilitas dan Perbukuan .k. melakukan pengadaan dan pemasaran barang perlengkapan dalam SKPD.l. Melakukan pencepatan dan pencapaian, barang perlengkapan yang meliputi gedung,perabot, peralatan teknis, alat kantor, mobilitas dan pembukuan serta tanah.m. Melakukan stock opname/perbaikan/refarasi dan perawatan barang perlengkapanmeliputi gedung, gudang, peralatan teknis, alat kantor mobilitas dan perbukuan sertahalaman.n. Melaksanakan pendistribusian barang perlengkapan meliputi perabot, peralatanteknis, alat kantor, peralatan kesenian/perhubungan komunikasi Informatika,kebudayaan dan pariwisata.o. Melakukan investigasi barang milik negara dan daerah meliputi gedung kantor,gudang, peralatan teknis, alat kantor mobilitas dan perbukuan.p. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang umum dankepegawaian sebagai tanggung jawab kepada atasan setiap akhir tahun.q. Memberikan pertimbangan dan saran pada atasan.r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2.2
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 196Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana/program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait denganbidang tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan.e. Mempersiapkan data pendukung penyusun perencanaan dan program/kegiatan baikyang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.f. Menyusun dan melaporkan data kuantitatif secara bulanan, triwulan dan tahunan.



g. Menyusun dan menyajikan statistik Program Dinas Perhubungan kominfo,Kebudayaan dan Pariwisata.h. Menghimpun dan menyusun laporan yang dibuat oleh bidang dalam lingkunganDinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.i. Menghimpun dan mengusulkan penetapan potensi PAD.j. Menyusun dan membuat Renstra, LAKIP Dinas  Perhubungan, KomunikasiInformatika, Kebudayaan dan Pariwisata.k. Melakukan monitoring pelaksanaan program Dinas.l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2.3

Sub Bagian Keuangan
Pasal 197Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana program kegiatan Sub Bagian Keuangan.b. Membagi tugas bagian sesuai dengan bidang tugasnya.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan bidang tugas Sub bagian keuangan.e. Melaksanakan pengelolaan keuangan SKPD meliputi perencanaan, Pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan SKPD.f. Melaksanakan pengelolaan gaji, tunjangan, uang lembur, taspen pegawai SKPD.g. Melakukan penghitungan penagihan, penyetoran, PPN/PPH yang berkaitan denganSKPD.h. Melayani pemeriksaan keuangan SKPD oleh Inspektorat /BPKP/BPK.i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai denganbidang tugasnya.j. Mengiventarisasi dan menganalisa pelaksanaan program yang dilakukan oleh dinasPerhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja organisasi dengan unit kerja instansiterkait sesuai dengan bidang tugasnya.l. Menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertangung jawabankepada atasan.m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3

Bidang Perhubungan
Pasal 198Bidang Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasipenyelenggaraan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan.
Pasal 199Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 198 BidangPerhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Menyusun rencana kegiatan bidang perhubungan darat.b. Pembagian tugas kepada bawahan.c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan bidang tugas bidang perhubungan darat.e. Pengelolaan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan lalu lintas dan angkutanjalan.f. Pengendalian, pengawasan, analisa dampak lingkungan dijalan.



g. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan prosedurpenertiban dan perizinan dan ketetapan kebijakan kepala dinas lainnya.h. Pelaksanaan intensifikasi potensi pendapatan asli daerah.i. Pelaksanaan pembinaan terhadap asosiasi bidang perhubungan darat.j. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas terkait.k. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaipertanggungjawaban kepada atasan.l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3.1

Seksi Lalu lintas Jalan
Pasal 200Seksi Lalu lintas Jalan mempunyai mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun/rencana program kegiatan seksi lalu lintas jalan.b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan bidang tugas seksi lalu lintas jalan.e. Mengawasi dan mengendalikan operasional terhadap penggunaan jalan selain untukkepentingan lalu lintas jalan di kota.f. Mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengemudi.g. Menyusun penetapan kelas jalan pada jaringan jalan di kota.h. Menyusun dan menyiapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota.i. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.j. Menyelenggarakan analisa dampak lingkungan di jalan kota.k. Menyelenggarakan pencegahan kecelakaan lalu lintas di jalan.l. Meneliti dan melaporkan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korbanmeninggal dunia.m. Memeriksa kendaraan di jalan sesuai dengan kewenangan.n. Memberi izin pemberi jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota :

- Perda bidang LLAJ.
- Pemenuhan persyaratan tehnik dan laik jalan.
- Penyelenggaraan ketentuan pengujian kendaraan.
- Perizinan angkutan umum.o. Mengumpulkan pengelolaan data dan analisa kecelakaan lalu lintas di wilayah kota.p. Memproses izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan pengemudi.q. Melaksanakan pengaturan pengamanan dan pengawasan dijalan.r. Membina dan pengawasan angkutan kendaraan tidak bermotor.s. Menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi bidang perhubungan darat.t. Memproses izin pemotongan median jalan.u. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya.v. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3.2
Seksi Angkutan

Pasal 201Seksi Angkutan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana program kegiatan seksi angkutan.b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya.c. Menilai dan memeriksa hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan bidang tugas seksi angkutan.



e. Menyusun jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan diwilayah pelayanan.f. Memproses izin trayek angkutan.g. Memproses izin operasi angkutan taxi yang melayani wilayah kota, Rekomendasioperasi angkutan sewa, izin usaha angkutan pariwisata, izin usaha angkutan orang,tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten dan izin trayek angkutankota yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota.h. Memproses izin insidensil.i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidangtugasnya.j. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaipertanggungjawaban kepada atasan.k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3.3

Seksi Prasarana Keselamatan Teknis Sarana
Pasal 202Seksi Prasarana Keselamatan Teknis Sarana mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana program kegiatan seksi prasarana keselamatan teknis.b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan bidang tugas seksi prasarana keselamatan teknis sarana.e. Memproses izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.f. Menyiapkan lokasi terminal penumpang tipe C.g. Menyiapkan rencana bangunan terminal Penumpang tipe A, B dan C.h. Menyiapkan/memproses terminal angkutan jalan.i. Menyiapkan/memproses terminal angkutan barang.j. Menyiapkan/menentukan lokasi pengadaan, pemasaran, pemeliharaan danpenghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isarat lalu lintas, alatpengendali dan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.k. Memproses izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.l. Menyiapkan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.m. Menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan.n. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang tugasnya.o. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban dengan atasan.p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 4

Bidang Komunikasi dan Informatika
Pasal 203Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakanpengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi, pengelolaansarana komunikasi dan desiminasi informasi.
Pasal 204Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 203 BidangKomunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Menyusun rencana program kegiatan bidang komunikasi dan informatika.b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan.



d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan bidang komunikasi dan Informatika.e. Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi.f. Penyiapan bahan di bidang pos, telekomunikasi dan teknologi informatika spektrumfrekuensi radio serta standarisasi pos dan telekomunikasi.g. Pengelolaan sarana komunikasi.h. Pelaksanaan desiminasi komunikasi.i. Pelaksanaan pemantau kegiatan dan pelaporan.j. Pemberian bimbingan, pengarahan, pengendalian dan petunjuk teknis dalampelaksanaan tugas bawahan.k. Pelaksanan koordinasi dan intern unit dinas instansi terkait.l. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaipertanggungjawaban kepada atasan.m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 4.1

Seksi Pos dan Telekomunikasi
Pasal 205Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pos dan telekomunikasi.
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan bidang tugas seksi pos dan telekomunikasi.
e. Melaksanakan pendataan dan penertiban terhadap jasa titipan antar Kabupaten/kotaluar daerah.
f. Menyelenggarakan pelayanan pos di pedesaan.
g. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor jasa titipan.
h. Pemberian jasa titipan untuk antar agen.
i. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan dan mengevaluasikegiatan serta membuat laporan.
j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja instansi sesuai dengan bidangtugasnya.
k. Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawabankepada atasan.
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4.2
Seksi Sarana Komunikasi

Pasal 206Seksi Sarana Komunikasi mempunyai tugas sebagai berikut :a. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.b. Menyusun rencana kegiatan seksi sarana komunikasi.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan bidang tugas seksi sarana komunikasi.e. Memberikan rekomendasi izin usaha instansi kabel rumah/gedung izin radio Lokal,izin pemakaian spektrum frekuensi radio dalam kabupaten.f. Memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasisebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.g. Memproses izin penggalian untuk keperluan kabel telekomunikasi.h. Memproses izin instalasi penangkal petir.i. Memproses proses instalasi genset.



j. Memproses izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.k. Memproses rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknisterhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.l. Memproses izin lokal pembangunan studio dan stasiun pemancar radio atau televisi.m. Koordinasi atau fasilitasi pembudayaan komunikasi sosial skala kabupaten.n. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembangunan kemitraan skala kabupaten.o. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidangtugasnya.p. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaipertanggungjawaban terhadap atasan.q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 4.3

Seksi Diseminasi Informasi
Pasal 207Seksi Diseminasi Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana program kegiatan seksi diseminasi informasi.b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungandengan seksi diseminasi informasi.e. Melaksanakan diseminasi informasi baik paket informasi nasional maupun paketinformasi daerah.f. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data tentang kelompok informasimasyarakat.g. Melakukan pengarahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan mengevaluasi sertamembuat laporan.h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait sesuai denganbidang tugasnya.i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5

Bidang Kebudayaan
Pasal 208Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembinaan adat,pengembangan seni, budaya sejarah dan kepurbakalaan.
Pasal 209Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 208 BidangKebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Penyusunan rencana kegiatan bidang kebudayaan.b. Pemberian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungandengan bidang kebudayaan.e. Penyusun rencana dan program lingkup pembinaan adat pengembangan seni budaya,sejarah dan kepurbakalaan.f. Menyusun kebijakan-kebijakan teknis bidang kebudayaan.g. Menyusun petunjuk teknis lingkup pembinaan adat, pengembangan seni  budaya,sejarah dan kepurbakalaan.



h. Pelaksanaan bidang kebudayaan lingkup pembinaan adat, pengembangan senibudaya, sejarah dan kepurbakalaan.i. Pengkajian rekomendasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perfilmanserta pengiriman dan penerimaan misi kesenian.j. Pembinaan, monitoring, evaluasi pelaporan lingkup pembinaaan adat,pengembangan seni budaya, sejarah dan kepurbakalaan.k. Pelaksanaan dan koordinasi dengan intern unit instansi terkait.l. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaipertanggungjawaban kepada atasan.m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 5.1

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Adat
Pasal 210Seksi Pembinaan dan Pengembangan Adat mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Adat.b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungandengan pembinaan adat.e. Menghimpun dan mengelolah data untuk monitoring.f. Menyusun konsep program pembinaan adat.g. Menyusun konsep petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan penyuluhan tentangpembinaan adat.h. Mempersiapkan bahan rekomendasi masalah adat istiadat daerah.i. Mempersiapkan bahan rekomendasi kegiatan yang berkenaan dengan adat istiadat.j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkungan pembinaan adat.k. Mempersiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidangtugasnya.l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5.2
Seksi Pengembangan Seni Budaya

Pasal 211Seksi Pengembangan Seni Budaya mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana program kegiatan seksi pengembangan seni budaya.b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berhubungan dengan pengembanganseni budaya.e. Melaksanakan kegiatan festival-festival kesenian tradisional.f. Menyusun konsep juknis penyelenggaraan kegiatan kesenian.g. Menyiapkan rekomendasi kegiatan kesenian di tingkat kota.h. Mengadakan pagelaran seni budaya seni tradisional.i. Mempersiapkan rekomendasi kegiatan seni dan budaya untuk mengadakanpagelaran di tingkat kota dan luar kota.j. Mempersiapkan bahan pengembangan dan bimbingan seni budaya dalam kota dankegiatan lainnya.k. Melaksanakan kebijakan nasional/provinsi kota standarisasi pemberian izinpengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.l. Menerbitkan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam kerja sama luar negeri.



m. Menyusun kriteria dan prosedur penyelengaraan festival, pameran dan lomba tingkatkota.n. Menyusun dan memonitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota.o. Memberi penghargaan kepada seniman yang telah berjasa pada bangsa dan Negaraskala kota.p. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota.q. Menyusun dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau bendakesenian Skala kota.r. Melaksanakan pembentukan atau pengelolahan pusat kegiatan kesenian.s. Melaksanakan kebijakan nasional dan kebijakan kota dalam rangka perlindunganpemanfaatan kesenian.t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan seni danbudaya.u. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit instansi terkait sesuai dengan bidangtugasnya.v. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung-jawaban kepada atasan.w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 5.3

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
Pasal 212Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana kegiatan seksi sejarah dan kepurbakalaan.b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungandengan sejarah dan kepurbakalaan.e. Mendata dan menghimpun benda-benda sejarah dan kepurbakalaan.f. Melaksanakan pedoman nasional/provinsi kebijakan di bidang penulisan sejarahlokal dan sejarah kebudayaan daerah.g. Melaksanakan pedoman nasional dan kebijakan kota bidang pemahaman sejarahnasional dan sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.h. Melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan kebijakan kota di bidang inventarisasidan dokumen sumber sejarah dan publikasi sejarah.i. Melakukan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberiantokoh yang berjasa terhadap pembangunan sejarah.j. Menyusun pedoman penanaman nilai sejarah dan wawasan kebangsaan.k. Melaksanakan pedoman dan nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan.l. Melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan kebijakan kota mengenai data basedan sistem informasi geografi.m. Melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan kebijakan kota mengenai koordinasidan kemitraaan penetapan sejarah.n. Melaksanakan pedoman nasional /provinsi dan kebijakan kota penyelenggaraandiklat bidang sejarah skala kota.o. Melaksanakan pedoman mengenai hasil sertifikasi konvensi internasional “culturaldiversity on cultural lanscave, protection on cultural and natural heritage”.p. Menerapkan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan benda cagarbudaya.q. Menerapkan dan menyusun benda cagar budaya.r. Menyusun kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum.s. Penelitian arkeologi dan pendirian museum yang dimiliki.t. Menyusun pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.



u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sejarah dankepurbakalaan.v. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait sesuai denganbidang tugasnya.w. Menyusun dan menyampaikan pelaksanaan tugas Sebagai pertanggungjawabankepada atasan.x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 6

Bidang Pariwisata
Pasal 213Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan danpembangunan objek wisata, promosi, rekreasi dan hiburan serta pajak dan retribusipariwisata.
Pasal 214Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 213 BidangPariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja tahunan bidang pariwisata.b. Melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan kabupaten bidang pariwisata.c. Mengelolah pengembangan dan pembinaan serta kerja sama destinasi Pariwisata.d. Melaksanakan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.e. Pengelolaan rekreasi dan hiburan serta pemberian perizinan, rekomendasi usahapariwisata.f. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak retribusi pariwisata.g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata.h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6.1
Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata

Pasal 215Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana program Seksi.b. Mengelolah pelaksanaan penataan sarana dan prasarana wisata.c. Melaksanakan pemeliharaan dan keindahan serta kenyamanan tempat-tempatwisata.d. Mengelolah pelaksanaan kerja sama destinasi pariwisata.e. Melakukan studi banding ke tempat-tempat wisata luar daerah.f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 6.2

Seksi Promosi, Rekreasi dan Hiburan.
Pasal 216Seksi Promosi, Rekreasi dan Hiburan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun program rencana kerja seksi.b. Menyiapkan bahan promosi wisata melalui media cetak, elektronik, pameran danmedia tradisional.c. Mengelolah jasa rekreasi, pemandu wisata dan hiburan.d. Mengiventarisasi data usaha hiburan.e. Memberi perizinan, rekomendasi dan pengawasan usaha hiburan.



f. Mengelolah penyelenggaraan event lomba wisata minat khusus.g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 6.3

Seksi Pajak dan Retribusi Pariwisata
Pasal 217Seksi Pajak dan Retribusi Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana program kerja seksi.b. Melaksanakan pendataan, Pembinaan pengusaha hotel dan restoran.c. Memberi perizinan, rekomendasi dan pengawasan usaha hotel dan restoran.d. Melakukan pengelolaan, pemungutan, penyetoran pajak dan retribusi pariwisata.e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 218Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantuBupati dalam melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Kependudukan danPencatatan Sipil.
Pasal 219Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 218 Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Perumusan program di bidang kependudukan dan catatan sipil.2. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil.3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangkependudukan dan catatan sipil berdasarkan peraturan perundangan-undangan.4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.5. Pelaksana ketatausahaan.6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 220Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, urusan keuangan danurusan perencanaan.
Pasal 221Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 220 Sekretarismempunyai fungsi Unsur Pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan danpencatatan sipil.
Pasal 222Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas sebagaiberikut :1. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaanorganisasi dan tatalaksana.



2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.4. Melaksanakan urusan umum, urusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyuratdan kearsipan serta hubungan masyarakat.5. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2.1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 223Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana kebutuhan pegawai pada tiap tahun anggaran.2. Memeriksa, menyusun dan menyelesaikan daftar urut kepangkatan, daftar rencanausulan kenaikan pangkat, gaji berkala, penyusunan daftar rencana pegawai yangakan pensiun dan membuat DP3 serta surat izin dan cuti pegawai.3. Menyusun kebutuhan barang, alat-lat kantor berdasarkan usul/masukan dari unitkerja di lingkungan dinas sebagai bahan perencanaan dinas.4. Pendistribusian, penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi barang sertapertanggung jawaban barang-barang, agar barang-barang terawat dengan baik.5. Memeriksa pendistribusian barang, peralatan kantor keunit-unit kerja di lingkungandinas agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana.6. Melaporkan semua kegiatan kepada atasan.7. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2.2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 224Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan penyusunan anggaran mulai dari RKA SKPD sampai dengan DPASKPD dan berikut perubahannya.2. Melaksanakan pembukuan dan mengurus perbendaharaan.3. Melaksanakan pertanggung jawaban dan laporan keuangan.4. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2.3

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 225Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun materi perencanaan program dan kegiatan sekretariat bidangpendaftaran penduduk, bidang pencatatan sipil, bidang informasi dan pengelolaandata kependudukan serta menyusun materi perencanaan program dan kegiatanpada unit pelaksana teknis dinas berdasarkan usulan/masukan dari bidang dan UPT.2. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data terhadap pelaksanaan program dankegiatan dari sekretariat bidang-bidang dan UPT.3. Monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan dinas termasuk penyusanan LAKIP.4. Melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3

Bidang Pendaftaran Penduduk
Pasal 226Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi,penyelenggaraan dan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasikependudukan skala kabupaten.



Pasal 227Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 226 BidangPendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan SDM sertapengawasan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.2. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 228Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pendaftaran Pendudukmempunyai tugas sebagai berikut :1. Mrumuskan kebijakan bidang pendaftaran penduduk.2. Sosialisasi bidang pendaftaran penduduk.3. Melakukan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan nomorinduk kependudukan (NIK).4. Melayani pendaftaran perubahan alamat.5. Melayani pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah RI.6. Melayani pendaftaran warga negara Indonesia tinggal sementara.7. Melayani pendaftaran pindah datang antar negara.8. Melayani pendaftaran penduduk yang tinggal diperbatasan antar Negara.9. Melayani pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan10. Melayani penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk.11. Melayani penatausahaan pendaftaran penduduk.

Paragraf 3.1
Seksi Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 229Seksi Pendaftaran Peristiwa Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Pemberian nomor induk  kependudukan (NIK) dalam biodata penduduk.
2. Penerbitan surat keterangan datang dari luar negeri kepada WNI dari luar negerisebagai dasar penerbitan kartu keluarga (KK)  dan kartu tanda penduduk (KTP).
3. Penerbitan surat keterangan tempat tinggal orang asing dari luar negeri yang telahdidaftar yang habis masa berlakunya.

Pasal 230Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pendaftaran PeristiwaKependudukan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melakukan pencatatan biodata penduduk.2. Melakukan pemutakhiran biodata penduduk.3. Melakukan perekaman data kependudukan berdasarkan surat keterangan pindahdatang sesuai dengan klasifikasinya.4. Melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayahIndonesia.5. Memberikan pengesahan tentang surat keterangan pindah datang bagi orang asinguntuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5.6. Melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri.7. Melakukan pendaftaran kedatangan orang asing dari luar negeri denganmenerbitkan izin tinggal terbatas.8. Melakukan pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubahstatus menjadi tinggal tetap.



9. Melakukan pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas atau orang asingtinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri.10. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
Paragraf 3.2

Seksi Pendataan dan Pelaporan Penduduk Rentan
Pasal 231Seksi Pendataan dan Pelaporan Penduduk Rentan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan bagi penduduk korbanbencana sosial.2. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.3. Penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasikependudukan.
Pasal 232Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pendataan dan PelaporanPenduduk Rentan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.2. Melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan bagi pendudukkorban bencana sosial.3. Membantu penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadapperistiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri.4. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Paragraf 3.3
Seksi Pelayanan

Pasal 233Seksi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penerbitan kartu keluarga untuk WNI  atau penduduk orang asing tinggal tetap.2. Penerbitan KTP kepada WNI atau orang asing tinggal tetap yang telah berusia 17Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.3. Penerbitan KTP bagi penduduk korban bencana dengan tanpa dipungut biaya.4. Pemberian  KTP bagi penduduk miskin yang memiliki konvensasi bahan bakar minyak(KBBM) dengan tanpa dipungut biaya.5. Penerbitan perubahan KTP bagi WNI yang terjadi perubahan data.6. Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri.
Pasal 234Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pelayanan mempunyai tugassebagai berikut :1. Melakukan pengadaan formulir-formulir pendaftaran  penduduk.2. Melakukan pengadaan blangko-blangko barang berharga (KTP dan Kartu Keluarga).3. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 4

Bidang Pencatatan Sipil
Pasal 235Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melakukan koordinasipenyelenggaraan dan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasikependudukan skala kabupaten.



Pasal 236Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 235 BidangPencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pencatatan kelahiran.2. Pencatatan lahir mati.3. Pencatatan perkawinan.4. Pencatatan perceraian.5. Pencatatan kematian.6. Pencatatan pengangkatan anak,  pengakuan anak dan pengesahan anak.7. Pencatatan perubahan nama.8. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan.9. Pencatatan peristiwa penting lainnya .10.Pencatatan perubahan dan pembatalan akta.11.Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil.12.Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
Pasal 237Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pencatatan Sipil mempunyaitugas sebagai berikut :1. Melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan SDM sertapengawasan terhadap penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.2. Melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4.1
Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian

Pasal 238Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsisebagai berikut :1. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran.2. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta kematian.3. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan.4. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta perceraian.
Pasal 239Dalam melaksanakan fungsinya Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Perkawinan danPerceraian mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melakukan pengadaan formulir-formulir administrasi kependudukan untukpencatatan sipil tentang akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan akta perceraian.2. Melakukan pengadaan blangko-blangko barang berharga untuk pencatatan sipiltentang akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan akta perceraian.3. Melakukan pemeliharaan dokumen pencatatan sipil tentang kelahiran, kematian,perkawinan, dan akta perceraian.4. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4.2
Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pencatatan Lainnya

Pasal 240Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pencatatan Lainnya mempunyai fungsisebagai berikut :1. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan anak.2. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta pangakuan anak.



3. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta pengesahan anak.4. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta perubahan nama dan statuskewarganegaraan.
Pasal 241Dalam melaksanakan fungsinya Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan danPencatatan Lainnya mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melakukan pengadaan formulir-formulir administrasi kependudukan untukpencatatan sipil tentang pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak,ganti nama dan pencatatan peristiwa penting lainnya.2. Melakukan pengadaan blangko-blangko barang berharga untuk pencatatan sipiltentang pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, ganti nama danpencatatan peristiwa penting lainnya.3. Melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya.4. Melakukan pemeliharaan dokumen pencatatan sipil tentang pengangkatan,pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan.5. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4.3
Seksi Penyuluhan Kependudukan

Pasal 242Seksi Penyuluhan Kependudukan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Mempelajari kebutuhan penyuluhan kependudukan.2. Mempelajari jenis penyuluhan kependudukan yang sudah dilaksanakan maupun yangakan dilaksanakan.3. Menyusun rencana dan program/kegiatan penyuluhan kependudukan.4. Menyusun kualifikasi peserta penyuluhan kependudukan yang akan dilaksanakan.5. Mengumpulkan data dan bahan penyuluhan kependudukan yang akan dilaksanakan.6. Menyusun bahan dan sarana penyuluhan kependudukan.7. Melaksanakan penyuluhan kependudukan.8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penyuluhan kependudukan.9. Melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5

Bidang Informasi dan Pengelolaan Data Kependudukan
Pasal 243Bidang Informasi dan Pengelolaan Data Kependudukan mempunyai tugas pokokmelaksanakan koordinasi, penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasikependudukan, perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan skalakabupaten.
Pasal 244Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 243 BidangInformasi dan Pengelolaan Data Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyelenggaraan pengelolaan dan penyajian data penduduk skala kabupaten.2. Penyelenggaraan koordinasi penyajian informasi data kependudukan dengan instansiterkait.3. Perlindungan dan kerahasiaan data penduduk.4. Penyelenggaraan penyajian data penduduk dengan sistem informasi administrasikependudukan (SIAK).



5. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten.6. Pelaporan hasil penyesuaian data penduduk.
Pasal 245Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Informasi dan Pengelolaan DataKependudukan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan SDM sertapengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan informasi dan datakependudukan skala kabupaten.2. Melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5.1
Seksi Pengelolaan dan Laporan Data Kependudukan

Pasal 246Seksi Pengelolaan dan Laporan Data Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.2. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.3. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten.4. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten dan tempat perekaman datakependudukan di kecamatan.5. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sertapemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasikependudukan.6. Penyajian dan dimensi informasi penduduk.7. Penyusunan dan penyampaian laporan kependudukan secara berkala.
Pasal 247Dalam melaksanakan fungsinya Seksi Pengelolaan dan Laporan Data Kependudukanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Melakukan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skalakabupaten.2. Melakukan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringankomunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempatpelayanan dokumen penduduk.3. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5.2
Seksi Manajemen  Kependudukan

Pasal 248Seksi Manajemen  Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertibadministrasi kependudukan.
2. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara priodik.
3. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampakkependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skalakabupaten.

Pasal 249Dalam melaksanakan fungsinya Seksi Manajemen  Kependudukan mempunyai tugassebagai berikut :



1. Melaksanakan kebijakan, sosialisasi dan penyelenggaraan perencanaankependudukan skala kabupaten.
2. Melaksanakan penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dandengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten.
3. Melakukan penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisisdampak kependudukan skala kabupaten.
4. Melakukan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dananalisis dampak kependudukan serta kebijakan kepada khalayak sasaran.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporanterhadap indikator kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skalakabupaten.
6. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Paragraf 5.3
Seksi Perlindungan dan Dokumen Kependudukan

Pasal 250Seksi Perlindungan dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukankabupaten.2. Melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasilpendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.3. Melaksanakan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitaspenduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindunganpenduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skalakabupaten.4. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitaspenduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindunganpenduduk serta pembangunan berwawasan kependudukkan.5. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakanpengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk,  pengarahanmobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk sertapembangunan berwawasan kependudukan.6. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitaspenduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindunganpenduduk.7. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5.2

Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 251Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalammelaksanakan urusan Otonomi Daerah di Bidang Pekerjaan Umum.
Pasal 252Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 251 Kepala DinasPekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan program di bidang pekerjaan umum.b. Perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum.c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pekerjaanumum berdasarkan peraturan perundang-undangan.



d. Pembinaan di bidang pekerjaan umum.e. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.f. Pelaksanaan ketatausahaan.g. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 253Sekretaris mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan ketatausahaan,kepegawaian, keuangan, peralatan, dan perbekalan, urusan umum, rumah tangga.
Pasal 254Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 Sekretarismempunyai fungsi sebagai berikut :a. Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.b. Memimpin sub bagian yang ada dilingkungannya dan bertanggung jawab ataskelancaran tugasnya.c. Menyelenggarakan urusan tata usaha kantor.d. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian.e. Menyelenggarakan urusan tata keuangan.f. Menyelenggaran urusana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapankantor.g. Melakukan pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan verifikasi administrasikeuangan.h. Menyelenggarakan urusan peraturan perundang-undangan.i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas.j. Melaksanakan pengkordinasian penyusunan programk. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Paragraf 2.1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 255Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :a. Mengurus penerimaan penyimpanan dan pengeluaran arsip/surat-surat penting.b. Mengurus rumah tangga dinas, seperti kesejahteraan karyawan, kebersihanlingkungan kantor, dan urusan perjalanan dinas.c. Membuat laporan inventarisasi.d. Mengurus dan menginventarisasi semua kekayaan milik dinas.e. Membuat rencana dan mengatur kebutuhan peralatan, bahan bakar, pelumas untukkendaraan dinas.f. Melaksanakan pelayanan pembuatan IUJK dan registrasi IUJK.g. Mengurus pengadaan barang dan jasa.h. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokuler.i. Mengurusan ketatausahaan kepegawaian.j. Merencanakan kebutuhan, penempatan pegawai.k. Mengurus penerimaan pengusulan pengangkatan, pemberhentian / pensiun.l. Mengurus peningkatan pendidikan atau pelatihan kepegawaian di Dinas PekerjaanUmum.m. Meningkatkan kinerja disiplin pegawai.n. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.



Paragraf 2.2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 256Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Penyusunan anggaran.b. Melaksanakan pengendalian keuangan dinas.c. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan.d. Menyusun laporan keuangan.e. Melaksanakan penatausahaan keuangan.f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2.3

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 257Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :1) Membuat/menyusun rencana program pembangunan di bidang bina marga,pengairan, cipta karya di Dinas Pekerjaan Umum.2) Menyusun melaksanakan estimasi pembiayaan pembangunan di bidang bina marga,pengairan dan cipta karya.3) Mendata serta menyusun, usulan masyarakat di bidang jalan dan jembatan,pengairan, cipta karya, yang dilaksanakan rencana pembangunan, pemeliharaan,peningkatan pada Dinas Pekerjaan Umum.4) Melaksanakan kegiatan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum.5) Menyusun laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada bidangjalan dan jembatan, pengairan, keciptakaryaan di Dinas Pekerjaan Umum.6) Membuat laporan-laporan, serta menyajikan pengelolaan data terhadap rencanapelaksanaan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum.7) Membuat laporan serta evaluasi kegiatan pembangunan yang diperlukan pada DinasPekerjaan Umum.8) Menyampaikan laporan setiap bulan dan triwulan ke instansi yang terkait.9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3

Bidang Bina Marga
Pasal 258Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok mempunyai tugas di bidang kebinamargaanyang meliputi pembangunan pemeliharaan, peningkatan jalan dan jembatan.
Pasal 259Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 258 Bidang BinaMarga mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kegiatan teknis pembangunan, pengendalian, pengelolaan danpembinaan, pengawasan.b. Perumusan dan pengaturan standar dan kwalitas serta evaluasi jalan dan jembatanKabupaten, Propinsi dan Nasional/Negara.

Paragraf 3.1
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 260Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas sebagai berikut :



a. Menyusun rencana pembangunan jalan dan jembatan.b. Menyusun dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.c. Pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan.d. Melaksanakan penelitian, penyelidikan dan pengujian serta mutu bahan jalan danjembatan.e. Pengujian kwalitas pekerjaan pembangunan Jalan dan jembatan.f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3.2

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pasal 261Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana pemeliharaan jalan dan jembatan.b. Menyusun estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan.c. Pembinaan, pengawasaan, pengendalian dan pemeliharaan jalan dan jembatan.d. Penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat kerusakan.e. Menginventaris jalan dan jembatan (legher).f. Pengawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan.g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3.3
Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pasal 262Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana peningkatan jalan dan jembatan.2. Menyusun dan estimasi biaya pelaksanaan peningkatan jalan dan jembatan.3. Melaksanakan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan.4. Meningkatkan pelayanan/kualitas jalan dan jembatan.5. Meningkatkan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4

Bidang Cipta Karya
Pasal 263Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang tatabangunan, pengolahan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian tata bangunan.
Pasal 264Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 Bidang CiptaKarya mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Penyusunan perencanaan kebijaksanaan teknis tata bangunan.b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang penataan bangunan dan penyehatanlingkungan.c. Pengaturan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman.d. Pengelolaan fisik gedung dan rumah negara.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4.1
Seksi Bangunan

Pasal 265Seksi Bangunan mempunyai tugas sebagai berikut :



a. Menyiapkan peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis danSPADAN pembangunan perumahan.b. Menyiapkan bantuan teknis perencanaan dan pelaksanaan fisik pembangunaperumahan dan pemukiman.c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan danpemukiman.d. Menyusun rencana estimasi biaya pembangunan perumahan dan pemukiman.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4.2

Seksi Pengelolaan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih
Pasal 266Seksi Pengelolaan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih mempunyai tugas sebagaiberikut :a. Melaksanakan penataan secara teknis, rehabilitasi pengelolaan pemeliharaan saranadan prasarana air bersih dan buangan/air limbah.b. Melaksanakan teknis, pengendalian bangunan, rehabilitasi, pengelolaan bangunanpemeliharaan sarana dan prasarana perumahan.c. Melaksanakan inventarisasi kondisi bangunan, sarana air bersih, drainase serta jalanlingkungan.d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4.3
Seksi Perumahan

Pasal 267Seksi Perumahan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan pengaturan dan perencanaan teknis pembangunan perumahan masalserta prasarana lingkungan.b. Melaksanakan survey, pemetaan, pengukuran dan pengaturan bangunan perumahanserta mendokumentasikannya.c. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.
Paragraf 5

Bidang Pengairan
Pasal 268Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang pembangunandan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan, pengairan pedesaan dan jaringanirigasi.
Pasal 269Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 268 BidangPengairan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengendalian,pengelolaan dan pembinaan.b. Pengawas dan pengendalian teknis pengairan dibidang pembangunan peningkatan,rehabilitas dan pemeliharaan, pengairan pedesaan, irigasi dan rawa.c. Pengaturan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarandaerah rawah, danau dan pantai serta situ.



d. Menyelenggarakan pengawasan prasarana dan sarana bendungan besar sertapembangunannya.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5.1

Seksi Pembangunan dan Peningkatan
Pasal 270Seksi Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pembangunan danpeningkatan jaringan irigasi.b. Menyusun rencana teknis pembangunan dan peningkatan di bidang pengairan.c. Menyusun dan estimasi pembangunan prasarana dan sarana bendungan akibatkerusakan.d. Menyelenggarakan dan pengamanan prasarana dan sarana bendung besar sertapengembangannya.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 5.2
Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Pasal 271Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan pembinaan, Pengawasan, Pengendalian kegiatan operasi, rehabilitasdan pemeliharaan pengairan.b. Melaksanakan inventarisasi kondisi bangunan pengairan dan pengumpulan data.c. Melaksanaan penelitian efisiensi dan efektifitas penggunan air permukaan dansumber air.d. Melaksakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan rehabilitasiirigasi dan rawa.e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pengelolaan air permukaandan sumber air.f. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasaranadaerah rawa, danau dan pantai.g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5.3

Seksi Pengairan Pedesaan
Pasal 272Seksi Pengairan Pedesaan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan peningkatanrehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah dan jaringan tersier.b. Melaksanakan pengelolaan iuran pelayanan air Irigasi (IPAIR).c. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan bagi petani pemakai air.d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 273Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokokmembantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang koperasi,usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.



Pasal 274Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 273 Kepala DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan program di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustriandan perdagangan.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,perindustrian dan perdagangan.
3. Pemberian izin dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,perindustrian dan perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Pelaksanaan ketatausahaan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.

Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 275Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasikepada semua unsur dilingkungan dinas.
Pasal 276Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 275 Sekretarismempunyai fungsi sebagai berikut :1. Perumusan perencanaan dan program kegiatan.2. Penyusun anggaran dan pengelolaan urusan keuangan.3. Pengelola perlengkapan, menata kepegawaian dan urusan rumah tangga Dinas.4. Pengkoordinasikan perencanaan kegiatan rutin maupun pembangunan dari bidang-bidang di lingkungan dinas.5. Penganalisa bahan-bahan dari bidang-bidang, sebagai bahan masukan bagi dinasuntuk perumusan kebijakan teknis dinas.6. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2.1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 277Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana kebutuhan pegawai setiap tahun anggaran sesuai dengan formasiyang ada.2. Memeriksa, menyusun dan menyelesaikan daftar rencana usulan kenaikan pangkat,gaji berkala, penyusunan daftar rencana pegawai yang akan pensiun dan membuatDP3 serta surat izin dan cuti pegawai.3. Menyusun Kebutuhan Barang, alat-alat kantor berdasarkan dari usulan dari unitkerja di lingkungan dinas sebagai bahan masukan perencanaan dinas.4. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada staf cara mengumpulkan,mengelola data perlengkapan kantor.5. Memeriksa Pendistribusian barang, alat perkantoran keunit-unit kerja dilingkungandinas.6. Mencatat, mengagendakan, mengekspedisikan surat masuk dan surat keluar.7. Menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dilingkungan dinas.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 2.2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 278Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan penyusunan anggaran.2. Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan.3. Melaksanakan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 2.3

Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan
Pasal 279Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menghimpun program dan perencanaan kegiatan sekretariat dinas, bidang koperasi,bidang industri dan perdagangan.2. Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data terhadap pelaksanaan kegiatansekretariat dinas, bidang koperasi, bidang industrian dan perdagangan.3. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3

Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 280Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokokMelaksanakan sebagaian tugas dinas koperasi, perindustrian dan perdagangfan dibidangkoperasi & usaha mikro kecil menengah.
Pasal 281Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil danMenengah mempunyai tugas sebagai berikut :1. Memfasilitasi permodalan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah.2. Merumuskan kebijaksanaan dibidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.3. Membina dan mengawasi pelayanan minimal dibidang perkoperasian.4. Mengesahkan akta pendirian koperasi.5. Mengesahkan akta penggabungan koperasi.6. Melaksanakan pembubaran koperasi.7. Menyelenggarakan tata cara penyertaan modal pada koperasi dan usaha kecil danmenengah.8. Membina dan pengawasan kerja sama antar koperasi dan usaha kecil dan menengah.9. Menyelenggarakan kualifikasi koperasi dan usaha kecil dan menengah.10. Mengawasi teknis pelaksanaan usaha bidang koperasian usaha kecil dan menengah.11. Memberikan perizinan dibidang koperasi.12. Menyelenggarakan pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan usaha kecildan menengah.13. Membina akuntasi koperasi dan usaha kecil menengah.14. Menyusun rencana kegiatan teknis kegiatan bidang koperasi dan usaha kecil danmenengah.15. Menyelenggarakan promosi bidang kopeasi dan usaha kecil dan menengah.16. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola koperasi dan UKM.17. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembinaan kelembagaan danusaha koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).



18. Melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang perkoperasian dan usaha kecilmenengah.19. Merekomendasikan usulan permohonan bantuan yang di ajukan oleh koperasi danusaha mikro kecil menengah.20. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektoral tentang pembinaan serta programpengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah.21. Memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan koperasi dan usaha mikro kecilmenengah.22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3.1

Seksi Bina Usaha Koperasi dan Simpan Pinjam
Pasal 282Seksi Bina Usaha Koperasi dan Simpan Pinjam mempunyai tugas sebagai berikut :1. Memfasilitasi permodalan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.2. Merumuskan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.3. Membina dan pengawasan kerja sama antar koperasi dan usaha kecil dan mengah.4. Mengawasi teknis pelaksanaan bidang usaha koperasi dan usaha kecil dan mengah.5. Menyelenggarakan pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan usaha kecildan menengah.6. Melaksanakan evaluasi dan monitor kearsipan simpan pinjam.7. Menyusun rencana teknis kegiatan bina usaha kegiatan koperasi dan usaha kecil danmenengah.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3.2
Seksi Pendaftaran dan Perizinan

Pasal 283Seksi Pendaftaran dan Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Membina dan mengawasi pelayanan minimal dibidang perkoperasian.2. Menyiapkan pengesahan akta pendirian koperasi.3. Menyiapkan pengesahan akta penggabungan koperasi.4. Menyiapkan pelaksanaan pembubaran koperasi.5. Menyelenggarakan kualifikasi usaha bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.6. Memberikan perizinan bidang koperasi.7. Membina akuntansi koperasi.8. Menyusun rencana teknis kegiatan bidang pendaftaran dan perizinanan koperasi.9. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola koperasi dan UMKM.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3.3

Seksi Usaha Mikro, Kecil danMenengah
Pasal 284Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas sebagai berikut :1. Membantu tugas operasional bidang koperasi dalam membina usaha mikro, kecil danmenengah.2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja intern, petugas konsultasi lapangandalam melaksanakan pembinaan.3. Menyiapkan rekomendasi bagi pengusaha mikro kecil dan menengah yangmengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan fasilitas.



4. Menyelenggarakan pameran dan promosi hasil-hasil usaha baik pengusaha mikro,kecil dan menengah.5. Membuat laporan pertanggungjawaban pembinaan pengusaha mikro kecil danmenengah.6. Mengevaluasi tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan perencanaankegiatan selanjutnya.7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4

Bidang Perindustrian
Pasal 285Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan di bidang usaha produksi dan saranaperindustrian.
Pasal 286Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 285 BidangPerindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pemfasilitasi permodalan bagi industri kecil dan menengah.2. Pelaksanaan penerbitan izin usaha industri.3. Pengendalikan dan mengawasi pencemaran industri.4. Pemantauan dan pengawasan industri dari produk tertentu yang berkaitan dengankeamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.5. Pemfasilitasi penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama dibidang Industri danmendorong  penyelenggaraan kemitraan Industri.6. Penyelenggaraan pembinaan/pengembangan usaha industri.7. Pemberian izin usaha industri dan tanda daftar industri.8. Pemfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilanbagi pengrajin IKM.9. Pemberdayaan IKM dibidang industri.10. Pemfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalammengembangkan sektor perindustrian.11. Penyusun potensi/profil sektor perindustrian.12. Pengadaan promosi dan pameran hasil produksi industri.13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4.1
Seksi Bimbingan Sarana

Pasal 287Seksi Bimbingan Sarana mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan pendataan sarana dan prasarana Industri.b. Mengadakan dan mengusulkan sarana dan prasarana industri.c. Mengendalikan dan mengawasi terhadap pencemaran industri.d. Memantau dan penerapan industri dari produk tertentu yang berkaitan dengankeamanan, kesehatan umum, keselamatan lingkungan dan moral.e. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dan mitra kerja lainnya untukpengadaan sarana dan prasaran industri.f. Mengadakan promosi dan pameran kerajinan-kerajinan produk industri.g. Menerbitan izin usaha industri.h. Melaksanakan pemberian izin tanda daftar industri (TDI) dan surat izin usahaindustri (SIUI).



i. Memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan keadaan perkembangan perizinanusaha industri.j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4.2

Seksi Bimbingan Usaha Produksi
Pasal 288Seksi Bimbingan Usaha Produksi mempunyai tugas sebagai berikut :1. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam mengembangkan usaha industri.2. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama di bidang industri danmendorong penyelenggaraan kemitraan industri.3. Menyelenggara pembinaan/pengembangan usaha industri.4. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilanbagi pengrajin IKM.5. Mengadakan pembinaan terhadap usaha industri.6. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data industri.7. Menyusun profil industri.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4

Bidang Perdagangan
Pasal 289Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Koperindagdibidang usaha perdagangan, meteorologi dan perlindungan konsumen serta distribusi.
Pasal 290Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 289 BidangPerdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyusun rencana/program pembinaan dan pengembangan perdagangan.2. Penyediaan, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan.3. Penyelenggaraan pembinaan/pengembangan usaha perdagangan.4. Pemantau dan mendata aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang danjasa.5. Pengendali dan mengawasi penerapan standar perdagangan.6. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).7. Pendorong pelaksanaan kemitraan perdagangan kecil, menengah dan besar sertasektor perdagangan lainnya.8. Pemfasilitasi perolehan permodalan bagi usaha perdagangan dalam pengembanganusaha.9. Pemonitor dan memfasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok.10. Penyediakan informasi pasar (aspek harga dan non harga).11. Pendorong usaha peningkatan ekspor daerah.12. Pemantau dan mengendalikan kegiatan impor.13. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran pemakaian hak kekayaan intelektual(HKI) dan sumber daya manusia.14. Pemberdayakan UKM dibidang perdagangan.15. Penerbitan dan mengawasi tanda daftar organisasi usaha niaga tingkat DewanPimpinan Daerah (DPD).16. Penerbitkan dan mengawasi izin sewa beli.17. Penerbitkan dan mengawasi tanda daftar usaha waralaba.18. Penerbitkan dan mengawasi daftar kerajinan produksi dalam negeri.



19. Penerbitkan dan mengawasi surat izin usaha perdagangan minuman berakohol(SIUPMB) untuk pengecer/penjual langsung untuk diminum.20. Penerbitkan dan mengawasi tanda daftar gudang dengan luas dibawah 2500 m2.21. Penerbitkan dan mengawasi izin usaha pasar modern dengan luas gral kurang dari2000 m2.22. Penerbitkan rekomendasi izin usaha pasar modern dengan luas gral 2000 m2 ataulebih.23. Penerbitkan dan mengawasi persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasionaldan lokal.24. Penerbitkan surat keterangan dan surat izin perdagangan antar daerah.25. Pemantau dan mengawasi pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persainganusaha tidak sehat.26. Pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen.27. Pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan penggunaan tanda tera dan tera isi ulangalat UTTP (ukuran, takaran, timbangan dan pengepakan).28. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.29. Pengembangan lembaga perdagangan.30. Pemantau dan mendata usaha jasa perdagangan.31. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan nasional.32. Pemberi dan mengawasi tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat (LPKSM).33. Penyusun potensi/profil sektor perdagangan.34. Pemfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh dalam mengembangkan sektorperdagangan.35. Pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (SKA), memfasilitasi pengadaan danpenyaluran garam beryodium.36. Pelaksanakan usaha penerbitan izin usaha kawasan perdagangan.37. Pemberian tanda daftar keagenan produksi dalam negeri.38. Pengelola dan mengembangkan kawasan brikat.39. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 4.1

Seksi Usaha Perdagangan
Pasal 291Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana/program pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan.2. Menyelenggarakan pembinaan/pengembangan usaha perdagangan.3. Memberi dan menerbitkan surat izin perdagangan (SIUP).4. Mendorong penyelenggaraan kemitraan perdagangan kecil, menengah dan besarserta sektor usaha perdagangan lainnya.5. Memfasilitasi perolehan permodalan bagi usaha perdagangan dalam pengembanganusaha.6. Menerbitkan surat keterangan dan surat izin perdagangan antar daerah.7. Memberdayakan UKM dibidang perdagangan.8. Memberi dan mengawasi izin sewa beli.9. Memberi dan mengawasi tanda daftar usaha waralaba.10. Mengembangkan lembaga perdagangan.11. Menyusun potensi/profil sektor perdagangan.12. Memfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh.13. Memberikan tanda daftar keagenan produksi dalam negeri.14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 4.2
Seksi Meterologi dan Perlindungan Konsumen

Pasal 292Seksi Meterologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana/program pembinaan dan pengembangan Kemeterologian danperlindungan konsumen.2. Menyelenggarakan pembinaan/pengembangan kemetrologian dan perlindungankonsumen.3. Mengendalikan dan mengawasi penerapan standar perdagangan.4. Menyediakan informasi pasar (aspek harga dan non harga).5. Menyediakan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual(HKI) dan sumber daya manusia.6. Memberi dan mengawasi daftar organisasi usaha niaga tingkat dewan pimpinandaerah.7. Memberi dan mengawasi daftar keagenan produksi dalam negeri.8. Memberi dan mengawasi surat izin usaha perdagangan minuman berakohol(SIUPMB) untuk pengecer dan penjual langsung untuk diminum.9. Memantau dan mengawasi pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persainganusaha tidak sehat.10. Melaksanakan penyuluhan dan pengawasan penggunaan tanda tera dan tera isi ulangalat UTTP (ukuran, takaran, timbangan dan pengepakan).11. Melaksanakan pendaftaran dan perusahaan sebagai bahan informasi perusahaannasional.12. Memberi dan mengawasi tanda daftar lembaga perlindungan konsumen sumber dayamasyarakat (LPKSM).13. Memfasilitasi pengadaan dan penyaluran garam beryodium.14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 4.3

Seksi Distribusi
Pasal 293Seksi Distribusi mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana/program pembinaan dan pengembangan distribusi perdagangan.2. Melaksanakan fasilitasi Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar.3. Melaksanakan pembinaan manajemen pasar.4. Menyediakan, pembangunan dan pengelolaan saran dan prasarana perdagangan.5. Menyelenggarakan pembinaan/pengembangan distribusi perdagangan.6. Memantau dan mendata aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barangdan jasa.7. Memonitor dan memfasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok.8. Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah.9. Memantau dan mengendalikan kegiatan impor.10. Memberi dan mengawasi izin usaha pasar modern dengan luas gral kurang dari2000 M2.11. Memberi rekomendasi izin usaha pasar modern dengan luas gral 2000 M2 atau lebih.12. Memberi dan mengawasi persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasionaldan lokal.13. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.14. Melaksanakan penerbitan surat keterangan asal (SKA).15. Melaksanakan penerbitan izin usaha kawasan perdagangan.16. Mengelola dan mengembangkan kawasan brikat.17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dan Kepala Dinas.



Bagian Kedelapan
Dinas Pertanian

Paragraf 1
Kepala Dinas pertanian

Pasal 294Kepala Dinas pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakanurusan Otonomi Daerah di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan danperkebunan.
Pasal 295Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 294 Kepala Dinaspertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, peternakan danperkebunan.b. Pemberian izin dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan,peternakan dan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan.c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan, peternakandan perkebunan.d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.e. Pelaksanaan ketatausahaan.f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.
Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 296Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Pertanian di bagianumum kepegawaian, keuangan, perencanaan.
Pasal 297Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 296 Sekretarismempunyai fungsi sebagai berikut :1. pengolahan   administrasi kepegawaian.2. Pengelohan administrasi keuangan.3. Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat kearsipan sertahubungan masyarakat.
Pasal 298Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas sebagaiberikut :1. Melaksanakan pengelolaan administasi umum dan kepegawaian.2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.3. Melaksanakan pengelolaan administrasi perencanaan.4. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyuratkearsipan serta hubungan masyarakat.

Paragraf 2.1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 299Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas DinasPertanian di bagian umum kepegawaian.



Pasal 300Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 299 Sub BagianUmum dan Kepegawaian mempunyai fungsi pengolahan administrasi kepegawaian.
Pasal 301Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi yang ada.2. Mengurus tata usaha kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat, berkala, pensiun,membuat DP3, surat izin, cuti, duk dsb.3. Menyiapkan SDM yang profesional di bidang pertanian.4. Mengadakan pembinaan kepegawaian.5. Mengurus penerimaan dan pengeluaran arsip/surat-surat.6. Mengurus rumah tangga dinas, lingkungan dinas dan kesejahteraan pegawai sertaPerjalanan Dinas.7. Menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi barang.8. Menyelenggarakan pengurusan perpustakaan Dinas.9. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2.2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 302Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Tugas Dinas Pertanian dibagian keuangan.
Pasal 303Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 302 Sub BagianKeuangan mempunyai fungsi pengelohan administrasi keuangan.
Pasal 304Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Keuangan mempunyai tugassebagai berikut :1. Menyusun anggaran rutin dinas.2. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas perbendaharaan.3. Melaksanakan pertanggung jawaban dan laporan keuangan.4. Melaksanakan penyiapan data untuk menyusun anggaran.5. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap penerimaan, penyimpanan danpengeluaran uang.6. Melaksanakan penatausahaan keuangan.7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2.3
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 305Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugasDinas Pertanian di bagian perencanaan dan pelaporan.



Pasal 306Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 305 Sub BagianPerencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi penghimpun program dan perencanaankerja bidang tata usaha, bidang tanaman pangan, bidang peternakan, bidang saranaprasarana, bidang perkebunan.
Pasal 307Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menghimpun program dan perencanaan kerja bidang tata usaha, bidang tanamanpangan, bidang peternakan, bidang sarana prasarana, bidang perkebunan.2. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data terhadap pelaksanaan kerja bidangtata usaha, tanaman pangan, peternakan, sarana prasarana, dan perkebunan.3. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kerja.4. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3

Bidang Tanaman Pangan
Pasal 308Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Tugas Dinas Pertaniandi bagian tanaman pangan.
Pasal 309Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 BidangTanaman Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pembinaan program penyaluran benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.2. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih/bibit tanaman pangan danhortikultura.3. Pembinaan bimbingan penggunaan hasil percobaan dan pengkajian penerapan sertapenyebaran teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.4. Pembinaan bimbingan teknis pengembangan hortikultura dan pemanfaatanpekarangan.5. Pembinaan, pemantauan, pengamatan dan pengendalian organism pengganggutanaman.6. Pembinaan, pemantauan, pemetaan, pengendalian dampak fenomena iklim.7. Pembinaan penyusunan data statistik tanaman pangan dan hortikultura.8. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 310Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Tanaman Pangan mempunyaiuraian tugas Menyelenggarakan tugas dinas pertanian di bidang pembinaan danpengembangan produksi padi, palawija, dan hortikultura serta perlindungan tanaman.

Paragraf 3.1
Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 311Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas-tugasbidang tanaman pangan pada pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura.



Pasal 312Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 311 Seksi ProduksiHortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pembinaan program penyaluran benih/bibit hortikultura.2. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih/bibit hortikultura.3. Pembinaan bimbingan penggunaan hasil percobaan dan pengkajian penerapan sertapenyebaran teknologi pertanian hortikultura.4. Pembinaan bimbingan teknis pengembangan hortikultura dan pemanfaatanperkarangan.5. Pembinaan penyusunan data statistik hortikultura.
Pasal 313Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Produksi Hortikulturamempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyaluran benih/bibit hortikultura.2. Melaksanakan bimbingan, pengawasan, penumbuhan dan pengembangan penangkarbenih/bibit hortikultura.3. Melaksanakan penyusunan rencana administrasi dan melaksanakan bimbinganteknis penerapan teknologi produksi.4. Melaksanakan perencanaan kebutuhan saprodi dan penyebaran saprodi hortikultura.5. Melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan perkarangan, tanaman obat, tanamanhias dan hortikultura lainnya.6. Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data statistik.7. Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan kebun pohon induk buah-bahan danbalai benih induk hortikultura.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3.2
Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 314Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas–tugas bidang tanaman pangan pada pembinaan dan pengembangan produksi padi danpalawija.
Pasal 315Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 314 Seksi ProduksiPadi dan Palawija mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pembinaan program penyaluran benih/bibit padi dan palawija.2. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih/bibit, padi dan palawija.3. Pembinaan bimbingan penggunaan hasil percobaan dan pengkajian penerapan sertapenyebaran teknologi pertanian padi dan palawija.4. Pembinaan bimbingan teknis pengembangan padi dan palawija.5. Pembinaan penyusunan data statistik padi dan palawija.
Pasal 316Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Produksi Padi dan Palawijamempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana produksi lebih spesipik dan penyebaransaprodi padi dan palawija.2. Melaksanaka perencanaan kebutuhan dan penyebaran benih padi dan palawija.



3. Melaksanakan bimbigan penumbuhan dan pembinaan penangkar benih padi danpalawija.4. Melaksanakan penyusunan rencanademonstrasi dan melaksakan bimbingan teknispenerapan teknologi produksi padi dan palawija.5. Melaksanakan bimbinga teknis budidaya padi dan palawija.6. Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data statistic padi dan palawija.7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung.
Paragraf 3.3

Seksi Perlindungan Tanaman
Pasal 317Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas-tugasbidang tanaman pangan pada usaha tani dan perlindungan tanaman.
Pasal 318Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 317 SeksiPerlindungan Tanaman mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pembinaan, pemantauan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggutanaman.2. Pembinaan, pemantauan pemetaan dan pengendalian dampak fenomena iklim.3. Pembinaan pengembangan agribisnis, analisa usaha tani, pembinaan pascapanen,pengelolahan dan pemasaran hasil serta penyebaran informasi pasar.
Pasal 319Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Perlindungan Tanamanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanaka perencanaan, penyediaan dan penyaluran sarana obat-obatan pertaniantanaman pangan dan hortikultura.2. Melaksanakan pengumpulan data, penyusunan data hasil monitoring organismepengganggu tanaman (OPT) dan bimbingan pnangan pengendalian OPT.3. Membuat rencana oprasional perlindungan tanaman dan bimbingan gerakanpengendalian OPT.4. Mengumpulkan dan menyusun serta pengolahan data peramalan cuaca, pengkajiandampak iklim dan penanganan akibat dampak iklim.5. Melaksanakan pasilitasi tim brigade proteksi tanaman pangan.6. Melaksanakan penyusunan, pengolahan data dan penyebaran data informasi pasar.7. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan pengembangan usaha tani dan agribinis.8. Melaksanakan perhitungan kehilangan hasil analisa usaha tani dan pembinaanteknologi pengembangan hasil.9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4

Bidang Peternakan
Pasal 320Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Pertanian dibagian peternakan.
Pasal 321Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 320 BidangPeternakan mempunyai fungsi melaksanakan tugas dinas pertanian dan peternakan dibidang produksi dan usaha ternak, kesehetan hewan serta penyebaran danpengembangan ternak.



Pasal 322Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Peternakan mempunyai uraiantugas sebagai berikut :1. Pelaksanaaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya lahan dan manusiabidang peternakan  dan kesehatan hewan.2. Pengembangan teknologi perbibitan dan produksi peternakan.3. Pengembangan kelembagaan agribisnis peternakan.4. Pelaksanaan  promosi dan rekomendasi agribisnis.5. Pengarahan, bimbingan dan pengendalian dalam pencegahan dan pemberantasanpenyakit hewan.6. Pengendalian dan pengawasan kesehatan masyarakat veterener dan lingkungankesehatan hewan.7. Pengawasan dan pembinaan distribusi, penyimpanan dan penggunaan obat hewan,Vaksin dan pakan ternak.8. Pengawasan, pembinaan pengembangan dan penataan ternak.9. Pengawasan dan pembinaan distribusi ternak dan lokasi pengembangan ternak.10. Pengarahan dan dan bimbingan budidaya dan bimbingan dan tatalaksana ternak.11. Pengolahan unit pelaksanaan teknis dinas.12. Pengawasan dan pembinaan personil dalam rangka efisiensi kerja danpendayagunaan aparatur.13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas dan menyusun programpembangunan bdang peternakan dan kesehatan hewan.
Paragraf 4.1

Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak Ruminansia
Pasal 323Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak Ruminansia mempunyai tugas pokokmelaksanakan tugas bidang peternakan di seksi produksi dan penembangan ternakruminansia.
Pasal 324Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 323 Seksi Produksidan Pengembangan Ternak Ruminansia mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi perundang-undangan,persuratan kearsipan rumah tangga.2. Pelaksanakan bimbingan identifikasi, inventarisasi, pengkajian dan penerapanteknologi perbibitan ternak ruminansia.3. Pelaksanakan bimibingan penyebaran dan pengembangan ternak ruminansia yangdidistribusikan ke masyarakat.4. Pelaksanakan bimbingan inventarisasi, identifikasi, pengkajian dan penerapanteknologi serta pengembangan pakan ternak ruminansia.5. Pelaksanakan bimbingan sumberdaya  peternak dan kelembagaan usaha peternakanruminansia.6. Pengembangan dan bimbingan perwatan sarana dan prasarana bidang ternakruminansia.7. Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman budidaya ternak ruminansia.8. Pelaksanaan tugas laina yang diberikan atasan.



Pasal 325Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Produksi dan PengembanganTernak Ruminansia mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun program kerja, pengelolaan administrasi perundang-undangan,persuratan kearsipan rumah tangga.2. Melaksanakan bimbingan identifikasi, inventarisasi, pengkajian dan penerapanteknologi perbibitan ternak ruminansia.3. Melaksanakan bimibingan penyebaran dan pengembangan ternak ruminansia yangdidistribusikan ke masyarakat.4. Melaksanakan bimbingan inventarisasi, identfikasi, pengkajian dan penerapanteknologi serta pengembangan pakan ternak ruminansia.5. Melaksanakan bimbingan sumberdaya  peternak dan kelembagaan usaha peternakanruminansia.6. Melaksakan pengembangan dan bimbingan perwatan sarana dan prasarana bidangternak ruminansia.7. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pedoman budidaya ternakruminansia.8. Melaksankan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4.2

Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak Non Ruminansia
Pasal 326Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak Non Ruminansia (unggas dan aneka ternak)mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang petrnakan di seksi produksi ternaknon ruminansia (unggas dan aneka ternak).
Pasal 327Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 326 Seksi Produksidan Pengembangan Ternak Non Ruminansia (unggas dan aneka ternak) mempunyaifungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi, persuratankearsipan rumahtangga.2. Pelaksanaan bimbingan identifikasi, inventarisasi pengkajian dan penerapanteknologi perbibitan ternak non ruminansia.3. Pelaksanaan bimbingan penyebaran dan pengembangan ternak non ruminansia yangdi distribusikan kepada masyarakat.4. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengkajian, penerapan teknologi sertapengembangan pakan ternak non ruminansia.5. Pelaksanaan bimbingan sumberdaya peternakan dan kelembaggaan usahapeternakan non ruminansia.6. Pelaksanaan pengembangan dan bimbingan perawatan sarana prasarana budidayapeternakan non ruminansia.7. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis  dan pedoman budidaya ternak nonruminansia.8. Pelaksanakan pengembangan sistem statistik, dokumen dan inpormasi petrnakannon ruminansia.9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 328Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Produksi dan PengembanganTernak Non Ruminansia (unggas dan aneka ternak) mempunyai tugas sebagai berikut :



1. Melaksanakan penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi, persuratankearsipan rumah tangga.2. Melaksanakan bimbingan identifikasi, inventarisasi pengkajian dan penerapanteknologi perbibitan ternak non ruminansia.3. Melaksanakan bimbingan penyebaran dan pengembangan ternak non ruminansiayang di distribusikan kepada masyarakat.4. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengkajian, penerap-an teknologi danpengembangan pakan ternak non ruminansia.5. Melaksanakan bimbingan sumberdaya petrenakan dan kelembaggaan usahapeternakan non ruminansia.6. Melaksanakan pengembangan dan bimbingan perawatan sarana prasarana budidyapeternakan non ruminansia.7. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis  dan pedoman budidaya ternak nonruminansia.8. Melaksanakan pengembangan system statistik, dokumen dan inpormasi petrnakannon ruminansia.9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4.3

Seksi Kesehatan Hewan
Pasal 329Seksi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidanh petrnakan di seksikesehatan hewan dan masyarakat veteriner (kesmasvet).
Pasal 330Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 329 SeksiKesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyusun starategi pencegahan dan pemberantasan  penyakit.2. Penyusunan pola umum pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakatViteriner.3. Penyusun pola umum pengamatan, penyidikan, pengendalian, pencegahan danpemberantasan penyakit hewan menular.4. Pelayanan kesehatan hewan (diluar wilayah kerja UPT Puskeswan yang ada).5. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan.6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan vaksinserta obat hewan.7. Pembinaan dan pengawasan lalulintas hewan, bahan asal hewan dan hasil -hasil yangberasal dari hewan.8. Pelayanan, pembinaan,dan pengawasan pencegahan, pengendalian danpemberantasan penyakit hewan.9. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rumah potong hewan.10. Penyidikan, pengamatan, peramalan wabah dan epidiomiologi penyakit hewan.11. Pembuat peta penyakit hewan dan memonitor kejadian wabah penyakit hewan.12. Pelaksanaan evaluasi dan pengkajian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan bidangkeshatan hewan dan kesehatan masyarakat viteriner.13. Penyusunan laporan, rencana kegiatan/kebutuhan dibidang kesehatan hewan dankesehatan masyarakat  viteriner.14. Pengawasan dan pembinaan personil dalam rangka evisiensi kerja danpendayagunaan aparatur.15. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.



Pasal 331Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Kesehatan Hewan mempunyaitugas sebagai berikut :
1. Menyusun starategi pencegahan dan pemberantasan  penyakit.
2. Menyusun pola umum pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakatViteriner.
3. Menyusun pola umum pengamatan, penyidikan, pengendalian, pencegahan danpemberantasan penyakit hewan menular.
4. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan pelayanan kesehatan hewan.
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran danpenggunaan paksin serta obat hewan.
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan lalulintas hewan, bahan asal hewan danhasil.
7. Melaksanakan pelayanan, pembinaan,pengawasan, pencegah-an, pengendalian danpemberantasan penyakit hewan.
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rumah potonghewan.
9. Melaksanakan penyidikan, pengamatan, peramalan wabah dan epidiomiologipenyakit hewan.
10.Membuat peta penyakit hewan dan memonitor kejadian wabah penyakit hewan.
11.Melaksanakan evaluasi dan pengkajian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan bidangkeshatan hewan dan kesehatan masyarakat viteriner.
12.Menyusun laporan, rencana kegiatan/kebutuhan dibidang kesehatan hewan dankesehatan masyarakat  viteriner.
13.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan personil dalam rangka evisiensi kerja danpendayagunaan aparatur.
14.Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan.

Paragraf 5
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 332Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pertaniandibidang pengolahan lahan dan air, alat dan mesin pertanian serta sarana produksi.
Pasal 333Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 332 Bidang Saranadan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pembinaan penyusunan perencanaan, pengebangan rehabilitasi, optimasi sertapemanfaatan lahan dan air pertanian.2. Pembinaan pembangunan rehabilitasi, pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usahatani pedesaan dan sumber air lainnya.3. Pembinaan dan Pengembangan pemberdayaan kelompok petani pemakai air.4. Pembinaan Penyebaran prototype alsintan, perencanaan pengadaan dan penyebaranalsintan.5. Pembinaan dan pengawasan izin usaha alsintan dari Unit Pelayanan Jasa alsintan(UPJA) serta pengembangan bengkel-bengkel alsintan.6. Pembinaan perencanaan kebutuhan sarana produksi pertanian, Pengawasanperedaran saprodi pertanian dan kios kios saprodi.7. Pengelolaan sumber daya lahan dan air dan sumberdaya manusia dibidang sarana daprasarana pertanian.8. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



Pasal 334Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Sarana dan Prasaranamempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan, pengebangan rehabilitasi,optimasi serta pemamfaatan lahan dan air pertanian.2. Melaksanakan pembinaan pembangunan rehabilitasi, pemeliharaan jaringan irigasitingkat usaha tani pedesaan dan sumber air lainnya.3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kelompok petanipemakai air.4. Melaksanakan pembinaan penyebaran prototype alsintan, perencanaan pengadaandan penyebaran alsintan.5. Membina dan mengawasi izin usaha alsintan dari unit pelayanan jasa alsintan,pengembangan bengkel alsintan.6. Melaksanakan pembinaan perencanaan kebutuhan sarana produksi pertanian,pengawasan peredaran saprodi pertanian dan kios kios saprodi.7. Melaksanakan pengelolaan sumber daya lahan dan air dan sumberdaya manusiadibidang sarana dan prasarana pertanian.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 5.1

Seksi Pengolahan Lahan dan Air
Pasal 335Seksi Pengolahan Lahan dan Air (PLA) mempunyai tugas pokok melaksanakan tugaspertanian bidang sarana prasaran di seksi pengolahan lahan dan air (PLA).
Pasal 336Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 335 SeksiPengolahan Lahan dan Air (PLA) mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyusunan perencanaan dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi,dan pemanpaatan lahan pertanian.2. Pendataan dan pemetaan potensi pengelolahan lahan dan air.3. Penyusunan perencanaan, pedoman dan melaksanakan pembinaan pembangunanrehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasipedesaan dan sumber air lainnya serta dalam usaha produksi pertanian.4. Pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan kelompok petani pemakai air.5. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengolahan lahan dan air6. Pengumpulan data dan pengelolahan data statistik pertanian berupa potensi lahandan air pertanian.7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 337Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pengolahan Lahan Dan Air (PLA)mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan penyusunan perencanaan, bimbingan pengembangan, rehabilitasi,konservasi, dan pemanfaatan lahan.2. Mendata dan pemetaan potensi pengelolahan lahan dan air.3. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pedoman dan melaksanakan pembinaanpembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani,jaringan irigasi pedesaan dan sumber air lain dalam usaha produksi pertanian.4. Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan kelompok petani pemakai air.



5. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengolahan lahan danair.6. Melaksakan pengumpulan data dan pengelolahan data statistik pertanian berupapotensi lahan dan air pertanian.7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 5.2

Seksi Alat dan Mesin Pertanian
Pasal 338Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dinaspertanian bidang sarana di seksi alat dan mesin pertanian.
Pasal 339Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 338 Seksi Alat danMesin Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi paket teknologi alsintan setra melakukanpenyebaran prototype alsintan yag sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilaiekonomi.2. Perencanaan, pengadaan dan penyebaran alsintan kepada petani yang sesuai lokasidan kebutuhan.3. pembinaan, bimbingan dan pengawasn terahadap pemanfaatan Alsintan dimasyarakat.4. penyusunan pedoman, pemberian izin usaha dan pengawasan izin usaha Alsintan5. Pembinaan dan pengawasan unit-unit pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).6. penumbuhan dan pembinaan serta pengembangan bengkel- bengkel Alsintan.7. pendataan dan pengolaha data Alsintan.8. Pelaksanaan tugas yang di berikan atasan.
Pasal 340Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Alat dan Mesin Pertanianmempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi paket teknologi alsintan setra melakukanpenyebaran prototype alsintan yag sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilaiekonomi.2. Melaksanakan perencanaan, pengadan dan penyebaran alsintan kepada petani yangsesuai lokasi dan kebutuhan .3. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasn terahadap pemanfaatanAlsintan di masyarakat.4. Melaksanakan penyusunan pedoman, pemberian izin usaha dan pengawasan izinusaha Alsintan.5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan unit-unit pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).6. Melaksanakan penumbuhan dan pembinaan serta pengembangan bengkel- bengkelAlsintan.7. Melaksanakan pendataan dan pengolaha data Alsintan.8. Melaksanakan tugas yang di berikan atasan.

Paragraf 5.3
Seksi Sarana Produksi

Pasal 341Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Pertanianbidang sarana prasarana di seksi sarana produksi.



Pasal 342Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 341 Seksi SaranaProduksi mempunyai fungsi sebagai berikut :1. penyusunan perencanaan kebutuhan sarana produsi dan penyaluran sarana produksipertanian serta bimbingan penyusunan RDKK.2. pengawasna pengadaan peredaran dan penggunaan saran produksi pupuk, pestisidadan obat-obatan pertanian/peternakan/perkebunan.3. Pemantauan, pelaporan dan peringatan dini serta pengamanan terhadap ketrsediaansarana produksi pertanian.4. Pelaksanaan bimbingan penerapan standar mutu pupuk dan pestisida serta obat-obatan pertanian dan petrnakan.5. Pelaksanaan bimbingan pemantauan  dan pengawasan terhadap kios-kios saprodidan poultry shop, depo obat hewan.6. Pelaksanaan tugas lain yang dibeikan atasan.
Pasal 343Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Sarana Produksi mempunyaitugas sebagai berikut :1. Melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan sarana produsi dan penyaluransarana produksi pertanian serta bimbingan penyusunan RDKK.2. Melaksanakan pengawasna pengadaan peredaran dan penggunaan saran produksipupuk, pestisida dan obat-obatan pertanian/peternakan/perkebunan.3. Melaksanakan Pemantauan, pelaporan, peringatan dini serta pengamanan terhadapketrsediaan sarana produksi pertanian.4. Melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu pupuk dan pestisida serta obat-obatan pertanian dan petrnakan.5. Melaksanakan bimbingan pemantauan  dan pengawasan terhadap kios-kios saprodidan poultry shop, depo obat hewan.6. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan.
Paragraf 6

Bidang Perkebunan
Pasal 344Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Pertaniandibidang perkebunan.

Paragraf 6.1
Seksi Pengembangan Perkebunan Rakyat

Pasal 345Seksi Pengembangan Perkebunan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugasdinas pertanian bidang perkebunan di seksi Pengembangan Perkebunan Rakyat.
Pasal 346Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 345 SeksiPengembangan Perkebunan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan identifikasi sumberdaya lahan.2. penyusunan rencana oprasional pengembangan perkebunan.3. Pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan statistik perkebunan dan informasi hargapasar.



4. penyiapan program, mitode dan sestem pengembangan SDM petani kebun.5. pelaksanaan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tananmanperkebunan.6. penumbuh kembangan kelembagaan ekonomi rakyat.7. Melaksanaan oprasionalisasi pola pola pengembangan perkebunan.8. Pelaksanakan program diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi danperluasan tanaman perkebunan.
Pasal 347Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pengembangan PerkebunanRakyat mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan identifikasi sumberdaya lahan.2. Melaksanakan penyusunan rencana oprasional.3. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan statistic perkebunan.4. Melaksanakan penyiapan program, mitode, dan system pengembangan SDM petanikebun.5. Melaksanaka program diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi danperluasan tanaman perkebunan.6. Melasanakan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanamanperkebuna.7. Melaksanakan penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi.8. Melaksanakan oprasionalisasi pola-pola pengembangan.9. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.

Paragraf 6.2
Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 348Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas DinasPertanian bidang perkebunan di Seksi Perlindungan Tanaman.
Pasal 349Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 348 SeksiPerlindungan Tanaman mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan bimbingan penggunaan dan penyiapan bahan perlindungan tanaman.2. Pengujian petisida dan residunya yang terkandung dalam tanaman, tanah dan airserta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.3. Pengamatan peramalan OPT.4. Pelaksanaan bimbingan penggunaan alat perlindungan tanaman.5. Pengawasn penggunaan, pengeluaran dan penyiapan bahan perlindungan tanaman.
Pasal 350Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Perlindungan Tanamanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan bimbingan penggunaan dan penyiapan bahan perlindungan tanaman.2. Melaksnakan pengujian pestisida dan residunya yang terkandung dalam tanaman,tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangkan konservasi.3. Melasakan pengamatan peramalan OPT.4. Melaksanakan pengawasan penggunaan, pengeluaran, dan penyiapan bahanperlindungan tanaman.5. Melaksanakan bimbingan penggunaan alat perlindungan tanaman.6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 6.3
Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan Rakyat

Pasal 351Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakantugas dinas pertanian bidang perkebunan di Seksi Produksi dan Usaha PerkebunanRakyat.
Pasal 352Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 Seksi Produksidan Usaha Perkebunan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :1. pengawasan, pengadaan, pengeluaran benih/bahan tanaman, serta pembinaanpenangkar benih dan pemeliharaan kebun dinas.2. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunansemusim termasuk tumpangsari.3. pembuatan surat rekomindasi usaha penangkar benih.4. Pelayanan perizinan pengawasan serta pembinaan usaha perkebunan.5. Penyebaran prototif, percobaan dan pengkajian penerapan alat dan mesin pertanian.6. Perencanaan pengawasan, pemanfaatan sumberdaya dan saran usaha sertapembinaan kelembagaan agribisnis.7. Pengawasan mutuh hasil olah produk perkebunan.
Pasal 353Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Produksi dan Usaha PerkebunanRakyat mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan pengawasan, pengadaan, pengeluaran benih/bahan tanaman, sertapembinaan penangkar benih dan pemeliharaan kebun dinas.2. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunansemusim termasuk tumpangsari.3. Melaksanakan pembuatan surat rekomindasi usaha penangkar benih.4. Melaksanakan pelayanan perizinan pengawasan serta pembinaan usaha perkebunan.5. Melaksanakan penyebaran prototif, percobaan dan pengkajian penerapan alat danmesin pertanian.6. Melaksanakan perencanaan pengawasan, pemanfaatan sumberdaya dan saran usahaserta pembinaan kelembagaan agribisnis.7. Melaksanaka pengawasn mutuh hasil olah produk perkebunan.8. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 354Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalammelaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
Pasal 355Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 354 Kepala DinasKelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :



1. Perumusan program di bidang kelautan dan perikanan.2. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan.3. Pemberian izin dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkanperaturan perundang-undangan.4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.5. Pelaksanaan ketatausahaan.6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal 356Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Kelautan dan Perikananmempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalamwilayah kewenangan kabupaten.2. MengKoordinasikan penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian danpengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten.3. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan perikanan skala kabupaten.4. Melaksanakan kerjasama pemanfaatan terpadu sumber daya ikan dalam wilayahkabupaten.5. Memberikan bimbingan teknis  pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairanuntuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten.6. Melaksanakan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten.7. Melaksanakan bimbingan teknis dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan danSDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten.8. Melaksanakan penelitian dan mengembangkan sumber daya kelautan dan perikanandi wilayah perairan kabupaten.9. Memperagakan, menyebarluaskan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.10.Merumuskan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan.11.Memberikan perizinan dan melaksanakan pelayanan umum.12.Membina  kelompok jabatan fungsional.13.Membina, membimbing dan melaksanakan serta evaluasi eksplorasi, eksploitasi,perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan.14.Membina, membimbing dan melaksanakan serta evaluasi eksplorasi, eksploitasi,perlindungan dan pemanfaatan sumber daya non hayati perairan.15.Membina, membimbing  pelayanan produksi dan budidaya di bidang kelautan danperikanan.16.Membina, membimbing dan evaluasi pelaksanaan investasi di bidang kelautan danperikanan serta pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikananan.17.Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana di bidangkelautan dan perikanan.18.Mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.19.Mengelola ketatausahaan Dinas.
Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 357Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikananmeliputi  urusan umum, perencanaan, keuangan dan perlengkapan serta tatalaksana.



Pasal 358Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 357 Sekretarismempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan  pelaporan serta pembinaan organisasi dantatalaksana.2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat serta sertakearsipan.3. Pelaksanaan pengelolah administrasi keuangan.4. Pelaksanaan pengelolah administrasi kepegawaian5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Pasal 359Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas sebagaiberikut :1. Melaksanakan penyusunan rencana dan  pelaporan serta pembinaan organisasi dantatalaksana.2. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat serta sertakearsipan.3. Melaksanakan pengelolah administrasi keuangan.4. Melaksakan pengelolah administrasi kepegawaian.5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Paragraf 2.1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 360Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas DinasKelautan dan Perikanan bidang umum dan kepegawaian.
Pasal 361Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 360 Sub BagianUmum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pengurusan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran arsip/surat-surat penting.2. Pengurusan rumah tangga, kesejahteraan karyawan dan lingkungan Dinas.3. Pengurusan tata usaha kepegawaian, penerimaan, pengusulan, pengangkatan danpemberhentian/pensiun cuti pegawai.4. Pelaksana tugas lain diberikan oleh atasan.
Pasal 362Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran arsip/surat-surat penting.2. Mengurus rumah tangga, kesejahteraan karyawan dan lingkungan Dinas.3. Mengurus tata usaha kepegawaian, penerimaan, pengusulan, pengangkatan danpemberhentian/pensiun cuti pegawai.4. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan.



Paragraf 2.2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 363Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Kelautan danPerikanan bidang keuangan.
Pasal 364Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 Sub BagianKeuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyusunan anggaran.2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugasperbendaharaan.3. Pelaksanaan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 365Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Keuangan mempunyai tugassebagai berikut :1. Menyusun anggaran.2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugasperbendaharaan.3. Melaksanakan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.4. Melaksanakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2.3
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 366Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugasDinas Kelautan dan Perikanan bidang perencanaan dan pelaporan.
Pasal 367Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 366 Sub BagianPerencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyusunan rencana program bidang kelautan dan perikanan2. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data.3. Penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan bidangkelautan dan perikanan.
Pasal 368Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana program bidang Kelautan dan Perikanan.2. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data.3. Menyusun laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan bidangkelautan dan perikanan.



Paragraf 3
Bidang Budidaya dan Perairan Umum

Pasal 369Bidang Budidaya dan Perairan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugasDinas Kelautan dan Perikanan bidang budidaya air tawar, perairan umum, air payau danlaut serta pengembangan sarana/prasarana budidaya perikanan.
Pasal 370Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 369 BidangBudidaya dan Perairan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang budidaya perikanan danperairan umum.2. Penyelenggaran fasilitasi bidang budidaya perikanan dan perairan umum.
Pasal 371Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Budidaya Perikanan danPerairan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyelenggarakan pelaksanakan  identifikasi, inventarisasi potensi budidaya airtawar, perairan umum, payau dan laut.2. Menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, pengembangankelembagaan sarana dan prasarana budidaya air tawar perairan umum, payau danlaut.3. Menyelenggarakan persiapan bahan melaksanakan bimbingan pembinaan danpelayanan teknologi air tawar, perairan umum, payau dan laut.4. Menyelenggarakan persiapan bahan melaksanakan bimbingan, pemberdayaan danpengembangan kelembagaan pembudidaya air tawar, perairan umum, payau danlaut.5. Menyelenggarakan persiapan bahan melaksanakan, bimbingan, pemberdayaan danpelayanan sarana dan prasarana budidaya air tawar, perairan umum, payau dan laut6. Menyelenggarakan persiapan ekplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaanperairan danau, sungai, air tawar, perairan umum, payau dan laut.7. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3.1
Seksi Budidaya Air Tawar

Pasal 372Seksi Budidaya Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Kelautandan Perikanan bidang budidaya air tawar, serta pengembangan sarana/prasaranabudidaya perikanan.
Pasal 373Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 SeksiBudidaya Air Tawar mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang budidaya air tawar sertapengembangan sarana dan prasarana budidayanya.2. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis operasional dan fasilitasi bidangbudidaya air tawar serta pengembangan sarana dan prasarana budidayanya.



Pasal 374Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Budidaya Air Tawar mempunyaitugas sebagai berikut :1. Melaksanakan identifikasi potensi pembudidaya air tawar.2. Melaksanakan identifikasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaranabudidaya air tawar.3. Melaksanakan pembinaan pengawasan pengembangan kelembagaan pembudidayadan pembenihan ikan air tawar.4. Melaksanakan pembinaan pengembangan pemanfaatan teknologi budidaya air tawar5. Melaksanakan pengelolaan pengendalian hama dan penyakit ikan air tawar.6. Melaksanakan pembinaan pengembangan dan pemberdayaan SDM pembudidaya airtawar.7. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data potensi dan produksiair tawar.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3.2

Seksi Budidaya Air Payau dan Laut
Pasal 375Seksi Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas DinasKelautan dan Perikanan bidang budidaya air payau dan laut serta pengembangansarana/prasarana budidaya perikanan.
Pasal 376Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 375 SeksiBudidaya Air Payau dan Laut mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang budidaya air payau dan lautserta pengembangan sarana dan prasarana budidayanya.2. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis operasional dan fasilitasi bidangbudidaya air payau dan laut serta pengembangan sarana dan prasarana budidayanya.
Pasal 377Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Budidaya Air Payau dan Lautmempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan identifikasi potensi budidaya payau & laut.2. Melaksanakan inventarisasi pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan saranaprasarana budidaya air payau dan laut.3. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi jenis biota perairan payau dan laut.4. Melaksanakan pengembangan pengawasan, pengendalian air payau dan laut.5. Melaksanakan pembinaan dan penetapan standarisasi budidaya air payau dan laut.6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan dan pemberdayaan SDM pembudidayaair payau dan laut.7. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data potensi dan produksiair payau dan laut.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 3.3
Seksi Perairan Umum

Pasal 378Seksi Perairan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Kelautan danPerikanan bidang perairan umum, serta pengembangan sarana/prasarana budidayaperikanan.
Pasal 379Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 Seksi PerairanUmum mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan Pengkajian bahan kebijakan teknis bidang budidaya perairan umum.2. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis operasional dan fasilitasi bidangbudidaya perairan umum serta pengembangan sarana prasarana budidayanya.
Pasal 380Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Perairan Umum mempunyai tugassebagai berikut :1. Melaksanakan identifikasi potensi dan jenis biota perairan umum.2. Melaksanakan inventarisasi pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan saranadan prasarana perairan umum.3. Melaksanakan pengembangan pemanfaatan teknologi dan eksplorasi budidayaperairan umum.4. Melaksanakan pengembangan, pengendalian wilayah perairan umum.5. Melaksanakan pembinaan pengembangan dan pemberdayaan SDM perairan umum.6. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data potensi dan produksiair payau dan laut.7. Melaksanakan sosialisasi peraturan/hukum dan pemanfaatan sumber daya alamyang ada diperairan umum.8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan
Pasal 381Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokokmelaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang perizinan, permodalan,pemasaran hasil dan informasi pasar, pengolahah dan pembinaan mutu hasil perikanan.
Pasal 382Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 381 BidangPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang P2HP.2. Penyelenggaraan fasilitas bidang P2HP.



Pasal 383Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pengolahan dan PemasaranHasil Perikanan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyelenggarakan bahan-bahan bimbingan, evaluasi dan pelaksanaan pengumpulan,pengolahan analisis dan penyajian data usaha pemanfaatan sumber daya kelautandan perikanan.2. Menyiapkan bahan bimbingan mutu dan pengolahan hasil perikanan.3. Menyiapkan petunjuk tata cara/proses pengajuan izin dan formulir permohonan bagicalon/pengusaha perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.4. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Paragraf 4.1

Seksi Pemasaran
Pasal 384Seksi Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Kelautan danPerikanan bidang pemasaran dan promosi serta usaha hasil perikanan.
Pasal 385Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 384 SeksiPemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pengadaan bahan penyuluhan dan bimbingan tentang tata cara pemasaran hasilperikanan.2. Pengumpulan informasi pasar dan biaya produksi pemasaran hasil perikanan.3. Pelaksanaan promosi dan pameran hasil Perikanan.
Pasal 386Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pemasaran mempunyai tugassebagai berikut :1. Mengadakan penyuluhan kepada petani/nelayan di bidang usaha perikanan, baiksecara kelompok/perorangan.2. Mengadakan bimbingan/penyuluhan kepada para pengusaha perikanan tentang tataniaga hasil perikanan.3. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi pasar serta menyebarkan informasipasar hasil perikanan secara berkala.4. Mengumpulkan dan menginformasikan biaya produksi pemasaran hasil perikanan.5. Mengumpulkan menganalisa dan menginformasikan perkembangan permintaan danpenawaran hasil perikanan.6. Menyiapkan rencana pengembangan sarana informasi pasar.7. Mengumpulkan dan mengevaluasi perkembangan hasil perikanan yangdiperdagangkan.8. Melaksanakan kegiatan promosi hasil-hasil perikanan dalam rangka perdagangan.9. Melakukan pembinaan pemasaran hasil-hasil perikanan.10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4.2
Seksi Perizinan

Pasal 387Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Kelautan danPerikanan bidang perizinan.



Pasal 388Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 387 SeksiPerizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penghimpunan peraturan perundang-undangan serta prosedur yang berlaku yangada hubungan dengan perizinan di bidang perikanan.2. Penyiapan konsep penyusunan perizinan dengan kebijakan dan rencanaperkembangan yang baru.3. Penyiapan petunjuk-petunjuk tata cara/prosedur pengajuan izin dan formulirpermohonan bagi calon/pengusaha perikanan sesuai dengan ketentuan danperaturan serta prosedur yang berlaku.4. Pelaksana Supervisi, pembina tata cara/prosedur perizinan serta memberikaninformasi kepada calon/pengusaha perikanan tentang tata cara prosedur pengajuanizin di bidang perikanan.5. Penyajian dan penyampaian data usaha kepada calon pengusaha perikanan/instansilain yang memerlukan.6. Pelaksana dokumentasi perizinan dan peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penanaman modal di bidang perikanan untuk penentuankebijakan rencana pengembangan usaha perikanan.7. Pemonitor dan pengawas terhadap pengusaha yang telah memiliki izin usahaperikanan.8. Pemberi informasi kepada para investor asing untuk penanaman modal di bidangperikanan.9. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 389Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Perizinan mempunyai tugassebagai berikut :1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta prosedur yangberlaku yang ada hubungan dengan perizinan di bidang perikanan.2. Menyiapkan konsep perizinan dengan kebijakan dan rencana perkembangan yangbaru.3. Menyiapkan petunjuk-petunjuk tata cara/prosedur pengajuan izin dan formulirpermohonan bagi calon/pengusaha perikanan sesuai dengan ketentuan danperaturan serta prosedur yang berlaku.4. Melaksanakan suvervisi dan memberikan informasi kepada calon/pengusahaperikanan tentang tata cara prosedur pengajuan izin di bidang perikanan.5. Menyajikan dan menyampaikan data usaha kepada calon pengusahaperikanan/instansi lain yang memerlukannya.6. Melaksanakan dokumentasi perizinan dan peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penanaman modal di bidang perikanan untuk menentukankebijakan rencana pengembangan usaha perikanan.7. Memonitoring dan mengawasi pengusaha yang memiliki izin usaha perikanan.8. Memberikan informasi kepada para investor asing untuk penanaman modal dibidang perikanan.9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4.3
Seksi Pengolahan

Pasal 390Seksi Pengolahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Kelautan danPerikanan di bidang pengolahan.



Pasal 391Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 390 SeksiPengolahan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penginventaris dan pengidentifikasi teknik pengolahan hasil perikanan.2. Penginventaris dan pengidentifikasi, pengevaluasi cara pengolahan hasil perikanan,sarana pengolahan hasil perikanan.3. Pembimbing dan pembina penanganan dan pengolahan serta melakukanpengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan.4. Pembinaan dan pengawasan mutu dan teknologi hasil perikanan.5. Pengawasan mutu terhadap hasil perikanan keluar dan masuk daerah.6. Pelaksana promosi hasil-hasil perikanan dalam rangka konsumsi masyarakat.7. Pelaksana tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 392Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pengolahan mempunyai tugassebagai berikut :1. Menginventarisasi dan mengidentifikasi teknik pengolahan hasil perikanan.2. menginventarisasi, mengevaluasi dan mengidentifikasi cara pengolahan hasilperikanan.3. Menginventarisasi dan mengidentifikasi sarana pengolahan hasil perikanan.4. Melaksanakan bimbingan dan membina teknik penanganan dan pengolahan sertamelakukan pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan.5. Menyiapkan pembinaan dan pengawasan mutu dan teknologi hasil perikanan.6. Melakukan pengawasan mutu terhadap hasil perikanan keluar dan masuk daerah.7. Mengadakan promosi hasil-hasil perikanan.8. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data potensi dan produksiikan olahan.9. Melaksanakan  tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 5

Bidang Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pengawasan
Pasal 393Bidang Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pengawasan mempunyai tugas pokokmelaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang penangkapan,pemberdayaan masyarakat pesisir pantai, prasarana/sarana penangkapan, pengendaliansumber daya ikan dan pengawasan.
Pasal 394Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 393 BidangPerikanan Tangkap, Pesisir dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penetapan kebijakan dan pengawasan, eksplorasi, konsentrasi dan pengelolaankekayaan laut sebatas wilayah kewenangan Bengkulu Selatan.2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data potensi dan produksi laut.3. Pelaksanaan penyajian dan penetapan tata pemanfaatan sumber daya perikanan.4. Pelaksanaan penyajian bahan pembinaan penetapan teknologi, serta pemberdayaanmasyarakat pesisir5. Pelaksanaan pengelolaan, pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kelautandan perikanan.6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.



Pasal 395Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Perikanan Tangkap, Pesisir danPengawasan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Menetapkan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi.2. Mengelola kekayaan laut sebatas wilayah kewenangan Bengkulu Selatan.3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data potensi dan produksi laut.4. Melaksanakan penyajian dan/ penetapan tata pemanfaatan sumber daya perikanan.5. Melaksanakan penyajian bahan pembinaan penetapan teknologi.6. Memberdayakan masyarakat pesisir.7. Melaksanakan pengelolaan, pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kelautandan perikanan.8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 5.1

Seksi Perikanan Tangkap
Pasal 396Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang tangkap,pesisir dan pengawasan di seksi perikanan tangkap.
Pasal 397Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 396 SeksiPerikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan pengumpulan, penyajian dan pengolahan data potensi dan produksisumber daya kelautan dan perikanan.2. Pelaksanaan penetapan tata pemanfaatan sumber daya perikanan.3. Penentuan dan penetapan batas-batas wilayah pengeloaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.4. Pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan penerapan teknologikelautan dan penangkapan.5. Pelaksanaan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaanpelabuhan ikan kewenangan kabupaten.6. Penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan.7. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi alat-alat penangkapan.8. Penetapan standar kriteria alat penangkapan dan alat penangkapan lain.9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 398Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Perikanan Tangkap mempunyaitugas sebagai berikut :1. Melaksanakan pengumpulan, penyajian dan pengolahan data potensi dan produksisumber daya kelautan dan perikanan.2. Melaksanakan penetapan tata pemanfaatan sumber daya perikanan.3. Menentukan batas-batas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan sumber dayakelautan perikanan.4. Menetapkan batas-batas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan sumber dayakelautan dan perikanan.5. Menyiapkan bahan bimbingan teknologi kelautan dan penangkapan.6. Melakukan pembinaan penerapan teknologi kelautan dan penangkapan.7. Melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan pelabuhan ikan untukkewenangan kabupaten.8. Mengelola Pelabuhan ikan kewenangan Kabupaten.



9. Menyiapkan dan mengelola sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.10.Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi alat-alat penangkapan.11.Menetapkan standar kriteria alat penangkapan dan alat penangkapan lain.12.Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 5.2

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Pasal 399Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas pokok melaksanakan tugasbidang tangkap, pesisir dan pengawasan di seksi pemberdayaan masyarakat pesisir.
Pasal 400Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 399 SeksiPemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat pantai danpesisir.2. Penyiapan dan pembinaan pemukiman/perumahan masyarakat pantai dan pesisir.3. Pengembangan kelembagaan dan permodalan masyarakat pesisir dan pantai.4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM  kelautan dan perikanan.5. Pelaksanaan kebijaksanaan rehabilitasi, reklamasi pantai dan mitigasi bencana alamdi wilayah pesisir dan laut Bengkulu Selatan.6. Pemberdayaan nelayan kecil.
Pasal 401Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pemberdayaan MasyarakatPesisir mempunyai tugas sebagai berikut :1. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat pantai danpesisir.2. Menyiapkan dan membina pemukiman/perumahan masyarakat pantai dan pesisir.3. Mengembangkan kelembagaan masyarakat pesisir dan pantai.4. Mengembangkan permodalan masyarakat pesisir dan pantai.5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.6. Meningkatkan kualitas SDM Kelautan dan perikanan.7. Melaksanakan reklamasi pantai wilayah Bengkulu Selatan.8. Melaksanakan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut Bengkulu Selatan.9. Melaksanakan rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.10. Memberdayakan nelayan kecil.11. Merehabilitasi ekosistem laut.

Paragraf 5.3
Seksi Pengawasan

Pasal 403Seksi Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang tangkap, pesisirdan pengawasan di seksi pengawasan.
Pasal 404Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 403 SeksiPengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan pengendalian,  perlindungan dan pengawasan aturan hukum padawilayah penangkapan dan pantai.



2. Pengendalian dan pengawasan penggunaan bahan dan alat terlarang dalampenangkapan.3. Penyiapan bahan dan pembinaan upaya pengendalian dan perlindungansumberdaya kelautan dan perikanan.4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangkapengawasan laut.5. Pengawasan dan pengendalian pencemaran laut, rehabilitasi ekosistem, karantinahewan dan tumbuhan laut.6. Pembentukan dan pembinaan lembaga SISWASMAS.7. Pelaksanaan identifikasi dan penetapan jenis sumber daya laut dan ikan yangdilindungi.8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 405Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pengawasan mempunyai tugassebagai berikut :1. Melaksanakan pengendalian,  perlindungan dan pengawasan aturan hukum padawilayah penangkapan dan pantai.2. Mengendalikan dan mengawasi penggunaan bahan dan alat terlarang dalampenangkapan.3. Menyiapkan bahan pengendalian dan perlindungan sumber daya kelautan danperikanan.4. Membina upaya pengendalian dan perlindungan sumber daya kelautan danperikanan.5. Melaksanakan koordinasi dengan stoke holder terkait.6. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengamanan laut.7. Mengawasi dan mengendalikan pencemaran laut.8. Membina masyarakat pesisir dan nelayan terhadap pencemaran laut.9. Melaksanakan koordinasi dengan karantina hewan dan tumbuhan laut.10. Membentuk dan membina lembaga SISWASMAS.11. Mengidentifikasi jenis sumber daya laut dan ikan yang dilindungi.12. Menetapkan jenis yang dilindungi dan pengawasan keluar masuk jenis sumber dayalaut dan ikan yang dilindungi.13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kehutanan dan ESDM

Paragraf 1
Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM

Pasal 406Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalammelaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang kehutanan, energi dan sumber dayamineral.
Pasal 407Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 406 Kepala DinasKehutanan dan ESDM mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral.b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kehutanan, energidan sumber daya mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan.c. Pembinaan tenis dibidang teknis di bidang kehutanan, energi dan sumber dayamineral.



d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.e. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 408Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Kehutanan dan ESDMmempunyai tugas sebagai berikut :a. Merumuskan Kebijakan teknis di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral.b. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kehutanan, energidan sumber daya mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan.c. Melakukan Pembinaan teknis dibidang di bidang kehutanan, energi dan sumber dayamineral.d. Menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.e. Membina dan mengawasi peredaran hasil hutan.f. Membina kelompok jabatan fungsional.g. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan.h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 409Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakanurusan ketatausahaan, perencanaan dan pelaporan.
Pasal 410Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 409 Sekretarismempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan danperbekalan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.b. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data pelaksanaan kerja lingkup sekretriat danbidang yang berada pada dinas.c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta evaluasi serta pelaporan terhadappelaksanaan perencanan di bidang kehutanan dan ESDM.d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 411Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas sebagaiberikut :a. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana kehumasan.b. Melaksanakan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan danperbekalan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.c. Melaksanakan tugas dan koordinasi dengan bidang yang berada didalam dinas.d. Menyelenggaraan pengumpulan data dan penyusunan statistik dibidang kehutanandan ESDM.e. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data pelaksanaan kerja lingkup sekretriatdan bidang yang berada pada dinas.f. Merumuskan dan menyusun rencana induk kehutanan dan esdm kabupaten (rencanastrategis).g. Melaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaanperencanan di bidang kehutanan dan ESDM.h. Melaksanaan Tugas yang lain yang diberikan atasan.



Paragraf 2.1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 412Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretarisdalam melaksanakan urusan ketatausahaan.
Pasal 413Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 412 Sub BagianUmum dan Kepegawaian mempunyai fungsi pelaksanaan pengelolaan administrasi,kepegawaian, perlengkapan dan perbekalan, rumah tangga, surat menyurat dankearsipan.
Pasal 414Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas sebagai berikut :a. Mengurus  surat menyurat dan tata usaha kepegawaian.b. Mengurus rumah tangga lingkup dinas.c. Melaksanakan inventarisasi Sarana dan Prasarana.d. Menyusun konsep analisis  struktur  dan persyaratan jabatan.e. Melaksanakan pembinaan kepegawaian.f. Membuat daftar urutan kepangkatan setiap tahun dan setiap ada perubahan.g. Menyusun dan menyelesaikan daftar rencana usulan kenaikan pangkat gaji, berkaladan DP3.h. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2.2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 415Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalammelaksanakan urusan keuangan.
Pasal 416Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 415 Sub BagianKeuangan mempunyai fungsi pelaksanaan pengelolaan administrasi, keuangan danperbendaharaan.
Pasal 417Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Keuangan mempunyai tugassebagai berikut :a. Menyusun anggaran rutin dan pembangunan.b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugasperbendaharaan.c. Melaksanakan pertanggungjawaban dan laporan keuangan.d. Melaksanakan penyiapan data untuk peyusunan anggaran.e. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap penerimaan, penyimpanan danpengeluaran uang.f. Mengawasi terhadap pendapatan dibidang kehutanan dan esdm guna mencapaitujuan peningkatan hasil dan tanpa kebocoran dana.g. Melaksanakan Tugas yang lain yang diberikan atasan.



Paragraf 2.3
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 418Seksi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantuSekretaris dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan.
Pasal 419Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 418 Sub BagianPerencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan,penyusunan dan pelaporan.
Pasal 420Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporanmempunyai tugas sebagai berikut :a. Meyelenggarakan perumusan, penyusunan rencana induk kehutanan dan energisumber daya mineral.b. Menyiapkan data tentang penggunaan dana pembangunan yang digunakan padakegiatan kehutanan dan energi sumber daya mineral.c. Mengumpulkan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan anggaran dalamkegiatan yang mendukung program kehutanan dan ESDM.d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan-kegiatan dinas kehutanan dan ESDM.
Paragraf 3

Bidang Kehutanan
Pasal 421Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Dinas Kehutanandan ESDM di bidang kehutanan yang meliputi produksi dan tertib peredaran hasil hutan,perizinan dan pembinaan hutan dan inventarisasi dan perpetaan hutan.
Pasal 422Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 421 BidangKehutanan mempunyai fungsi perumus tugas bidang kehutanan, yang meliputipengawasan peredaran hasil hutan, produksi hasil hutan, pembinaan dan pengawasanperizinan pemanfaatan hasil hutan dan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan,pelaksana inventarisasi dan perpetaan kawasan hutan.
Pasal 423Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Kehutanan mempunyai tugassebagai berikut :a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan dalam bidang pengelolaan hasilhutan .b. Melaksanakan pembinaan, telaah, mengatur dan mengawasi keseimbanganpenyediaan bahan baku hasil hutan dengan industri pengelolaan hasil hutan.c. Melaksanakan penertiban, telaah peredaran hasil hutan.d. Mendorong usaha pemanfaatan hasil hutan secara optimal.e. Melaksanakan pemungutan iuran hasil hutan.f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tentang standarisasi dan pengujian hasilhutan.



g. Melaksanakan penyusunan kebutuhan bahan baku industri bidang kehutanan.h. Melaksanakan pembinaan tenaga teknis bidang kehutanan.i. Melakukan inventarisasi peralatan kehutanan yang digunakan masyarakat danperusahaaan swasta.j. Melakukan inventarisasi serta pengusulan penunjukan tegakan benih.k. Melakukan inventarisasi lahan kritis.l. Melakukan pembuatan pola RLKT, rancangan Teknis serta RTT.m. Melakukan rehabilitasi lahan.n. Melakukan penyediaan benih dan bibit.o. Melaksanakan pola perhutanan sosial.p. Melaksanakn system monitoring alat-alat bidang kehutanan.q. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan reklamasi bekas pinjam pakai peruntukan lahan.r. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan.s. Melaksanakan pemantapan kawasan hutan.t. Melaksanakan risalah hutan.u. Melaksanakan penertiban dan penerbitan perizinan dibidang kehutanan.v. Membuat pemetaan hutan.w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3.1

Seksi Produksi dan Tertib Peredaran Hasil Hutan
Pasal 424Seksi Produksi dan Tertib Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok membantukepala Bidang Kehutanan dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yangberhubungan dengan usaha peningkatan dan pendayagunaan sumber-sumber alamkehutanan serta membantu kepala bidang dalam pelaksanaan penertiban terhadappengusahaan hutan.
Pasal 425Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 424 Seksi Produksidan Tertib Peredaran Hasil Hutan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksana dan mengkoordinir kegiatan yang berhubungan dengan sumber alamkehutanan.b. Pelaksana pengawasan dan penertiban serta monitoring terhadap peredaran hasilhutan.
Pasal 426Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Produksi dan Tertib PeredaranHasil Hutan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan denganusaha peningkatan dan pendayagunaan sumber-sumber alam kehutanan.b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data untuk pelaksanaan pengawasan daninventarisasi investasi peralatan, eksploitasi perusahaan dan sarana angkutan.c. Melaksanakn pengawasan untuk produksi hasil hutan.d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data untuk pelaksanaan bimbingan danpembinaan dibidang pengolahan hasil hutan, pengembangan industri sertapeningkatan efisiensi pemanfaatan hasil hutan.e. Menyelenggarakan pemanfaatan jasa lingkungan dalam kawasan hutan produksi.f. Melakukan pembinaan terhadap tenaga teknis bidang kehutanan.g. Melaksanakan monitoring terhadap peralatan bidang kehutanan dan hasil hutan.h. Melaksanakan stock opname produksi hasil hutan.



i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha eksploitasi hasil hutan.j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemasaran hasil hutan.k. Melaksanakan penertiban terhadap pengusahaan hutan.l. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan.m. Monitoring terhadap lalu lintas dokumen angkutan hasil hutan.n. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data untuk pelaksanaan tugas, sertameneliti dan mengawasi laporan pemungutan hasil hutan.o. Mengawasi kelancaran pungutan iuran hasil hutan.p. Melaksanakan pungutan iuran hasil hutan yang berasal dari tanah milik.q. Memberikan informasi pasar terhadap produk kehutanan.r. Melaksanakan pembinaan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalamoptimalisasi hasil hutan guna efisiensi.s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3.2

Seksi Perizinan dan Pembinaan Hutan
Pasal 427Seksi Perizinan dan Pembinaan Hutan mempunyai tugas pokok membantu kepalaBidang dalam penetapan, pengujian dan pemberian rekomendasi perihal perizinanusaha dibidang kehutanan serta pembinaan untuk peningkatan peran serta masyarakatdalam pengurusan hutan.
Pasal 428Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 427 SeksiPerizinan dan Pembinaan Hutan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksana dan penetap standar prosedur perizinan di bidang kehutanan.b. Pelaksana utama dalam berbagai bentuk gerakan untuk penanaman serentak sertapelaksana pembinaan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurusanhutan.
Pasal 429Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Perizinan dan Pembinaan Hutanmempunyai tugas sebagai berikut :a. Menetapkan standar prosedur perizinan dibidang kehutanan.b. Memproses perizinan dibidang kehutanan.c. Menganalisa dan menetapkan persyaratan perizinan sesuai dengan perundang-undangan.d. Mengkoordinasikan kegiatan lapangan proses perizinan.e. Melaksanakan ploting area terhadap perizinan-perizinan dibidang kegiatan danbidang lain yang memakai bahan hutan.f. Melakukan pengujian terhadap kebenaran persyaratan perizinan.g. Melaksanakan pemberian rekomendasi pada atasan terhadap proses perizinan ketingkat yang lebih tinggi (Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah daerahprovinsi).h. Melaksanakan penetapan standar prosedur pengujian bibit dan perbenihan tanamanhutan.i. Menyelenggarakan pengumpulan spesifikasi teknis terhadap bibit dan perbenihantanaman hutan.j. Melaksanakan pembuatan dan pengumpulan terhadap standar rehabilitasi hutan.k. Melaksanakan pendataan lokasi-lokasi di dalam kawasan dan di luar kawasan yanglayak dilakukan rehabilitasi.



l. Melaksanakan pembinaan terhadap petani hutan baik diluar maupun di dalamkawasan hutan.m. Melaksanakan tugas utama dalam berbagai bentuk gerakan untuk penanamanserentak seperti yang dilakukan dan diprogramkan pusat dan provinsi.n. Melaksanakan pembuatan pola RTL-RLKT setiap sub DAS.o. Melaksanakan pembinaan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalampengurusan hutan.p. Melaksanakan pembuatan RTT dan rangcangan teknis.q. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan usaha pengelolaan hutan rakyat dan hutankemasyarakatan.r. Melaksanakan pengujian dan sosialisasi terhadap jenis yang memiliki manfaat ganda(Multi Purpose three species/MPTS).s. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi bekas pinjam pakai peruntukan lahan.t. Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan pohon bibit.u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3.3

Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan
Pasal 430Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan mempunyai tugas pokok membantu KepalaBidang dalam melakukan inventarisasi dan perpetaan dalam hal penataan batas kawasanhutan.
Pasal 431Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 430 SeksiInventarisasi dan Perpetaan Hutan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksana inventarisasi dan perpetaan kawasan hutan dan pelaksana tata guna lahanhutan dan luar kawasan hutan.b. Penyelenggara registerasi dan mutasi kawasan hutan serta penentuan danpembagiannya di dalam administrasi kehutanan.
Pasal 432Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Inventarisasi dan PerpetaanHutan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan inventarisasi hutan dan hasil hutan.b. Melaksanakan penyuluhan dan perpetaan calon lokasi izin bidang kehutanan.c. Melaksanakan pemetaan perkebunan rakyat maupun perkebunan besar swasta danNegara guna melakukan monitoring dan evaluasi.d. Menyelenggarakan pengukuran dan pemetaan hutan serta registrasi dandokumentasi pemetaan.e. Menyelenggarakan perisalahan kawasan hutan yang menjadi wewenang kabupaten.f. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data untuk pelaksanaan kegiatanrekonstruksi, pemeliharaan dan penataan batas hutan.g. Menyelenggarakan registrasi dan mutasi kawasan hutan serta penentuan danpembagiannya di dalam administrasi Kehutanan.h. Melaksanakan sosialiasi terhadap kegiatan-kegiatan inventarisasi dan perpetaandilapangan.i. Melaksanakan tata guna lahan hutan dan luar kawasan hutan.j. Melaksanakan sosialisasi batas kawasan hutan.k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



Paragraf 4
Bidang Pertambangan Umum

Pasal 433Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalammelaksanakan tugasnya di bidang pertambangan umum.
Pasal 434Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 433 BidangPertambangan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pembinaan pengusahaan pertambangan.
2. Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang–undangan K-3 dan konservasi,pengembangan wilayah di bidang pertambangan dan air bawah tanah.

Pasal 435Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pertambangan Umummempunyai tugas sebagai berikut :1. Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya.2. Melakukan penyuluhan, bimbingan teknis dalam menyiapkan bahan pemberian izinusaha pertambangan dan pengelolaan air bawah tanah.3. Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban usahapertambangan dan air bawah tanah dan air permukaan.4. Mengusahakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral dan air tanah (airpermukaan dan air bawah tanah).5. Melakukan penyelidikan geologi, pendayagunaan potensi air bawah tanah dan airpermukaan.6. Membuat perencanaan tata ruang wilayah yang berasfek geologi.7. Melakukan pengawasan K-3, konservasi, pembinaan tenaga kerja pertambangan danperusahaan pertambangan.8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas.9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Paragraf 4.1

Seksi Pengembangan Wilayah Pertambangan dan Bina Geologi
Pasal 436Seksi Pengembangan Wilayah Pertambangan dan Bina Geologi mempunyai tugas pokokmembantu Kepala Bidang Pertambangan Umum dalam bidang tugasnya.
Pasal 437Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 436 SeksiPengembangan Wilayah Pertambangan dan Bina Geologi mempunyai fungsi sebagaiberikut :1. Penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energiserta air bawah tanah.2. Penyelenggaraan sistem pertambangan dan energi.3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum.
Pasal 438Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pengembangan WilayahPertambangan dan Bina Geologi mempunyai tugas sebagai berikut :



1. Menyiapkan data dan informasi mengenai potensi bahan galian, sumber daya air dandaerah rawan bencana geologi.2. Menginventarisasi potensi bahan galian dan sumber daya air.3. Melakukan dan mengikuti tahapan kegiatan eksplorasi pertambangan umum.4. Mengukur batas wilayah Izin Usaha Pertambangan.5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4.2

Seksi Bina Pengusahaan Pertambangan
Pasal 439Seksi Bina Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas pokok membantu KepalaBidang  Pertambangan Umum dalam bidang tugasnya.
Pasal 440Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 439 Seksi BinaPengusahaan Pertambangan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pemprosesan  perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang geologi danpertambangan umum.2. Pembinaan kepada pengusaha pertambangan.3. Pembinaan teknis dalam mempersiapkan data-data perizinan bahan galian.
Pasal 441Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Bina Pengusahaan Pertambanganmempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengumpulkan bahan data kelengkapan perizinan bahan galian Gol C, KuasaPertambangan, Kontrak Karya, KPP2B dan pengusahaan air bawah tanah.2. Melakukan penyiapan berkas perizinan pertambangan dan air bawah tanah serta airpermukaan.3. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pertambangan umum.

Paragraf 4.3
Seksi Bimbingan dan Pengawasan

Pasal 442Seksi Bimbingan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala BidangPertambangan Umum dalam bidang tugasnya.
Pasal 443Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 442 SeksiBimbingan dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum.2. Penyuluhan bimbingan terhadap para penambang.3. Penertiban terhadap usaha pertambangan tanpa izin.
Pasal 444Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Bimbingan dan Pengawasanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Membantu kepala bidang pertambangan umum dalam tugasnya.2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kuasa pertambangan,kontrak karya/SIPD dan pertambangan rakyat.



3. Melakukan penelitian tempat izin.4. Mempersiapkan bahan penelitian izin yang berhubungan dengan keselamatan kerja.5. Melakukan tugas yang diberikan oleh atasan.6. Melaksanakan pengawasan hasil retribusi quarry.7. Mengeluarkan SKHT kepada pengusaha batu hias.
Paragraf 5

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
Pasal 445Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinasdalam melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang energi dan ketenagalistrikan.
Pasal 446Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 445 Bidang Energidan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Perumusan kebijakan teknis dibidang energi dan ketenagalistrikan.2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang energi danketenagalistrikan bedasarkan peraturan perundang-undangan.3. Pembinaan teknis dibidang energi dan ketenagalistrikan.
Pasal 447Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Energi dan Ketenagalistrikanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya.2. Melaksanakan pemberdayaan energi, pembinaan, pengawasan dan penertiban.3. Menyiapkan rencana dan pengolahan data serta pengembangan sumber-sumberenergi baru terbarukan.4. Melakukan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kesehatan dankeselamatan kerja serta perlindungan lingkungan pada usaha bidang migas danketenagalistrikan.5. Menyusun rencana umum ketenagalsitrikan daerah.6. Menyelenggarakan kebijakan program kerja dinas di bidang pemanfaatan energi danmigas serta ketenagalistrikan.7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas.8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Paragraf 5.1
Seksi Bina Pengusahaan Migas dan Ketenagalistrikan

Pasal 448Seksi Bina Pengusahaan Migas dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokokmembantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang migasdan ketenagalistrikan.
Pasal 449Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 448 Seksi BinaPengusahaan Migas dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Menyiapkan Perumusan kebijakan teknis dibidang migas dan ketenagalistrikan.2. memproses perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang migas danketenagalistrikan bedasarkan peraturan perundang-undangan.3. melakukan pembinaan teknis dibidang migas dan ketenagalistrikan.



Pasal 450Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Bina Pengusahaan Migas danKetenagalistrikan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya.2. Menyiapkan dan memproses persetujuan, surat keterangan terdaftar  jasa penunjangmigas dan ketenagalistrikan.3. Menyiapkan dan menela’ah berkas dan persyaratan yang berhubungan denganperizinan.4. Melakukan pembinaan teknis terhadap pengusahaan di bidang energi danketenagalistrikan.5. Melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha dan pemanfaatan serta penggunaanmigas dan listrik.6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang.7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
Paragraf 5.2

Seksi Pemanfaatan Listrik dan Konversi Energi
Pasal 451Seksi Pemanfaatan Listrik dan Konversi Energi mempunyai tugas pokok membantuKepala Bidang dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang pemanfaatanlistrik dan konversi energi.
Pasal 452Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 451 SeksiPemanfaatan Listrik dan Konversi Energi mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang listrik dan konversi energi.2. memproses perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang ketenagalistrikandan konversi energi bedasarkan peraturan perundang-undangan.3. melakukan pembinaan teknis dibidang pemanfaatn listrik dan konversi energi.
Pasal 453Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pemanfaatan Listrik dan KonversiEnergi mempunyai tugas sebagai berikut :1. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya.2. Melaksanakan pemberdayaan energi, inventarisasi potensi energi baru terbarukan.3. Melakukan penelitian, pengamatan, pengumpulan dan penelaahan serta analisis datadalam rangka intensifikasi, difersivikasi energi.4. Menyiapkan data dan informasi sumber energi dan pemanfaatan energi di daerah.5. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan keselamatan operasi dankelayakan teknis usaha migas dan ketenagalistrikan.6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang.7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Paragraf 5.3
Seksi Pengembangan Energi

Pasal 454Seksi Pengembangan Energi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalammelaksanakan urusan otonomi daerah dibidang pengembangan energi.



Pasal 455Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 454 SeksiPengembangan Energi mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan energi.2. memproses perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengembanganenergi bedasarkan peraturan perundang-undangan.3. melakukan pembinaan teknis dibidang pengembangan energi.
Pasal 456Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pengembangan Energimempunyai tugas sebagai berikut :1. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya.2. Mengumpulkan dan mengolah  data potensi energi dalam rangka pengembanganenergi.3. Melakukan pendataan dan memplot kedalam peta  potensi dan pemanfaatan energidan listrik pedesaan.4. Melaksanakan inventarisasi dan monitoring pemanfaatan dan pengembangan lampujalan dan lampu hias.5. Mengolah data pengembangan dan rencana pengolahan sumber-sumber energialternatif.6. Melakukan pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan dankesehatan kerja dan perlindungan lingkungan pada usaha di bidang energi danketenagalistrikan.7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang.8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 6

Bidang Keamanan Hutan
Pasal 457Bidang Keamanan Hutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalammenyelesaikan tugas kedinasan  di bidang keamanan hutan.
Pasal 458Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 457 BidangKeamanan Hutan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pengumpulan data yang menyangkut masalah persengketaan serta permasalahanhutan secara umum.2. Penyimpanan, penginventarisasian dan pengawasan pemakaian senjata api .3. Penyimpanan, penginventarisasian dan pengawasan penggunaan tanda-tandalegalitas yang digunakan dibidang kehutanan.4. Pelaksanaan perlindungan pengamanan/pengawasan batas kawasan hutan sesuaidengan fungsinya.5. Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan untukdisebarkan kepada masyarakat.6. Pelaksanaan pembinaan terhadap personil Polisi Kehutanan.7. Pelaksanaan pengawasan satuan tugas Polisi Kehutanan dan unit Polisi Kehutanan.8. Perencanaan dan penyusunan program pengendali kebakaran hutan.9. Pelaksanaan pengadaan sarana penyuluhan.10.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.



Pasal 459Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Keamanan Hutan mempunyaitugas sebagai berikut :1. Mengumpulkan data yang menyangkut masalah persengketaan serta permasalahanhutan secara umum.2. Menyimpan, menginventarisasi dan mengawasi pemakaian senjata api.3. Menyimpanan, meginventarisasi, dan mengawasi penggunaan tanda-tanda legalitasyang digunakan dibidang kehutanan.4. Melaksanakan melindungi mengamanankan/mengawasi batas kawasan hutan sesuaidengan fungsinya.5. Menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan untuk disebarkankepada masyarakat.6. Melaksanakan pembinaan terhadap personil Polisi Kehutanan.7. Melaksanakan pengawasan satuan tugas Polisi Kehutanan dan unit Polisi Kehutanan.8. merencanakan dan menyusunan program pengendali kebakaran hutan.9. melaksanakan pengadaan sarana penyuluhan.10.Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 6.1

Seksi Perlindungan Hutan
Pasal 460Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang KeamananHutan dalam menyelesaikan tugas kedinasan perlindungan hutan.
Pasal 461Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 SeksiPerlindungan Hutan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Penginventarisasian area kawasan hutan yang dipandang perlu untuk dilakukanpengamanan dan konservasi.2. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap gejala kerusakan hutan.3. Pengumpulan, pengolaan dan penganalisaan data tentang kondisi kawasan hutan danperlengkapan pengamanan hutan untuk pelaksanaan penyusunan kegiatanpengamanan hutan.4. Pelaksanaan rencana operasi rutin, fungsional dan terpadu.5. Pelaksanaan monitoring dan pengwasan peredaran pupuk pestisida dan mesin dalamkegiatan kehutanan.6. Pelaksanaan koordinasi dalam pengendalian hama terpadu.7. Pelaksanaan usaha-usaha pengembangan hasil penelitian dan pengembangan terapandi bidang kehutanan khusus perlindungan hutan.8. Pengumpulan, pengelolaan dan penganalisaan data tentang organism dan tumbuhanpengganggu tanaman hutan.9. Pengumpulan, pengelolaan dan penganalisaan data tentang luas dan jumlahperambah hutan sebagai bahan tindak lanjut.10.Pengungumpulan, pengolaan dan penganalisaan data daerah titik-titik rawankebakaran hutan untuk pengendalian kebakaran hutan.11.Pelaksanaan inventarisasi daerah/lokasi jalur pencurian hasil hutan.12.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 462Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Perlindungan Hutan mempunyaitugas sebagai berikut :



1. Menginventarisasi area kawasan hutan yang dipandang perlu untuk dilakukanpengamanan dan konservasi.2. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap gejala kerusakan hutan.3. Mengumpulkan, mengola dan menganalisa data tentang kondisi kawasan hutan danperlengkapan pengamanan hutan untuk pelaksanaan penyusunan kegiatanpengamanan hutan.4. Melaksanakan rencana operasi rutin, fungsional dan terpadu.5. Melaksanakan monitoring dan pengwasan peredaran pupuk pestisida dan mesindalam kegiatan kehutanan.6. Melaksanakan koordinasi dalam pengendalian hama terpadu.7. Melaksanakan usaha-usaha pengembangan hasil penelitian dan pengembanganterapan di bidang kehutanan khusus perlindungan hutan.8. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data tentang organism dan tumbuhanpengganggu tanaman hutan.9. Mengumpulkan,mengelola dan menganalisa data tentang luas dan jumlah perambahhutan sebagai bahan tindak lanjut.10.Mengungumpulkan, mengola dan menganalisa data daerah titik-titik rawankebakaran hutan untuk pengendalian kebakaran hutan.11.Melaksanakan inventarisasi daerah/lokasi jalur pencurian hasil hutan.12.Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 6.2

Seksi Polisi Hutan dan Perundang-undangan
Pasal 463Seksi Polisi Hutan dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok membantu KepalaBidang Keamanan Hutan dalam menyelesaikan tugas kedinasan perlindungan hutan.
Pasal 464Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 463 Seksi PolisiHutan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan polisi hutan serta kegiatan keamanan hutan dankehutanan.2. Pengusulan kelengkapan peralatan polisi hutan termasuk pakaian polhut.3. Penginventarisasian dan monitor perkembangan kasus tindak pidana bidankehutanan.4. Pengkoordinasian pembinaan polisi hutan bersama perwira Pembina polsus.5. Pelaksanaan inventarisasi dan pengawasan penggunaan senjata api dan amunisi yangtelah digunakan dalam kegiatan pengamanan hutan.6. Pengkoordinasian pengawasan tanda-tanda legalitas yang digunakan di bidangkehutanan.7. Penghimpunan peraturan perundang-undangan untuk disosialisasikan.8. Penyusunan naskah rancangan peraturan perundang-undangan serta meninjaukembali semua peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan.9. Pengusulan, pengelolaan dan penganalisaan mengenai masalah-masalahpersengketaan di bidang kehutanan.10.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 465Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Polisi Hutan dan Perundang-undangan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan polisi hutan serta kegiatan keamanan hutandan kehutanan.



2. Mengusulkan kelengkapan peralatan polisi hutan termasuk pakaian polhut.3. Menginventarisasi dan monitor perkembangan kasus tindak pidana bidan kehutanan.4. Mengkoordinasikan pembinaan polisi hutan bersama perwira Pembina polsus.5. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan penggunaan senjata api dan amunisiyang telah digunakan dalam kegiatan pengamanan hutan.6. Mengkoordinasikan pengawasan tanda-tanda legalitas yang digunakan di bidangkehutanan.7. Menghimpun peraturan perundang-undangan untuk disosialisasikan.8. Menyusun naskah rancangan peraturan perundang-undangan serta meninjau kembalisemua peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan.9. Mengusulkan, mengelola dan menganalisa mengenai masalah-masalah persengketaandi bidang kehutanan.10.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 6.3

Seksi Sarana Penyuluhan
Pasal 466Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang KeamananHutan dalam menyelesaikan tugas kedinasan perlindungan hutan.
Pasal 467Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 466 Seksi SaranaPenyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pelaksanaan pengumpulan data terhadap berbagai bentuk sarana penyuluhan.2. Pelaksanaan pembuatan papan-papan untuk penyuluhan dengan pengkoordinasianisi papan ajakan dan larangan.3. Pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak tentang pelaksanaan penyuluhanterpadu.4. Pelaksanaan monitoring dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan penyuluhan baikyang dilakukan oleh kelompok fungsional, struktural Dinas Kehutanan dengankelompok-kelompok lainnya.5. Penghimpunan dan penyebarluasan film-film kehutanan, brosur leaplet yangberkenaan dengan bidang kehutanan.6. Penghimpunan dan pengumpulan alat-alat peralatan peraga penyuluhan bidangkehutanan.7. Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga penyuluh kehutanan.8. Pengumpulan dan pengelolaan data angka kredit kelompok fungsional untuk diolaholeh tim penilai angka kredit.9. Pemonitoringan kegiatan penyuluhan pada BP4K maupun kecamatan.10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 468Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Sarana Penyuluhan mempunyaitugas sebagai berikut :1. Melaksanakan pengumpulan data terhadap berbagai bentuk sarana penyuluhan.2. Melakukan pembuatan papan-papan untuk penyuluhan dengan pengkoordinasian isipapan ajakan dan larangan.3. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak tentang pelaksanaan penyuluhanterpadu.4. Melaksanakan monitoring dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan penyuluhanbaik yang dilakukan oleh kelompok fungsional, struktural Dinas Kehutanan dengankelompok-kelompok lainnya.



5. Menghimpun dan menyebarluaskan film-film kehutanan, brosur leaplet yangberkenaan dengan bidang kehutanan.6. Menghimpun dan mengumpulkan alat-alat peralatan peraga penyuluhan bidangkehutanan.7. Melaksanakan pembinaan terhadap tenaga penyuluh kehutanan.8. Mengumpulkan dan mengelola data angka kredit kelompok fungsional untuk diolaholeh tim penilai angka kredit.9. Memonitoring kegiatan penyuluhan pada BPPKP maupun kecamatan.10.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kesebelas

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Paragraf 1

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pasal 469Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokokmembantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Pasal 470Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 469 Kepala DinasPendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asetdaerah.b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan aset daerah.c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan danaset daerah;a. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan denganPeraturan Daerah.b. Pelaksanaan ketatausahaan;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal 471Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaKeuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuanganpendapatan dan aset daerah.b. Melaksanakan pelayanan umum di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.c. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan, pendapatan dan aset daerah.d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 472Sekretaris mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan,perencanaan, kepegawaian, keuangan, peralatan dan pembekalan urusan umum danrumah tangga.



Pasal 473Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 472 Sekretarismempunyai fungsi sebagai berikut :a. Melaksanakan pengelolaan dan kepegawaian.b. Melaksanakan pengelolaan dan keuangan.c. Melaksanakan pengurusan rumah tangga, perlengkapan surat menyurat dankearsipan serta perpustakaan.d. Melaksanakan urusan perencanaan.e. Menyajikan data informasi hubungan masyarakat.
Pasal 474Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas sebagaiberikut :a. Melaksanakan dan meneliti ketertiban administrasi kepegawaian.b. Melaksanakan dan meneliti administrasi pengelolaan keuangan.c. Mengatur urusan rumah tangga.d. Melaksanakan dan memonitor surat-surat masuk dan keluar.e. Melaksanakan dan memonitor ketertiban administrasi kearsipan.f. Memberikan informasi kepada atasan untuk pelayanan masyarakat.g. Melaksanakan pembinaan kepada pegawai.h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2.1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 475Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok :a. Menyusun rencana pegawai pada setiap tahun anggaran sesuai dengan tupoksi yangada.b. Memeriksa, menyusun, dan menyelesaikan daftar urut kepegawaian, rencana usulkepangkatan, rencana usulan kenaikan pangkat gaji berkala, daftar rencana yangakan pensiun.
Pasal 476Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 475 Sub BagianUmum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.b. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga, perlengkapan surat menyurat dan kearsipanserta perpustakaan.
Pasal 477Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas sebagai berikut :1. Kepegawaian.a. Membuat papan DUK Pegawai.b. Membuat SK kenaikan pangkat berkala, gaji berkala, DP3.c. Membuat izin cuti PNS.d. Membuat laporan absensi pegawai.e. Membuat laporan kebutuhan pegawai.f. Membuat daftar pegawai pension.



2. Umum.a. Membuat Kebutuhan barang berupa alat tulis kantor, alat kebersihan, listrik, airbersih, bahan bacaan, konsumsi rapat, konsumsi tamu, konsumsi pegawaiberdasarkan usulan bidang-bidang serta mendistribusikan ke bidang-bidangberdasarkan permintaan bidang-bidang.b. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR).c. Membuat laporan data aset DPPKAD.d. Memonitor kebersihan lingkungan kantor.e. Mengendalikan surat-surat masuk dan keluar.f. Mengendalikan penataan halaman.g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 2.2

Sub Bagian Keuangan
Pasal 478Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan keuangan.
Pasal 479Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 478 Sub BagianKeuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja keuangan satuan kerja.b. Pelaksanaan penyusunan anggaran DPPKAD.c. Melaksanakan urusan perbendaharaan.d. Melaksanakan pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
Pasal 480Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Keuangan mempunyai tugassebagai berikut :a. Membuat rencana kerja keuangan.b. Melaksanakan  pelaksanaan anggaran.c. Melaksanakan urusan perbendaharaan.d. Meneliti laporan SPJ Keuangan DPPKAD.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2.3
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 481Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakanurusan perencanaan.
Pasal 482Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 481 Sub BagianPerencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Menyusun rencana tahunan Dinas berdasarkan usul dari masing-masing bidang.b. Membuat perencanaan dan perhitungan anggaran DPPKAD.c. Merencanakan, menyusun pertanggungjawaban DPPKAD.
Pasal 483Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporanmempunyai tugas sebagai berikut :a. Membuat RKA dan DPA DPPKAD.



b. Membuat laporan kerja tahunan DPPKAD.c. Merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan DPPKAD.d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3

Bidang Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaporan
Pasal 484Bidang Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokokmenyelenggarakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan pelaporan keuangan daerah.
Pasal 485Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 484 BidangPerbendaharaan, Verifikasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja bidang perbendaharaan, verifikasi dan pelaporan.b. Melaksanakan pengelolaan pelaporan keuangan daerah.c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 486Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Perbendaharaan mempunyaitugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja bidang perbendaharaan, verifikasi, dan pelaporan.b. Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan.c. Mengelola verifikasi dan pembukuan.d. Merekonsiliasi laporan SKPP sebagian evaluasi dalam rangka menyiapkan laporankeuangan.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3.1
Seksi Perbendaharaan

Pasal 487Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusanperbendaharaan.
Pasal 488Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 487 SeksiPerbendaharaan mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan perbendaharaan.
Pasal 489Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Perbendaharaan mempunyaitugas sebagai berikut :a. Meregister SPMU dan SP2D yang diajukan satuan kerja perangkat daerah.b. Membuat/menerbitkan SKPP (Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji).c. Mencetak daftar gaji seluruh SKPD.d. Membuat kartu kendali pengeluaran per rekening belanja SKPD.e. Mencatat/membukukan perhitungan pihak ketiga.f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3.2
Seksi Verifikasi dan Pembukuan

Pasal 490Seksi Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan verifikasidan pembukuan.



Pasal 491Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 490 SeksiVerifikasi dan Pembukuan mempunyai fungsi mengelola verifikasi dan pembukuan.
Pasal 492Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Verifikasi dan Pembukuanmempunyai tugas sebagai berikut :a. Membuat kartu kendali pengeluaran dan pertangguangjawaban per rekening belanjaSKPD.b. Mencatat/membukukan penerimaan/Pendapatan per rekening.c. Membuat laporan neraca kas per hari dari kas daerah.d. Membuat telaah kas.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3.3
Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 493Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merekonsiliasi laporanpendapatan dan pengeluaran.
Pasal 494Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 493 Seksi Evaluasidan Pelaporan mempunyai fungsi mengevaluasi realisasi pendapatan, pengelurankeuangan dan perbendaharaan.
Pasal 495Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Evaluasi dan Pelaporanmempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja seksi evaluasi dan pelaporan.b. Menyusun laporan pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah.c. Mengevaluasi pelaksanaan penggunaan keuangan daerah.d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4

Bidang Anggaran
Pasal 496Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakansebagian kewenangan Kepala Dinas di bidang anggaran.
Pasal 497Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 496 BidangAnggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Anggaran berdasarkan rencana kerja tahunansebagai pedoman kerja.b. Penghimpunan data untuk menyusun APBD serta Perubahan APBD.c. Penyusunan Pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penetapan APBDdan perubahan APBD.



d. Penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta Perubahan APBD.e. Penyiapan bahan untuk penyusunan nota keuangan.f. Penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidaklangsung.g. Penyiapan surat edaran daftar usul kegiatan kepada SKPD.h. Pelaksanaan verifikasi RKA-DPA dan DPPA SKPD.
Pasal 498Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran mempunyai tugassebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja Bidang Anggaran berdasarkan rencana kerja tahunansebagai pedoman kerja.b. Menghimpun data untuk menyusun APBD serta perubahan APBD.c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penetapan APBD danperubahan APBD.d. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta perubahan APBD.e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan nota keuangan.f. Menyusun rencana anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung.g. Menyiapkan Surat Edaran daftar usul kegiatan kepada SKPD.h. Melaksanakan verifikasi RKA-DPA dan DPPA SKPD.i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4.1
Seksi Belanja Pegawai

Pasal 499Seksi Belanja Pegawai mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalammelaksanakan sebagian kewenangan Kepala Bidang di bidang anggaran.
Pasal 500Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 499 Seksi BelanjaPegawai mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Penyusunan rencana kerja seksi belanja pegawai.b. Penghimpunan data untuk perencanaan belanja pegawai.c. Penyiapan keputusan standar biaya.d. Penyusunan dan penghitungan gaji pegawai.
Pasal 501Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Belanja Pegawai mempunyaitugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja seksi belanja pegawai.b. Menghimpun data untuk perencanaan belanja pegawai.c. Menyiapkan keputusan standar biaya.d. Menyusun dan menghitung gaji pegawai.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4.2
Seksi Belanja Barang dan Jasa

Pasal 502Seksi Belanja Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalammelaksanakan sebagian kewenangan Kepala Bidang di bidang anggaran.



Pasal 503Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 502 Seksi BelanjaBarang dan Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Penyusunan rencana kerja seksi belanja barang dan jasa.b. Penghimpunan data untuk perencanaan belanja barang dan jasa.c. Pengkoordinasian dan penyiapan surat keputusan petugas pemeriksa pengadaanbarang dan jasa.d. Penyiapan petunjuk teknis pengadaan belanja barang dan jasa.e. Penyiapan Peraturan daftar harga satuan untuk belanja  barang dan jasa.f. Pelaksanaan Pemeriksaan pengadaan belanja barang dan jasa.
Pasal 504Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Belanja Barang dan Jasamempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja seksi belanja barang dan jasa.b. Menghimpun data untuk perencanaan belanja barang dan jasa.c. Mengkoordinasikan dan menyiapkan surat keputusan petugas pemeriksa pengadaanbarang dan jasa.d. Menyiapkan petunjuk teknis pengadaan belanja barang dan jasa.e. Penyiapan peraturan daftar harga satuan untuk belanja  barang dan jasa.f. Melaksanakan pemeriksaan pengadaan belanja barang dan jasa.g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4.3
Seksi Belanja Modal

Pasal 505Seksi Belanja Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalammelaksanakan sebagian kewenangan kepala Bidang di bidang anggaran.
Pasal 506Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 505 Seksi BelanjaModal mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Penyusunan rencana kerja seksi belanja modal.b. Penghimpunan data usul belanja modal dari SKPD.c. Pengkoordinasian dan penyiapan keputusan biaya atau harga satuan belanja modal.d. Penyiapan prosedur pengadaan belanja modal.e. Penatausahaan dan penyiapan dokumen pelaksanaan belanja modal.
Pasal 507Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Belanja Modal mempunyai tugassebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja seksi belanja modal.b. Menghimpun data usul belanja modal dari SKPD.c. Mengkoordinasikan dan menyiapkan keputusan biaya atau harga satuan belanjamodal.d. Menyiapkan prosedur pengadaan belanja modal.e. Menatausahaan dan menyiapkan dokumen pelaksanaan belanja modal.f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



Paragraf 5
Bidang Pendapatan

Pasal 508Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalammelaksanakan sebagian kewenangan Kepala Dinas di bidang pendapatan.
Pasal 509Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 508 BidangPendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan.b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan.c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan.
Pasal 510Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pendapatan mempunyai tugassebagai berikut :a. Menyusun rencana pendapatan daerah.b. Melakukan pendaftaran, pendataan, penetapan, penilaian dan penagihan pajakdaerah, retribusi daerah, BPHTB, PBB perkotaan pedesaan dan pendapatan lainnyayang sah.c. Melaksanakan koordinasi, konsultasi tentang PAD, Dana Perimbangan, BPHTB, PBBdan pendapatan lainnya yang sah.d. Melaksanakan tugas–tugas pembantuan.e. Membina dan monitoring pelaksanaan pajak daerah, retribusi daerah, dan PADlainnya yang sah.f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Paragraf 5.1
Seksi Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 511Seksi Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidangdalam melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang di bidang pajak dan retribusi daerah.
Pasal 512Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 511 Seksi Pajakdan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Penyusunan rencana pendapatan daerah.b. Penyiapan pendaftaran, pendataan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah danBPHTB.c. Penetapan dan penghitungan pajak dan retribusi daerah.d. Pengkoordinasian dengan unit terkait tentang PAD dan BPHTB .e. Penyiapan peraturan yang berkaitan dengan Pendapatan daerah.f. Pembuatan laporan tentang Pendapatan setiap bulan.g. Penyelesaian keberatan oleh wajib pajak, retribusi daerah dan BPHTB.
Pasal 513Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pajak dan Retribusi Daerahmempunyai tugas sebagai berikut :



a. Melakukan pendaftaran, pendataan, penilaian, dokumentasi dan pengolahan datapajak daerah, retribusi daerah dan BPHTB.b. Menghitung, menetapkan pajak daerah, retribusi daerah dan menghimpun dataBPHTB.c. Melaksanakan rekapitulasi setoran pajak daerah, retribusi daerah dan BPHTB.d. Mendistribusikan SKPD, SKRD dan SSB.e. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait tentang BPHTB.f. Menghitung dan menghimpun seluruh laporan dari SKPD dan data rekening koranbank tentang penerimaan Kabupaten Bengkulu Selatan.g. Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan PAD.h. Menyusun rencana penerimaan PAD.i. Menyelesaikan permohonan keberatan oleh wajib pajak daerah wajib retribusidaerah dan BPHTB.j. Membuat laporan bulanan penerimaan Kabupaten Bengkulu Selatan.k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 5.2

Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain
Pasal 514Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas pokok membantuKepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang di bidang danaperimbangan dan pendapatan lain-lain.
Pasal 515Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 514 Seksi DanaPerimbangan dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksanaan pendataan potensi dana perimbangan.b. Pelaksanaan rekapitulasi SPPT DHKP dan dokumen PBB lainnya.c. Penghimpun data PBB yang keberatan dan meneruskannya ke KPP PratamaBengkulu.d. Pelaksanaan rakor dan evaluasi PBB.
Pasal 516Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Dana Perimbangan danPendapatan Lain-lain mempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.b. Melaksanakan pendataan potensi dana perimbangan :

- Menghimpun data realisasi dana perimbangan di Kasda.
- Membuat laporan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain ke Dirjen DanaPerimbangan setiap bulan.
- Mengadakan rekonsiliasi dana bagi hasil pusat setiap triwulan ke Dirjen DanaPerimbangan Jakarta.c. Melaksanakan rekapitulasi SPPT, DHKP, dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkanDirektorat Jenderal Pajak.
- Menyampaikan SPPT dan DHKP PBB ke wajib pajak.
- Melaksanakan monitoring penerimaan PBB.
- Membukukan STTS (bukti pembayaran) ke buku daftar harian ketetapan pajak(DHKP).
- Menghimpun data pembayaran PBB.
- Membuat laporan PBB setiap bulan ke Direktorat Jenderal Pajak.
- Melakukan rekonsiliasi PBB setiap bulan ke KPPN Manna yang diteruskan keDirektorat Pajak Lampung dan Bengkulu.



d. Menghimpun data dan meneruskan permohonan keberatan PBB.
- Melaksanakan pemutakhiran data PBB ke objek pajak.
- Membuat laporan tentang permohonan keberatan, penghapusan PBB dan lain-lain ke Direktorat Jenderal Pajak Lampung dan Bengkulu melalui KPP PratamaBengkulu.e. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi PBB.f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 5.3
Seksi Penagihan

Pasal 517Seksi Penagihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalammelaksanakan sebagian tugas kepala Bidang di bidang penagihan.
Pasal 518Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 517 SeksiPenagihan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Penyusunan rencana penagihan.b. Pengkoordinasian data wajib pajak dan retribusi daerah yang tidak dibayarkewajibannya.c. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah yang sudah melampaui jatuhtempo.
Pasal 519Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Penagihan mempunyai tugassebagai berikut :a. Menyusun rencana kerja seksi penagihan.b. Mengkoordinasikan data wajib pajak dan retribusi daerah yang tidak membayarkewajibannya.c. Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah pendapatan daerah lainnya yangsudah melampaui batas waktu.d. Melaksanakan koordinasi penagihan pajak, retribusi daerah, pendapatan asli daerahlainnya dan PBB sesuai dengan kewenangannya.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Pasal 520Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinasdalam melaksanakan sebagian kewenangan kepala Dinas di bidang pengelolaan asetdaerah.
Pasal 521Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 520 BidangPengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset daerah.b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaanaset daerah.c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan aset daerah.



Pasal 522Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pengelolaan Aset Daerahmempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan aset daerah.b. Melaksanakan dan atau melakukan koordinasi dengan SKPD berkaitan denganpengamanan hukum/fisik aset daerah.c. Melaksanakan inventarisasi aset daerah.d. Menghimpun/menyajikan laporan mutasi semesteran dan tahunan aset daerah.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 6.1

Seksi Perencanaan Kebutuhan
Pasal 523Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalammelaksanakan sebagian tugas kepala Bidang di bidang perencanaan aset daerah.
Pasal 524Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 523 SeksiPerencanaan Kebutuhan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Menyusun rencana kebutuhan aset daerah.b. Penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan aset daerah.c. Pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan pengadaan aset daerah.
Pasal 525Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Perencanaan Kebutuhanmempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan aset.b. Menghimpun data untuk perencanaan aset daerah.c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengadaan aset.d. Menyiapkan standarisasi harga satuan barang/jasa.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6.2
Seksi Pemeliharaan

Pasal 526Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalammelaksanakan sebagian tugas kepala Bidang di bidang pemeliharaan aset daerah.
Pasal 527Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 526 SeksiPemeliharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Penyiapan data yang berkaitan dengan rencana pemeliharaan aset daerah.b. Penyusunan data pemeliharaan aset daerah.c. Penyiapan peraturan yang berkaitan dengan pemeliharaan aset daerah.d. Pengkoordinasian dan atau pelaksanaan pemeliharaan aset daerah.
Pasal 528Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Pemeliharaan mempunyai tugassebagai berikut :



a. Menyiapkan rencana pemeliharaan aset daerah.b. Melaksanakan sertifikasi tanah milik daerah.c. Menyiapkan peraturan tata cara pelaksanaan pemeliharaan aset daerah.d. Mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pemeliharaan/pengamanan fisikterhadap aset daerah.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 6.3

Seksi Inventarisasi dan Penghapusan
Pasal 529Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidangdalam melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang di bidang inventarisasi danpenghapusan aset daerah.
Pasal 530Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 529 SeksiInventarisasi dan Penghapusan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksanaan inventarisasi dan rekonsiliasi aset daerah.b. Penghimpunan laporan mutasi aset daerah.c. Pelaksanaan penghapusan aset daerah.d. Pelaksanaan proses penjualan/hibah/pemusnahan sebagai tindak lanjutpenghapusan aset daerah.
Pasal 531Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Seksi Inventarisasi dan Penghapusanmempunyai tugas sebagai berikut :a. Menyusun daftar inventaris aset daerah dan membuat laporan berkalaperkembangan aset daerah.b. Melaksanakan rekonsiliasi aset daerah semesteran, tahunan dan lima tahunan.c. Menyusun rencana daftar penghapusan aset daerah.d. Menyiapkan prosedur penghapusan aset daerah.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keduabelas
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Paragraf 1
Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

Pasal 532Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota mempunyai tugas pokokmembantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang kebersihan,pertamanan dan tata kota.
Pasal 533Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 532 Kepala DinasKebersihan, Pertamanan dan Tata Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan tata kota.b. Pembinaan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan tata kota.c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebersihan,pertamanan dan tata kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.d. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan di bidangkebersihan, pertamanan dan tata kota.e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.



f. Pelaksanaan ketatausahaan.g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.
Pasal 534Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanandan Tata Kota mempunyai tugas sebagai berikut :a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan tata kota.b. Membina teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan tata kota.c. Menyelenggarakan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidangkebersihan, pertamanan dan tata kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.d. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan di bidangkebersihan, pertamanan dan tata kota.e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan melaksanakan ketatausahaan.
Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 535Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian,perencanaan, keuangan serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 536Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 535 Sekretarismempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksana urusan umum dan kepegawaian.b. Pelnyusun perencanaan kegiatan.c. Pelaksana administrasi keuangan.
Pasal 537Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas sebagaiberikut :a. Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.b. Menyusun perencanaan kegiatan.c. Melaksanakan administrasi keuangan.

Paragraf 2.1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 538Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungandengan bagian umum dan kepegawaian serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikanoleh aasan.
Pasal 539Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 538 Sub BagianUmum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pengurus surat menyurat termasuk pengarsipan.b. Penginventaris, pendayagunaan dan penghapusan barang.c. Pengurus urusan rumah tangga dan protokoler.d. Pelaksanaan kegiatan kehumasan.e. Pelaksanaan sosialisasi dan menyebarluaskan produk hukum kebersihan.f. Pengumpul, mengentri data, mengelola data, menyajikan data, menganalisa data danmengarsipkan data serta menyusun buku profil kepegawaian.



g. Penyusun informasi KGB, naik pangkat, penghargaan dan lain-lain.h. Penyusun rencana kegiatan, pelaporan, dan rekrutmen pegawai.i. Pelakuan tata usaha kepegawaian.
Pasal 540Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menerima, mengagendakan, memberikan penomoran dan pengarsipan surat keluardan surat masuk.2. Mengirim dan mendistribusikan surat keluar.3. meneruskan surat-surat keputusan, surat edaran dll ke UPT.4. Menerima, membukukan dan mengeluarkan setiap barang yang keluar, baik itubersumber dari APBN, APBD maupun BLN.5. Mengurus barang inventaris meliputi mencatat ke dalam buku inventaris,penomoran barang dan pembuatan laporan keadaan barang inventaris setiap enambulan sekali serta menilai dan mengusulkan barang inventaris yang layak untukdihapuskan.6. Menerima barang yang akan masuk dan barang yang akan keluar serta menyiapkangudang.7. Mengelola kebutuhan air, listrik, telepon Dinas Kebersihan Pertamanan dan TataKota.8. Melakukan perawatan kendaraan operasional Kepala Dinas.9. Menyiapkan perlengkapan dalam rangka peringatan hari-hari besar Nasional.10. Menyiapkan perlengkapan apel pagi dan apel siang pada Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Tata Kota Kab. Bengkulu Selatan.11. Melayani setiap tamu Dinas.12. Mendokumentasikan acara-acara penting.13. Melakukan koordinasi dengan media cetak dan media elektronik.14. Melaksanakan sosialisasi dan menyebarluaskan produk hukum kebersihan.15. Mengumpulkan, mengentri data, mengelola data, menyajikan data, menganalisa datadan mengarsipkan data serta menyusun buku profil Kepegawaian.16. Menyusun informasi KGB, Naik Pangkat, Penghargaan dan lain-lain.17. Menyusun perencanaan SDM Kebersihan.18. Membuat dan Menyusun usulan kegiatan.19. Mengusulkan Formasi CPNS tenaga kebersihan.20. Mencatat dan mengarispkan surat masuk dan surat keluar.21. Mengeloala KARPEG, KARIS dan KARSU.22. Meneruskan Kenaikan Pangkat (Struktural dan Fungsional).23. Meneruskan usul KGB serta usul pensiun PNS.24. Meneruskan usul pengangkatan dan pemberhentian SK Jabatan Fungsional.25. Mengusulkan penghargaan satya lencana 10,20,30 tahun.26. Merekomendasikan pemberian sanksi didiplin PNS.27. Membuat izin cuti CPNS dan PNS.28. Membuat SK Mutasi Kepegawaian.29. Melakukan pembinaan kepegawaian ke UPT.

Paragraf 2.2
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 541Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi  kegiatan yang berhubungandan evaluasi serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan.



Pasal 542Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 541 Sub BagianPerencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi perencana program kebersihan.
Pasal 543Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporanmempunyai tugas sebagai berikut :1. Menyusun rencana kegiatan/program layanan penyusunan perencanaan danprogram kebersihan berdasarkan pedoman kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan danTata Kota.2. Membuat tata cara kerja dengan cara mempelajari pedoman kerja, peraturan/ketentuan/referensi terkait dan menelaah kegiatan pejabat struktural/fungsional dilingkungan dinas.3. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan bimbingan/rapat koordinasipencatatan dan pelaporan Subbag Perencanaan dan pelaporan.4. Menyusun rancangan awal program kebersihan  wilayah kabupaten dengan caramempelajari referensi terkait, menelaah data dan Informasi situasi kebersihan diwilayah kabupaten, hasil pelaksanaan program kebersihan tahun sebelumnya.

Paragraf 2.3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 544Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi, serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengankeuangan dan melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 545Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 544 Sub BagianKeuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan.b. Pelakuan pelayanan pembiayaan.c. Penyusun rencana,alur dan metode kerja tahunan.d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran pembendaharaandan akuntansi.e. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran rutin dan anggaranpembangunan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota.f. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran pembangunanKabupaten Bengkulu Selatan.g. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perbendaharaan dan akuntansi.
Pasal 546Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Keuangan mempunyai tugassebagai berikut :1. Melayani urusan belanja pegawai.a. Membayarkan gaji bulanan.b. Melayani pengurusan perubahan gaji.c. Melayani pengurusan rapel kekurangan gaji.d. Melayani pengurusan penghentiandan pengaktifan pembayaran gaji.2. Melayani penerbitan perincian gaji.



3. Menerbitkan persetujuan pemotongan gaji oleh bendaharawan.4. Menerbitkan surat pernyataan memberi peluang peminjaman uang kepada pihakketiga.5. Melayani urusan klaim kolektif pegawai negeri (ASKOLPEN).6. Melayani lain dalam urusan tata usaha keuangan.7. Melakukan pembiayaan pembelanjaan atas pengadaan alat inventaris kantor atasmonitoring dan usul SubBag umum dan perlengkapan.8. Melakukan pembiayaan pemeliharaan gedung dan insfraktruktur yang ada didalamnnya.9. Melakukan pembiayaan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas.10. Melakukan pembiayaan pendidikan dan pelatihan.11. Melakukan pembiayaan lain yang berkaitan dengan operasional rutin program DinasKebersihan Pertamanan dan Tata Kota.12. Menyusun rencana, alur dan metode kerja tahunan.13. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaranpembendaharaan dan akuntansi.14. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran rutin dananggaran pembangunan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota.15. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran pembangunanKabupaten Bengkulu Selatan.16. Melaksanakan monitoring penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk gaji, rutindan pembangunan.17. Melakukan monitoring PAD.18. Memonitoring penyelesaian LHP atas temuan TIM Pengawas Fungsional.19. Melaksanakan  pembinaan dan pengendalian lainnya dalam konteks penyelenggaraperbendaharaan dan keuangan negara.
Paragraf 3

Bidang Pertamanan dan Pemakaman
Pasal 547Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota di bidangpertamanan dan pemakaman.
Pasal 548Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 547 BidangPertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi sebagai berikut :f. Pengusulan rencana pengawasan kegiatan bidang pertamanan dan pemakaman.g. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.h. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan.i. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan bidang pertamanan dan pemakaman.j. Pelaksanaan pengelolaan pembangunan taman dan pelaksanaan pemakaman.k. Penyiapan lahan pemakaman serta mengatur tertib pelaksanaan pemakaman.l. Pengelolaan dan pemeliharaan taman dan areal pemakaman.m. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.n. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaipertangungjawaban kepada atasan.o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.



Paragraf 3.1
Seksi Pertamanan dan Keindahan

Pasal 549Seksi Pertamanan dan Keindahan mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengkoordinasikan, di bidang tugas pertamanan dan keindahan.
Pasal 550Dalam melaksanakan tugas pokoknya Seksi Pertamanan dan Keindahan mempunyaitugas sebagai berikut :a. Penyusunan rencana/program kegiatan seksi pertamanan.b. Membagi ugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitanbidang tugas seksi pertamanan.e. Menyiapkan, merencanakan, mengawasi dan mengendalikan taman dan penghijauanf. Mendata taman-taman di wilayah kota.g. Menyiapkan bibit tanaman untuk keindahan kota dan penghijauan.h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unti kerja/instansi terkait sesuai denganbidang tugasnya.i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai denganpertanggungjawaban kepada atasan.j. Mengelola dan pemeliharaan peralatan pertamanan.k. Mengelola dan memelihara tanaman serta melakukan penanaman kembang, pohon,tanaman di ruang terbuka hijau.l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3.2
Seksi Pengelolaan Makam

Pasal 551Seksi Pengelolaan Makam mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,mengkoordinasikan bidang tugas pemakaman.
Pasal 552Dalam melaksanakan tugas pokoknya Seksi Pengelolaan Makam mempunyai tugassebagai berikut :a. Menyusun, merencanakan kegiatan pemakaman.b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitanbidang tugas seksi pemakaman.e. Mengelola lahan pemakaman, menyediakan lahan pemakaman baru.f. Menyusun standarisasi prosedur perizinan pemakaman.g. Melakukan pendataan terhadap areal-areal pemakaman.h. Melakukan pendataan terhadap warga masyarakat yang meninggal dunia.i. Merawat dan melayani penggunaan mobil jenazah.j. Memelihara dan merawat peralatan pemakaman.k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja.l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung-jawaban kepada atasan.m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



Paragraf 4
Bidang Kebersihan

Pasal 553Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kebersihan,pengangkutan, pengawasan dan penyuluhan serta retribusi.
Pasal 554Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 553 BidangKebersihan mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan.b. Penyelenggaraan pengangkutan sampah serta penyediaan tempat pembuangansampah.c. Pelaksanaan pengawasan.d. Pelaksanaan ketata usahaan.e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4.1
Seksi Kebersihan dan Pengangkutan

Pasal 555Seksi Kebersihan dan Pengangkutan mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melaksanakan penyapu jalan.b. Melakukan pengawasan tentang kegiatan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).c. Mengkoordinir mobil-mobil angkutan sampah.d. Menyediakan kotak sampah.e. Melaksanakan perbaikan pada mobil-mobil yang rusak.f. Mengusulkan penambahan armada.g. Melakukan monitoring pada petugas-petugas kebersihan.h. Pembinaan pada petugas-petugas kebersihan.i. Pelayanan umum di bidang kebersihan.j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 4.2

Seksi Pengawasan, Penyuluhan dan Retribusi
Pasal 556Seksi Pengawasan, Penyuluhan dan Retribusi mempunyai tugas sebagai berikut :a. Melakukan pengawasan tentang pengangkutan sampah.b. Melakukan pengawasan tentang kegiatan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).c. Melakukan pengadaan tentang Retribusi yang diperlukan oleh pengangkut sampah.d. Melakukan pengawasan Retribusi yang diperlukan oleh pengangkut sampah.e. Penyuluhan tentang kebersihan lingkungan.f. Melaksanakan penyuluhan tentang kebersihan di setiap lurah/desa.g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5

Bidang Tata Kota
Pasal 557Bidang Tata Kota mempunyai tugas pokok merencanakan, malaksanakan sebagian tugasDinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota di bidang tata kota.



Pasal 558Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 557 Bidang TataKota mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Pengusulan rencana pengawasan kegiatan bidang tata kota dan perizinan.2. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.3. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan.4. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang berkaitandengan bidang tata kota dan perizinan.5. Pelaksanaan penataan kota.6. Pengelolaan dan pemeliharaan damija.7. Pelaksanaan pemetaan kota.8. Pelaksanaan perizinan.9. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.10. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 5.1

Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 559Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas sebagai berikut :1. Penyusunan rencana/program kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian.2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.4. Mengawasi dan mengendalikan penataan ruang kota dan Izin Mendirikan bangunan(IMB).5. Mendata dan melaksanakan penertiban tata ruang kota dan Izin Mendirikanbangunan (IMB).6. Menyiapkan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian tata ruang kotadan Izin Mendirikan bangunan (IMB).7. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai denganpertanggungjawaban.8. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai denganpertanggungjawaban kepada atasan.9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5.2
Seksi Pemetaan dan Penataan

Pasal 560Seksi Pemetaan dan Penataan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Penyusunan rencana/program kegiatan Seksi Pemetaan dan Penataan.2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitanbidang tugas Seksi Pemetaan dan Penataan.5. Menyiapkan, merencanakan, mengawasi dan mengendalikan penataan ruang kota.6. Mendata dan melaksanakan pemetaan kota.7. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pemetaan dan penataan ruang kota.8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai denganbidang tugasnya.



9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai denganpertanggungjawaban kepada atasan.10. Mengelola dan pemeliharaan daerah milik jalan (damija).11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5.3

Seksi Perizinan
Pasal 561Seksi Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Penyusunan rencana/program kegiatan Seksi Perizinan.2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan bidang tugas Seksi Perizinan.5. Menyiapkan, merencakanan dan membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).6. Mendata dan melaksanakan kegiatan pembiatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).7. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang perizinan.8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai denganbidang tugasnya.9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai denganpertanggungjawaban kepada atasan.10. Mengelola dan merencakan peraturan daerah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).11. Menyusun kebijakan urusan perizinan.12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 562(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksidan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi,secara vertikal dan horizontal.(2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawabmemimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikanbimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 563Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkulu Selatan :1. Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DinasPendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkulu Selatan,2. Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DinasKesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan,3. Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan,4. Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DinasKebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan,5. Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan,6. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DinasPekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan,



7. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan,8. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DinasPertanian dan Perternakan Kabupaten Bengkulu Selatan,9. Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan,10. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Selatan,11. Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan,12. Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energidan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan,13. Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas KantorKebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Bengkulu Selatan,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 564Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di MannaPada tanggal 25 November 2011
BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDINDiundangkan di MannaPada tanggal 25 November 2011
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

H. ZAINAL ABIDIN MERAHLI
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